STANDAR PELAYANAN-OSS BER
KBLI DAN NON KBLI



1. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
RISIKO RENDAH DAN MENEGAH RENDAH ONLINE SINGLE

SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG
PERSEORANGAN
NO| KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem  Perizinan Berusaha  Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2023 Nomor 28).

2. | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi
Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilih Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan
(WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku
Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di
0ss.go.id.
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3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

A Bagan alur Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah-
Orang Perseorangan

Permohonan Perizinan Sistem 0SS menerbitkan
I:> Berusaha Pernyataan perizinan berusaha
Mandiri

Pelaku Usaha

B. Kategori Pelaku Usaha

Orang Persyaratan atau Persekutuan

Perseorang Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT
Badan Usaha ’ (*7)
. Perseorangan

Persekutuan Komanditer
Orang Badan Hukum Lainnya
Perseorang ' Persekutuan Perdata
Koperasi

Badan Usaha
KPPA

KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Non UMK 4 Kantor B Asing)
Perwakilan KP3A
KP3A - PMSE
- BUJKA

Online Single Submission
(0S8)

berbasis risiko memberikan layanan
:mﬂ:::."::rmy::fgx?;:‘:u Pedagang Berjangka Asing
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non PSE Asing

Badan Usaha

Luar Negeri
6 Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
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1.

2
3
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

Kunjungi https://oss.go.id/
Pilih DAFTAR

Pilih Skala Usaha UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Lengkapi Formulir Pendaftaran

Masukan Kode Verifikasi

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
Pendaftaran Berhasil

11. Akun Anda siap digunakan

Kunjungi https://oss.go.id/

C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password

W OSS

'

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yang tumpang tindih

dan prosedur rumil dipanakas @ Pres

AJUKAN PERIZIMNAN

USAHA MIKRO & KECIL

[F] vibE

o Tutcnal Pengsaian LILPW Onling
FA—

Cara
g -

Pargiiae
WP Oinline

T BERITA 8 PENGUMUMAN

Ir. H. Joke Widodo
cion Republik tndonesia

AJUKAM PERIZINAN
USAHA MENENGAH & BESAR

& MASUK SEBAGAI
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
DPMPTSP

KAWASAN

h PEMGADUAN MASY ARAKAT

2.

Artisel Pembatasan Masuk Somentars fas Warge Nogars A ng be Ingonea FAG
Piuiiat b o e srsgsany ai keuruigan yang shid
P
Pilih DAFTAR
l DAFTAR l MASUK
W @SS BERANDA INFORMAS] » RECULAS| PANDUAN HONTAK
' Dengan Undang-Undang Cipta Kerja
; akan memudahkan masyarakat,
"—h; khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yana tumpang tindih

o

dan prosedur rumit dipangkas

ATJUKAMN PERIZINAN USAHA

PANDUAN OS5 MIKRO & KECIL

(7))

[¥] viDEO

It H, Joka Widodao

AJUKAN PERIZINAMN USAHA
MEMEMCAH & BESAR

] MASUK SEBAGAI

masukan
& aran
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3. Pilih Skala UMK

Siapakah Anda 7

. PENTING Bagl palabu (mana yarg e rrarmsiiel Hab Akess o) Sistern OS5 11 s8akan masuk mgnggunakan m
HHNTEITS TN dan famsial lema
0 .

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Wl WG T

PibaRaii Lliibis | Laii Rajesi]
Meitkan vsihe asiie g Oichirian ol
kb i) 10 gy

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Skala Usaha Anda adalah UMK
% e ANoR Bcumaty-y e Pilih Jenis Pelaku Usaha

(Orang Persecrangan atau
. J Badan Usaha)

s |Lengkapi formulir

- pendaftaran yvang tersedia
Eambali

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)

= Pilih Jenis Pelaku Usaha Crang

Shisls Lisska Ands sdalah UMK Parseocrangan

| | et i | I « D[Data yvang harus Anda lengkapi:
e = 1. MNomor Telepon Seluler

i . : 2. Alamat Emaonil

« Centang Kolom Pernyataan

| dienbnbgraail cren | s Kiik Kirim Kode Verifikasi Melalui
I x Email untuk menerima Kode
P pitikars rermie vl dordaialn sensd Arels sueiafl Bt V'Erifi-kﬂsi mE"H]UI E'H‘It:l'.hr

= Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
WhatsApp untuk mMmenerima Kode
Verifikasi melalui WhotsApp
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6. Masukkan Kode Verifikasi
a) Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)

vierifkas Whartsapo

S

Hods Verfikes telah terkirim ‘

wan porikss Whatsdpn Andia o

+ Klik Perbarui Kede untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui Whaotsdpp

b) Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke
WhatsApp)

o Vierillkas! Whatsapp X

Kodp Verifikas tedah terkinm ‘

Sllakary pavinss WPruiisAng dncls o

Parbars Kods

e Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kede Verifikasi vang telah terkirim melalui WhatsaApp

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

Lengkapi Nama Lengkap

Bhols Uusbu dncis sty L

e Bual Password Baru
e Password yvang dimasukkan minimum 8 karakter,

o IR kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan
karakter spesial ({@#%%8&"_-)

= | P

s Klik Konfirmasi
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8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)

e e # Lengkapi Nomor Induk Kependudukan
« [Pilih Jenis Kelamin
s [engkapi Tanggal Lahir

e |lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

¢ Pilinh Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP

o Centang Disclaimer

e Klik Daftar

9. Pendaftaran Berhasil

Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk
melihak

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

% |3SS

WALDWA R AL VAR

Username seriindani il

Password

St

?

2000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



11.

Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem 0SS

REMENTERIAN INVESTASL T 7

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan
Menengah Rendah - Orang Perseorangan

Hak akses berupa username dan
paaswt-r-:l vang dikirnimban ke
e-rnail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran

1AN K

1. Pastikan Anda telah iliki Hak
astikan Anda tetah memiti 9. Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang
Akses ) H
2. Kunjungi https://oss.go.id/ Usa.ka t q
3. Ppilih MASUK 1(1) Eer!ksa Ea aLPr: uk/Jasa
4. Masukkan Username dan Password ’ er! saData Usa ?
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
beserta Captcha yang tertera, lalu e cani Dok
Klik tornbol MASUK 13. Periksa . an Le.ngkapl Do ume; y
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)
Permohonan Baru hami d
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 14. ::: a;r.u. an Centang Pernyataan
7. Lengkapi Data Bidang Usaha 5. p ar‘k '”D ¢ Perizinan B h
8. Lengkapi Data Data Bidang Usaha ’ er! .sa ratrerizinan ferusa a
16. Perizinan Berusaha terbit
1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
% OSS

e

2000
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

DRrTAR | s

t&' GSS AERAND [ —— - e

r Drangan undang-undang Cipla Karja

dkan maimudabikan mas
khuzusnya Usaha Mikro Kecll
Reguiasi yang turmpang tindih

dan prosedur rumit dipangkas @

W H. Joko Widodo
Srindan Benuhid indonpee

AN CPERIZINAN
FANDUAM OFS

H& MENENGAH & BEEAR

& masuw sERAGS
KEMENTERIAM DN LEHE A A
DEMpTER

REWASAN

b PEMSADUAN MASYARARAT

S BERITA & PENGUMUMAN

Atk Fentwiaaen Hamb Semerias S Wargs e pees Avng §e bidonails

L WY VTR UL G g Ak
i w1l v

3. Pilih Masuk

- E)S_S —— w—— .

Dengan undang-undang Cipta Kerja

jankan masyarakat
aha Mkro Kecl

{ Asl yang tumpang bindif . L e Widade
dan prosedur rumit dipanghkas ik rdan

AJUFKAM PERITINAN y ATUKAN PERITINAN
USAHA MIKRO & KECH . USAMA MEMEWGAH E BESAR

PANDUAN O%%

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol
MASUK

Kata Sand

Omling Single submission (055) adala
ha terirterEs seCars edskin
an oleh  Lemba
ML Dengan  sem

aem 065 melayani ¢

Lupa Kata Sandi?

(Kome an
g-Undang

Belum mempunyas Hak Akses?

Diatrar
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5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

NIB

eiievill

| ‘PERMOHONAN BARU I

FERLIBAHAN

FPENGEMEARIAN

FERLUASAR

PEMNCABUTAN

FEMENLIHAN FEREVARATAN

Izin

{man do/atou

anaan

sebielum metassanakan kegliatan

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

Sistem akan menampilkan data secara otomatis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nama
Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

Alamat Sesuai KTP

Data yang harus Anda lengkapi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pribadi)

Email

BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)

BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walupun Pelaku
Klik tombol SIMPAN DATA

Klik tombol ISI BIDANG USAHA

httos floss

o idlinformasikbli-berbasie-risilo

Caototan: Pelaku Usoha dopotl mengecek nomor KBL! melalui

Sisterm akan menampilkan Form Pemilihan
Bidang Usaha

Data yang harus Anda lengkap:

1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung,
Kantor Cabang Administrast, atau
Pendukung UKL}

2. Bidang Usaha

(Apabila bidang usaha yang dipilib
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistermn akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yvang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)

3 Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang
U=zaha

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Klik tombol SIMPAN.

Usaha bekun
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8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

¢ Data yang harus Anda lengkapi
Nama Usaha/Kegiatan
Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa

Kode Pos

. Apakah Kegiatan ini sudah
berjalan? 10.Modal Usaha

VONOGA LN

¢ Klik VALIDASI RISIKO

& Sistem akan otomatis
menampilkan skala usaha dan

e e et bt | tingkat risike pada usaha Anda

berdasarkan pengisian data.

& [Data yang harus Anda lengkapi:

.  Apakah sudah memiliki perizinan
g T 5 R berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isi data perizinan berusaha yang

dirmiliki)
i Potai o 2. Jangka Waktu Perkiraan
= Beroperasi/Produksi
BN | 3 Deskips kegiatan ussha
; o 4, Jumlah Tenaga Kerja indonesia

& Klik tormbol TAMBAH PRODUK JASA

9. Lengkapi Data Produk/Jasa

a) Lengkapi Data Produk/Jasa

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas

e Klik tombol SIMPAN

/ Tahun
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b) Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah  untuk
Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

SN | - Data yang harus Anda lengkapi

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

4. Apakah Anda sudah memiliki
Sertifikat SNI?

{ (Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat SNI dan

| e [ = : 3 Masa berlaku SNI)

e = : 5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat

| e L | Halal?

(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat Halal,

Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

e Klik tombol SIMPAN

10. Periksa Data Produk/Jasa

Distiny Peosthph) Jasa

B
L1

« Sistem akan menampilkan:
1. Kapasitas
2. Satuan
3. Jenis Produksi

+ Klilk tornbol SELESAL

DATA LSAHA

# Sistern akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha [KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha

o Klik tombol SELANIJUTNYA,
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11. Periksa Daftar Usaha

DATA USAHA
I’ s I '\II : ] : 0 E:,l'. i
e Sisterm akan menampilkan data;
. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha
% [Data Usaha (Jumiah tenaga kerja dan Modal Usaha)
o  Klik tombol SELANIUTNYA,
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
DAFTAR KEGIATAN USAHA
24 L) L L Daia Lisaha :: x PR WA M GLamiin
.\-I:..- : dal) Terusigs ¥
amata LN =
¥oky PhsAN L s - Bp [ B .
o Sistem akan menamipilkan: o Klik [kon “W™"
1. KBLI
2. Lokasi Usaha « Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA
% [DataUsaha
&, Skala Usaha « Untuk Perizinan UMK dengan Risike Rendah |anjut ke langkah 14
5 Tingkat Risiko
& Pernyataan Mandirl « Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Menengah Rendah lanjut ke
7. Status langkah 13.

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha
tertentu)

DONUIMEN LIRGELISGAN ATAS KEGIATAN REATT VANG WAEN DEPENLEE

» Sistemn akan menampilkan pertanyaan konfirmasl “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" vang harus Anda piline
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 13.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapl formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilib.

« Klik tombol LANIUT.
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DORLIMEM LINGEUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 ¥ANG WAIH DIPENLHI

« Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.

» Klik tornbol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14} tanpa melalul proses
pemilinan parameter

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

+ Jika pilih Belum, sistern akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan"
yvang harus Anda pllih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih

o Klik tombol LANJUT.

N | 5 - blum merilk Dokumen,

Persetujuan Lingkungan, maka data yvana
harus Anda lengkapi;

. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi
parameter yang tertera pada formulir
sesuai dengan kegiatan usaha yang
dilakiukan.

(Kermudian, sistemn akan menampilkan
jenis kewajiban dokumen lingkungan
vang harus dipenuhi, seperti SPPL,
UKL/UPL, atau AMDAL.)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian
kegiatan usaha yvang dilakukan

« Klik tombol LANIUT

s Lt Undang-Undang Cipta Kerja

Paatl, Musdah, Cepal
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

8 Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandiri sesuai
dengan data dan informasi yang
tersimpan SE‘DE"lUl"I"HTl'_-,-'El. sEpert|
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha (risiko
Menengah Tinggi)/Kesediaan
Memenuhi Persyaratan |zin (nsiko
Tinggi), SPPL, dan lain-lain

A A0 T LU AR S TIRAL L LA TR S |

& Baca, pahami dan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MAMNDIRI,

= Klik LANIUT

FRLEHCHAR FTAMLER RUTVIMAL INTETHIES

& Khusus untuk perizinan tunggal dan
pada KBLI tertentu yang
rmembutuhkan Standar Nasional
Indonesia [SMI) dan Sertifikasi Halal,
sistem akan menampilkan
Pernyataan Mandiri terkait hal
tersebut.

FOMEWG | AH FUETAARATAN NTAMDAR e D HSL AODHITN

AN LLPCTTLIAC L ] P R LA ek R

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menyatakan kesanggupan
1 Mamituhi da

kekeliruan ataupun ketidakahuratan dalam pernyataan ini, maka

e Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait
lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri
terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)
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15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

« Sisterm akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

» Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

16. Perizinan Berusaha telah terbit

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

BAFERS KEDATAN LfsAs

U s e ot

—
=N T e

« Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. MIE, klik tombol CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

«  Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut,

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

DAFTAR KEGIATARN USAHA (=¥ At '

eqianan Usaha

Ieeon Per Hadanman 10 - -
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CAT AR MEGINTAN UPLAFA

CETAK NIB

+« Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. MIB, klik tormbol CETAK NIB.
2. Sertifikat Standar, klik tormbol CETAK SERTIFIKAT STANMDAR.
3. PKPLH/SKKL, klik CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL. (Jika ada)
4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

+  Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.

a) (Contoh Cetakan NIB)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

."_I'r
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4. Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS
Pelayanan

S. Biaya/Tarif Gratis

6. Produk Layanan 1. NIB - Usaha Resiko Rendah

2. NIB + Sertifikat Standar *Usaha Resiko
Menengah Rendah

7. Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;

2. Loket pelayanan Front Office;

3. Loket pelayanan penyerahan;

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua,;

5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;

6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet;

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Lemari dokumen;

15. Alat Tulus Kantor;

16. Sistem dan Informasi Antrian;

17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual;

18. Website dan Email;

19. Internet (Wifi);

20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal;

4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;
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Saran, dan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Masukan 4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id /pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-

8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.
11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
Pelaksana (lima) orang
12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
Pelayanan dengan  prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya,;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inlovatif,

Senyum).

13. | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keamanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Keselamatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
Pelayanan 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi

tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. | Evaluasi Kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksana e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat
(SKM) melalui Website / elektronik /
lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.
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2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan 14 komponen standar
pelayanan yang dilakukan Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan
Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun
dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOLBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19701222 200012 1 002
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2. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL
(UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA

NO | KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum |[1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan|
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepalal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilih Passport bagi Pelaku Usahal
Perorangan (WNA)

3. Memiliki AktaPendirian Perusahaan bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan
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Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username
dan Password
yang diperoleh setelah mendaftarkan di
0ss.go.id

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah
Rendah - Badan Usaha

Permohonan Perizinan Sistem OSS menerbitkan
Pelaku Usaha I:> Berusaha Pernyataan perizinan berusaha
Mandiri

B. Kategori Pelaku Usaha

Orang - Persyaratan atau Persekutuan
Perseorang - Yayasan
Parseroan Terbatas (PT)

Badasiase Perseroan Terbatas (PT)

Perseorangan
- Persekutuan Komanditer
Orang - Badan Hukum Lainnya

Perseorang - Persekutuan Perdata
- Koperasi

Badan Usaha

KPPA
KPPA (lasa Penunjang Tenga Listrik

Non UMK Kantor Asing)
Perwakilan - KP3A

- KP3A - PMSE
- BUJKA

Online Single Submission
(0SS R Badan Usaha

b : Luar Negeri : : :
berbasis risiko memberikan layanan g - Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
bagi pelaku usaha yang terbagi ke : ;
dalam kedua kelompok besar, yaitu - Pedagang Berjangka Asing
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non - PSE Asing

Usaha Mikro Kecil {(non UMK) - Bentuk Usaha Tetap
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oss.go.id

Kunjungi_https:
Pilih DAFTAR
Pilih Skala Usaha UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Lengkapi Formulir Pendaftaran

Masukan Kode Verifikasi

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
Pendaftaran Berhasil

VW ONOUA N R

11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password

¥ OSS

khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yang tumpang tindih
dan prosedur rumit dipangkas

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECIL

) BERITA 8 PENGUMUMAN

o

Ir. W Joko Widodo
nesia

chon Republik thdc

AJUKAN PERIZINAN

USAHA MENEMGAH & BESAR

£ MASUK SEBAGAI
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
DPHFTSE

HAWASAN

b PEMGADUAM MASY ARANAT

dan prosedur rumit dipangkas

L

AJUKAN PERIZINAN USAHA

PANDUAN 0SS MIKRO & KECIL

(7))

[+] vipEO

Artiasl Permbatasin Mawuk Sementar Bag Wargs Negara Asing ke ingomnesta FAG
[ ———
2. Pilih DAFTAR
l DAFTAR lnasun
= 4
Wl @SS BERANDA INFORMAS] w REGULASI FANDUAN KONTAK v
r Dengan Undang-Undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
t,; khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yang tumpang tindih

Ir. H, Joka Widodao
Pragiden Rapublik Indonasia

AJUKAN PERIZINAN USAHA
MEMNENCGAH & BESAR

=] MASUK SEBAGAI
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3. Pilih Skala UMK
Siapakah Anda ?
. PEMTING Bagl peslabiil (@ana yang belan rmarmsiel Hab Akkes o) Sispenn OS5 11 s8akan mask rmunggunakan m
HENTIITRASATLAL AN famssastd! lema
Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
Finaby Mesrrgal
PRt bk | ianr M josi |
Mstikan usihe eyl yeesg (Tchirisan <
T bl Lidsilsa Sl
4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
Skala Usaha Anda adalah UMK " .
& PFilih Jenis Pelaku Usaha
(COrang Perseorangan atau
[ anls Palal S ] Badan Usaha)
» Lengkapi foarmiulir
- pendaftaran yvang tersedia
Kemball
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha)
+ Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang
e e Perseorangan
| | | l o Pilih Jems Badan Usaha (Perseroan Terbatas
- (PT), Perseroan Terbatas (PT) Perorangan,
[ P et : | Persekutuan Komanditer [CV), Persekutuan
Firma (Fa), Persekutuan Perdata, Koperasi,
(SR T ol SR Anl Lo s T
—— R —— Persyankatan atau Perkumpulan, Yayasan,
[ = ) oo | Perusahaan Umum [Perum), Badan
_ Layanan Umum, atau Badan Hukurm
| Chwin Baschon Lhafa il incosees | Lalrlﬂ"_..fa:l
e et o [Data yang hards Anda lengkapi:
e 1. Momor Telepon Seluler
m 2. Alamat Emaif
_ s Centang Kolom Pernyataan
s Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui Email
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Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha-Koperasi)

Koperasi yang sudah terdaftar di AHU dapat memperoleh Hak Akses untuk pengurusan
Nomor Induk Berusaha (NIB). Pastikan Anda memasukkan nama Koperasi sesuai dengan
data yang tercantum di AHU. Bagi Koperasi yang sudah terdaftar di AHU namun belum
lengkap maksud dan tujuannya. tetap dapat memperoleh Hak Akses dengan melengkapl

maksud dan tujuan di sistem OSS

Anda dapat mengetahui status terdaftar di AHU melalui laman http//nik depkop.goid

Untuk Koperasi yang belum melakukan pemutakhiran data (

erutama data NIK pengurus)
dapat dilakukan melalul update Online Data System (ODS) Koperas! dengan
menghubungi Dinas Koperasl Kabupaten/ Kota/ Provinsi atau Kementerian Koperasi dan
UKM

Jika Pelaku Usaha memilih Koperasi, sisterm akan menampilkan notifikasi
seperti gambar di atas.

6.

Masukkan Kode Verifikasi

Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)

Verifikasl WhatsApp

Kode Verifikasi telah terkiim

Wehaersdoe Anca di

SEAGET

e Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

» Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui Whatsdpp
Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode
WhatsApp)

Verifikasi Dikirim ke

Verifikas] WhatsApp

Kode Verifikas telah terkiim

Slkakcer Pardihsn WharsAns Anca di

s Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui Whatsdpp
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7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

s Lengkap MNama Badan Usaha

Lok e Baa T et L

» Buat Password Baru

el o Password yang dimasukkan minimum B karakter,
= kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan
karakter spesial ({@#$%~8*_-)

& Ulangi Password

| == o Klik Konfirmasi

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha

Lengkapi Data Badan Usaha dan Data Direksi/Pengurus (Badan Usaha)

s Lengkapl NPWP Badan Usaha

Skada Usaha Anda adalaby LIME

¢ |Lengkapi Nemer SK Pengesahan Terakhir

Tarin Bacan Lasma

[ | e Lengkapi Nomeor Induk Kependudukan
[ | e Lengkapl Nama Lengkap

Dta Samiah St DrwhilFweras s Pilih Jenis Kelamin

e Lengkapi Tanggal Lahir

o |Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

s Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP

e Centang Disclaimer

e Klik Daftar
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Lengkapi Data Badan Usaha dan Data Direksi/Pengurus (Badan Usaha
- Koperasi)

s Lengkapi NPWP Badan Usaha

Samly Lnaha Ancla s sllaf LIRE

* |Lengkapi Nomeor SK Pengesahan Terakhir

Nl | s Lengkapi Nomor Induk Koperasi
s Lengkap Nama Lengkap
s Pilih Jenis Kelamin

D e L Deegas, Varegorus

s Lengkapl Tanggal Lahir

| s [engkapi Alamat sesuaidengan KTP

, e Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
i e | Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP

| e | » Centang Disclaimer

[ | e Klik Daftar

9. Pendaftaran Berhasil
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2.
3.
4

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

v | OS85

WALIMAN ALIVIVARTDA

Username

Password

B

D000

11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem 0SS

OSS

EPSIENTTRAAN (ST AR

qs It
=

Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih MASUK

Masukkan Username dan Password
beserta CAPTCHA yang tertera, lalu

klik tombol MASUK

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih
Permohonan Baru

Lengkapi Data Pelaku Usaha

Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha
Lengkapi Data Usaha (Isi Data
Pemilihan Bidang Usaha)

Lengkapi Data Detail Usaha

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan
Menengah Rendah - Badan Usaha

1.

Lengkapi Data Produk/Jasa

Periksa Data Usaha

Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor,
B{JS dan WLKP)

Periksa Daftar Kegiatan Usaha

Periksa dan Lengkapi Dokumen
Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
Periksa Draf Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha terbit
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1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

W OSS
Hak akses berupa username dan [ Y ; ]
password yang dikirimkan ke =
e-mail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran
1'_4
o]
@
OO0
-—--

2. Kunjungi https://oss.go.id/

DRrTAR | magus

\-&. GSS HEAANT FORAT] BEGSLAS B4 TSN

ang-undang Cipla Kerjs

kil

chususnya Wsahs Mikro Kecil

Regulasi yang tu moand hn:’.‘.ll’- @ . H. Joko Widodo
dan prosedur rumit dipanokas Srrednn Bepuhi ndonpes

b kan masyars

AJUKAM PERIZINAN

AJUKAM P

USAHMA MI USAHA MENENGAH & BEBAR

& Mazuw SERAGAL
KEMENTERIAM DAN LEMBACA
DemMpTER

BAW RS AN

ﬁ PEMIADUAN MASYARAKAT

S BERITA & PENGUMUMAN

Arvkel Semtwaann Hamh Semertan Sag Warps lmpaes Aeng as ndoouis Faa

P TS MR R G e Ak
byt Lk e

3. Pilih Masuk

DAF TA1 HMASUK |

I*F @SS BERANDA INFORMASI REGULASI PANDUAN

' Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,

khususnya Usaha Mikro Kecil.

Regulasi yang tumpar.wg tindih ST Jake Wb
dan prosedur rumit dipangkas. Frasiden Republik Indonesia

AJUKAN PERIZINAN L AJUKAN PERIZINAN

PANDUAN 055 USAHA MIKRO & KECIL USAHA MENENGAH & BESAR
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4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol
MASUK

KEMENTERIAN INVESTASI/BIPM TR s TR oo

Luma Kata Sandi?

Belum mempunyai Hak Akses?

Cratrar

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

¥ ©SS
| ‘PERMOHONAN BARU I

FERLIBAHAN »
NIB £ izin S !
—_— PEMGEMBANDAN

PERLUASAN

l'|o

PEMCABUTAN

FEMENLIHAN FEREYARATAN

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

e Lanjutkan langkah berikutnya sesuai dengan jenis Badan Usaha Anda, dengan
kondisi berikut:

a) Jika berjenis Perseroan Terbatas (PT), mzaka lanjut ke langkah 6.a

b) Jika berjenis Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, maka lanjut ke langkah 6.b

c) Jika berjenis Persekutuan Komanditer/CV, maka lanjut ke langkah 6.c

d) Jika berjenis Persekutuan Firma, maka lanjut ke langkah 6.d

e) Jika berjenis Persekutuan Perdata, maka lanjut ke langkah 6.e

f) Jika berjenis Koperasi, maka lanjut ke langkah 6.f

g) Jika berjenis Persyarikatan/Persekutuan, maka lanjut ke langkah 6.g

h) Jika berjenis Yayasan, maka lanjut ke langkah 6.h

i) Jika berjenis Perusahaan Umum (Perum), maka lanjut ke langkah 6.i
j) Jika berjenis Badan Layanan Umum, maka lanjut ke langkah 6.j
k) Jika berjenis Badan Hukum Lainnya, maka lanjut ke langkah 6.k

* Setelah langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing) sudah dilengkapi, Anda dapat
lanjut ke langkah 7.

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku usaha ( badan usaha)
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a) Perseroan Terbatas (PT)

= ® Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari
— system AHU online khusu untuk jenis usaha PT,PT Perseorangan, CV,
Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi

Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui
proses perekaman (izi secara manual) dalam system

* Datayang harus dilengkapi e Sistem akan menampilkan data

1. Masa Berakhir Legalitas secara otomatis

2. Alamat Badan Usaha PT 1. Nama Badan Usaha PT

3. Kecamatan 2. Jenis Badan Usaha

4. Kelurahan/Desa 3. Status Badan Hukum

5. RT/RW 4. Jangka Waktu PT

6. Kode Pos 5. Status Penanaman Modal PT
7. Email Badan Usaha PT 6. Provinsi

8. NPWP Badan Usaha PT 7. Kabupaten/Kota

9. Nomor Telepon

e Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling
terbaru yang terdaftar dalam system AHU online

o Sistern akan menampilkan form
o Tarik Ciata AHLU th
Tark Data AHLU secara otomatis:
. Jenis Perusahaan

2. Nama Perusahaan
3. Momor ldentitas

Pargeroan Torbaras (01

SAVAR MAS UTAMA s Periksa kesesuaian data
yang tertera, lalu klik tormibaol
Simpan Data.

s Jika terdapat data yang

m tidak sesual, segera

hubungi Notaris Anda.

MORAL ISAHA

e Sistermn akan rmenampilkan data secara otomatis ([dalam bentuk nominal uang):
1. Meodal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor

= [atayang harus Anda lengkapi:
1. Meodal Diseter [Dalam Bentuk Lain)
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Sistem akan menampilkan data secara
otomatis:

1. Data Dasar Pembentukan Badan
Usaha
Data Pengurus dan Pemegang Saham
3. Data Maksud dan Tujuan

M

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku usaha sesuai
dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data Bidang Usaha (Badan Usaha)

Daata Badan Lsaha

Langkap dan Sosai

Kemenkumham)|

s Klik tombol SELANIJUTNYA,

e Klik tombol SIMPAN, lalu akan muncul pesan validasi.
[Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Motarisflapor ke Ditjen AHU,

o Jika data tervalidasl lengkap dan sesuai, lalu klik kotak centang/checkbox,

8. Lengkapi Data Bidang Usaha

Data Usaha

Corta ra:rr
Pelaku Usaho dopot mengecek nomor KBL medalu

sli- berrhiasis |

s Klik tombol 1SI1 BIDANG USAHA terlebih
dahulu, lalu klik tombol PILIH BIDANG
USAHA.

® Sisterm akan menampilkan Form
Pemilihan Bidang Usaha

s Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Kegiatan Usaha
[FPilih Utama atau Pendukung atau
Kantor Cabang atau Pendukung
UMKU)

2. Bidang Usaha
[Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistern akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilin KBLI/Bidang
Usaha

4. Ruang Lingkup Kegiatan

s Klik tombol SIMPAN.
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9. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika ¥Ya, skan muncul kolom NPWP dazn isilah dengan 15 digit
nomeor NPWR yang sesuai)
2. Namaz Uszha/Kegiatan
3. Luas Lahan Usaha
Jika mengajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI, maka pada proyek
kedua dan seterusnya akan muncul pilihan ‘Apakah Kegiatan Usaha
ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha
sebelumnya?’, zlu pilih yang sesuai.
4. Alamat Usshs
5. Provinsi
6. Kabupaten/Kota
7. Kecamatan
8. Kelurahan/Desa
9. Kode Pos
10. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? (Pilih Sudah/Belum)
1. Nama Usaha/Kegiatan
12. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?
(Jika Ya, maka data dikirimkan ke SIMBG sebagai pcermohonzan
Persetujuan Bangunan Gedung)

Bangunan / Gedung Bp0 e Data yang harus Anda lengkapi:
Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan/Gedung
Mesin/Peralatan Dalam Negeri
Mesin/Peralatan Impor
Mesin/Peralatan (otomatis terisi)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (otomatis terisi)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilai Investasi (otomatis terisi)

Investasl Luin - Lain Rp0

WO ;P WN

o Klik tombol VALIDASI RISIKO

RpO

Toral Nilai Ao

VALIDASI RISIKO

« Sistern akan otomatis menampilkan skala
usaha dan tingkat risiko pada usaha Anda
berdasarkan pengisian data.

¢ [Datayang harus Anda lengkapi;

1.  Apakah sudah memiliki perizinan
2 berusaha yang sebelumnya?
(Jika ¥a, akan muncul formulir
yang berisi Nama Penerbit |zin,
Nomor |zin, Lampiran File, Tanggal
Terbit. Lalu isilah sesuai data
perizinan berusaha yang dimiliki,)

Dafter Primhub ' s

= 2. Jangka Waktu Perkiraan
T — Beroperasi/Produksi
. ol 3. Deskripsi kegiatan usaha

&, Jumilah Tenaga Kerja Indonesia

= klik tombol TAMBAH PRODUK JASA
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10. Lengkapi Data Produk/Jasa

Lengkapi Data Produk/Jasa

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)
3.  Satuan Kapasitas

e Kliktombol SIMPAN

rapasitas / Tahun

Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan
Tunggal dan KBLI Tertentu)

S | - Dot yang harus Anda lengkapi

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

4. Apakah Anda sudah memiliki

Sertifikat SNI?

.| (Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat SNI dan

: Masa berlaku SNI)

L : I b J 5. Apakah Anda sudah memiliki

\ . Sertifikat Halal?

i } e (Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat Halal,
- Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

e Klik tombol SIMPAN

11. Periksa Daftar Usaha

DATA LESAMA

» Sistem akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha

o Klik tombol SELANJUTNYA.
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12. Lengkapi Data Usaha Aktivitas Impor, BP]S, dan WLKP (Khusus Badan Usaha)

e« Datayang harus Anda lengkapi

| S 1. Apakah Perusahaan anda akan melakukan aktivita
impor barang sendiri? [Jika Ya, pilih Jenls APl yang
dirmiliki)

2 Apakah Perusahaan anda memiliki Momor Virtual
Account (BPIS Kesehatan)? (Jika Ya, input Nomor
Virtual Account BPJIS Kesehatan yvang dimiliki)

3 Apakah Perusahaan anda memiliki Nomaor Virtual
Account (BRIS Ketenagakerjzan]? (Jika Ya, input
Momor Virtual Account BPIS Ketenagakerjaan

i LT AR B

wang dirmiliki)
4. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
AT, B4 R T S TLALAPY 13 P BSLLAlS (B [Jika ¥Ya, input nomor WLKP vang dirmiliki)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun
Pelaku Usaha belum memiliki BR1S Ketenagakerjaan,
BPIS Kesehatan, ataupun nomaor WLKP.

| = » Klik kotak centang/checkbox pada disclaimer yang
tertera

¢ EKlik tombol SELANIJUTNYA.

Dokl Tl REGLATAN LTiRlah

» Sistem akan menampilkan:
- m e —m DX I = ] . KB

e Lokasi Usaha
Data Usaha
Skala Usaha
Tingkat Risiko
Pernyataan Mandiri
Status

1
{
b T S N

vy e Klik tombol PROSES PERIZINAN
— BERUSAHA

tertentu)

DOKLMEN LINGRUMCGAN ATAS KEGIATAN MO} YARG WAJIR DIPENLIH

s Sistern akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" yang harus Anda pilik:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 14.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki,
b, Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 14.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

& Klik tormbol LANJUT,
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DOKUMEMN LINGEKLINGAN ATAS KEGIATAN | YAMNG WANE DIFENUHI

» Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

o Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 15) tanpa melalui proses pemilinan
parameter

m

+ Jika pilih Belum, sistern akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/fatau Kegiatan”
yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

« Klik tormbol LANJUT.

Persetujuan Lingkungan, maka data yang
harus Anda lenakapi:
1. Parameter Lingkungan, pilihiah kondis:
parameter yang tertera pada formulir

. . . sesuai dengan kegiatan usaha yang
dilakukan,
[Kemudian, sistern akan menampilkan
- jenis kewajiban dokumen lingkungan
» vang harus dipenuhl, seperti SPPL,
. _ _ UKL/UPL, atau AMDAL)

2. Uralan Usaha, isilah sesuai dengan uraian
kegiatan usaha yang dilakukan

« Klik tombol LANIUT

m “ Uncarsgy-Linclang Cipla Nerja

Pasti, Muidah, Cepat
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

e

e Sisterm akan menampilkan berbagai
rmacam Pernyataan Mandiri sesuai
dengan data dan informasi yang
tersimpan sebelumnya, seperti
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Mermenuhi Standar Usaha (risiko
Menengah Tinggi)/Kesediaan
Memenuhi Persyaratan izin (risiko
Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

i e taas ey Uismee sl e ran m L e oy e

e Baca, pahamidan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MANDIRI,

o e Klik LANJUT

PEMDHSAH TTRHQAS HASEFHE] I &

®  Khusus untuk perizinan tunggal dan
pada KBLI tertentu yang
membutuhkan Standar Masional
Indonasia (SNI) dan Sertifikasi Halal,
sisterm akan menampilkan
Pernyataan Mandiri terkait hal
tersebut.

PTEATI LN TR AT LM STAATAS WAL AL T

SICARCA b AR AT PR TP Lk mi e

ELRAT PERNYATAAM RESANGOUPAN FENGELDLAAN DAN PEMANTALAN LINGEUNGAN HIDWP [EPPL)

o Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait
lingkungan hidup, sisterm akan menampilkan Pernyataan Mandiri
terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)
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16. Periksa Draf Perizinan Berusaha

L Jrevomon penznay serusaii
| - JTERBITKAN PERIZINAN BERUSAH

» Sistermn akan menampilkan draf NIB, lalu klik ketak centang/checkbox.

» Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

17. Perizinan Berusaha telah terbit

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

TAFT Al WA A Lk

ICETAK NIB]

«  Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. MIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

«  Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

DAFTAR KEGIATAN USAHA =% ariar o)

Peralatan
2eTh Mo gert - Bp O
Fraeglatan

salatan
Frovinst | Did Jakans

CTRE
Lisas Lahan 1 Ha
E egiatan Usaha

Cetak Sertifikat Standa
Ireerm Per Halarman 1 - -

CETAK NIB
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DUl TRH MEGIATAMN LISAHA

Cetak Sertifikat Standa
CETAK NIB

«  Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Sertifikat Standar, klik tombol CETAK SERTIFIKAT STANDAR.
3. PKPLH/SKKL, klik CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL. (Jika ada)
4, Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

+  Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)
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Dokumen

Jangka
Waktu
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

Biaya/Tarif

Gratis

Produk
Layanan

1.
2.

NIB = Usaha Resiko Rendah
NIB + Sertifikat Standar =@*Usaha Resiko
Menengah Rendah

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas;

18.
19.
20.

Ruang Tunggu dilengkapi AC;

Loket pelayanan Front Office;

Loket pelayanan penyerahan;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet;

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Lemari dokumen;

. Alat Tulus Kantor;

. Sistem dan Informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /

Manual;

Website dan Email;
Internet (Wifi);
Kamera (CCTV);

Kompetensi
Pelaksana

Sarjana Ekonomi/Teknik /Hukum /Sosial;
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

Mampu mengoperasikan komputer;
Sertifikasi Diklat PTSP.

Pengawasan

2.
3.
4

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1.

Atasan langsung secara berjenjang;
Pejabat fungsional dan struktural;
Tim Audit Internal;

Melalui Sistem OSS dan insidental.

10.

Penanganan

ini telah d

|t£§%qgé%§a elektronik me

1.
nGaunalkan Akkar REFIFADARAS IR ARSI EQB s kironik (BSTE),

Kotak Pengaduan (Drop Box);

BSSN




Dokumen

Saran, dan
Masukan

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id /pages/bi
dang-pengaduan

Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-
8156

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual /
elektronik.

11.

Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
(lima) orang

12.

Jaminan
Pelayanan

Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan prima;
Diwujudkan dengan adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya,;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
Proses perizinan dapat ditelusuri;

Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif,
Senyum)

13.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

ini telah d

1.

itandatangani secara elektronik me

nggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),

Survei Kepuasan Masyarakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan  Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat
(SKM) melalui Website /elektronik /lembaran
SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

BSSN




2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan standar pelayanan yang
dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurang- kurangnya 2 kali setahun dan
Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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3. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL
(UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI)

2. Memilih  Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan
Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan
di oss.go.id.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alur Perizinan Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan tinggi

Orang Perseorangan

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi

Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
OPD, diikuti
Kelengkapan
Persyaratan

Sistemn
Menampilkan

Permohonan SS
Berusaha melalui - Notifikasi
0SS Pemenuhan
Persyaratan SS

Notifikasi
KURANG Unit
LENGKAP Pengelola
Hak Akses

Sistem 0SS menyampaikan
permintaan untuk
melengkapi kekurangan

Sistem OSS menyampaikan § 4
penolakan

b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi

Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
oPD, diikuti
Kelengkapan
Persyaratan

Sistem
Permohonan lzin Menampilkan
Berusaha melalui Notifikasi
0ss Pemenuhan
Persyaratan Izin

Sistem 0SS menyampaikan
permintaan untuk

melengkapi kekurangan

Sistem 0SS menyampaikan

penolakan

B. Kategori Pelaku Usaha

Orang
Perseorang

Badan Usaha
Orang

Perseorang /‘

Badan Usaha

Kantor
Perwakilan

Non UMK

Online Single Submission
(OSS)

berbasis risiko memberikan layanan
bagi pelaku usaha yang terbagl ke
dalam kedua kelompok besar, yaitu
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non
Usaha Mikro Kecil (non UMK)

Badan Usaha
Luar Negeri
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Verifikasi
Pemenuhan SS
oleh OPD

Unit Pengelola
Hak Akses

melakukan
Persetujuan SS

Verifikasi
Pemenuhan izin
oleh PTSP

Unit Pengelola
Hak Akses
melakukan

Persetujuan 55

PTSP Melanjutkan
Proses Persetujuan
SS

PTSP menunagu
pembeyaran PNBP
oleh Pelaku Usaha

Sudah
Terlewali
SLA S Menerbitkan
. SS (Fiwtir
Positi
Belum 0
Terlewati

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Sistem
Mengirimkan
Tagihan PNBP
ke Pefaku
Usaha

PTSP menunggu
pembayaran PNBP
oleh Pelaku Usaha

PTSP Melanjutkan

Proses Persetujuan
SS

Sudah
Terlewati

Belum
Terlewat

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Persyaratan atau Persekutuan
Yayasan

Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas (PT)
Perseorangan

Persekutuan Komanditer
Badan Hukum Lainnya
Persekutuan Perdata

Koperasi

KPPA

KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Asing)

KP3A

KP3A - PMSE

- BUJKA

Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
Pedagang Berjangka Asing

PSE Asing
Bentuk Usaha Tetap




C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil ( Non
UMK)

Kunjungi https://oss.go.id/
Pilih DAFTAR

Pilih Skala Usaha Non UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK
Lengkapi Formulir Pendaftaran

Masukan Kode Verifikasi
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha

O Nk L=

. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
10.Pendaftaran Berhasil

11.Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke system OSS
1. Kunjungi https://oss.go.id/

w OSS

2. Pilih DAFTAR

DARTAR | MASUX
W OSS
BERANDA INFORMAS| « RECVLASI PANDUAN KONTAK v
Ir. K. Joko Widodo
AJUKAN PERIZINAN USAMA Sy AJUKAN PERIZINAN USAHA
PHRCUAN O06 MIKRO & KECIL :°'- MENENCAH & BESAR
(3] vieeo ) MASUK SEBAGAI =
& saren

3. Pilih Skala Usaha Non UMK

Siapakah Anda 7

=X

Usaha Mikro dan Kedl (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
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4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK

Skala Usaha Anda adalah Non UMK o Pilih Jenis Pelaku Usaha
(Orang Perseorangan atau
[ ols Peloku Ussha ; ] Badan Usaha)

o Lengkapi formulir

m pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
Lengkapi data Jika sebagai Non UMK (Perseorangan)

o PilihJenis Pelaku Usahz Orang
Perseorangan

Shale Unaha Anda etalah Non UMK

= ]

o Datayang harus Anda lengkapi:
1. Nomor Telepon Seluler
2. Alamat Emalil

S KiikKirim Kode Verifikasi Melalui

6. Masukkan Kode Verifikasi
Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke
Kode Verifikasi telah terkirim ke Email

Email)
Anda A aan Kode Verdik yang Mir " AN

Silakan periksa Emall Anda di ‘ ‘

Tutup Perbarul Kode

¢ Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

¢ Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Orang Perseorangan)

o Lengkapi Nama Badan Usaha

Lhals uaha Avts adaa® o LM

o Buat Password Baru

o Password yang dimasukkan minimum 8 karakter,
kombinasi huruf kapital. huruf kecil, angka, dan
karakter spesial ({@#$%1&" _-)

e

o Klik Konfirmasi

MMM

lUL_M_)

Undang Undang Opta Sere
Pt Mudsh, Copet

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)
s Lengkapl Nomor Induk Kependudukan

Lania Laer e Avvds alater Mo Le

e Pilih Jenis Kelamin
s lLengkapi Tanggal Lahir
e Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

« Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP

¢ Centang Disclaimer

e Klik Daftar

C
] ok Mt Comta

9. Pendaftaran Berhasil

Pendaftaran Berhasil
Terima Kasih telah melakukan pendaftaran
Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk melihat

Rincian akun 0SS

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password
- TSs

————— — o .

szzzzzzaz sszzsszssszssssssssas e e =
Usesrnams H ——
Passwveord : ——

-, oo o
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11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

AEMENITIAN L ITAL

¥ 055

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil
(UMK) Menengah Tinggi dan tinggi — Orang Perseorangan

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih MASUK

Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

S. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

7. Isii Pemilihan Bidang Usaha
8
9

sl

Lengkapi Data Detail Usaha
. Lengkapi Data Produk/Jasa
10. Periksa Daftar Produk /Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI /
Bidang Usaha Tertentu )

14.Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
16. Perizinan Berusaha Terbit (SS belum terverifikasi/Izin belum terbit)

5'L5n}bftﬂb‘rr;' kah-langkah Pemenuhan %’b_rs}tiratan Jalam pe x'monddb'arl-(a;NlB
(untuk operasional dan komersial) dor Sertifikat Standar terverifikasi/ Izin terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

W ©OSS
Username ——ars
Hak akses berupa username dan Pascword | sssdecssns
PUSEWOIS 'y aricy Trimmmean e

e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftarar

@000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2. Kunjungi https://oss.go.id/

[ ..... —

B i meniaranas

3. Pilih MASUK

W OSS

UNAN o
PANOUAN OS5 AJUKAN PERITINAN A o AJUKAN PERT
USAMA MIXRO & KECHL . USAKA MENE

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

¥ OS5

CEMENTERAN LIRS

|

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

=, |

W OSS oo | emmans [ e | s |
NIB g " Izin %

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
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e Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nama

Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

Alamat Sesuai KTP

LA AR Ol O

e Datayang harus Anda lengkapi:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
2. Emalil
3. Apakah Anda sudah memiliki BPIS Ketenagakerjaan’
(Jika Ya, isi nomor BPJS Ketenagakerjaan)
4. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?
(Jika Ya, isi nomor BPJS Kesehatan)
Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun
Pelaku Usaha belum memiliki BPIS Ketenagakerjaan
atau BPIS Kesehatan.

| o ——— ]
=
CEE——— * ¥k ©ombol SIMPAN DATA.
Undang-Undang Cipta Kerja
o Kk tombol ISI BIDANG USAHA. Past, Mo Copat

7. Lengkapi Data bidang Usaha

untuk mengisi Pemilihan Bidang

Usaha.

e Data yang harus Anda lengkapi.
1. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih Utama atau

Pendukung)

Bidang Usaha

Uralan Bidang Usaha (terisi otomatis)

Ruang Lingkup Kegiatan

Apabila bidang usaha yang dipilih

masuk ke dalam ketentuan BUPM

akan muncul pilihan kegiatan, lalu
pilih kegiatan usaha sesual dengan

2 kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku

Usaha

nhHhwn

Catatan: Pelaku Usoha dopat mengecek nomor KBLI meloiul )
Mot facs go ld/informasud bl bethasis: ritikg o Klik tombol S|MPAN.

8. Lengkapi Data Detail Usaha
Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?
(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama
ot J Penerbit [zin, Nomor 1zin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
PENCNOAm 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
digit nomor NPWP yang sesuai)
—— T 3. Nama Usaha/ Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama
dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek
kedua dan seterusnya ketika mengajukan lebih daril
bidang usaha/KBLI)
Lokasi Kegiatan Usaha
Luas Lahan Usaha dan Satuannya
Apakah Anda sudah menguasai Iahan tersebut?
[Setelah memilib, akan muncul pilihan terkait Status
Lahan Usaha dan pilih yang sesuai)
8. Apakah memeriukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan
Ik Jod3 10esh Mgty ; dan pi'ih yang sesuai'}
e (Jika Milik Sendiri. akan muncul formulir Detail
Bangunan seperti jumiah bangunan, PBG/IMB, dan SLF
ol et tepems di bagian seteiah pengisian lokasi usaha, Ialu lengkapi
ol Nl sk 1.7 2 ¥ () Taw Sl

90w
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Py T TE———r— e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas
provinsi/kabupaten/kota?
2. Alamat Usaha
- - 3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada
Kawasan, akan muncul pilihan terkait
Apakah lokasi usaha berada di Kawasan
(K1, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.
) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada
Kawasan, akan muncul Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, lalu pilih yang sesuai.
5 Kode Pos
6. Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan
Longitude sesuai dengan lokasi usaha.
b)) Jika Polygon, maka unggah file polygon

dalam format SHP Complete.

wensade SBoint -

Lathwude S4BTATRITOZ2678

Longitace 15 6584 24435908072

e Jika Point, maka isilah titik Laotitude dan " lygo polyg
Longitude sesuai dengan lokasi usaha. = 3;::‘?”"‘:‘?:':&"::7::“ ey

e Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apaksh kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan
e srmeTe pengembangan Objek Vital Nasional?
(Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional )

e Lalu kiik tombol CEK RDTR dan Kegiatan. (jika ada)

a) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi

sesuai RDTR, maka akan muncul notifikasi
oo o ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika
o o st S sudah sesuai maka dapat klik tombol LANJUT.
TSt b} Jika lokasi usaha tersedia RDTR, sedangkan kegiatan usaha
Sh e dan lokasi TIDAK sesuai RDTR, maka Anda harus mengubah

Sl Sl KBLI atau lokasi usaha dengan klik tombo! BELUM.
c] Jika lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR, maka akan muncul
Nt i pertanyaan terkait dengan Pasal 181 Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021
s Sy whed Sy Do e Data yang harus Anda lengkapi:

1. Pembelian dan Pematangan Tanah

) 2. Bangunan /Gedung
3. Mesin/ Peralatan Dalam Negeri
4. Maesin [/ Peralatan Impor
5. Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
6. Investasi Lain-Lain

- 7. Total Modal Tetap (terisi otomatis)

8. Modal Kerja 3 Bulan
9. Total Nital Investasi (terisi otomatis)

e Kiik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
mengetahui skala usaha dan tingkat
risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



il Protie Jone

DA o 101 ot h A Lo i1t ey e e ANt i

¢ Sistem akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data.

o Data yang harus Anda lengkapi:

1. Deskripsi Kegiatan Usaha

2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)

4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)

5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)

6. Jumlah Tenaga Kerja Asing

o Kik tombol TAMBAH PRODUK/JASA
(lanjut ke langkah 9).

Undang Undang Cipta Kerja

Pastl, Mudah, Cepat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN

A5330 a2 el

T e g

|}

e Data yang harus Anda lengkapi:

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnyz?
[ika Sudah, zkan muncul formulir yang berisi Nama Penerbit
[zin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jka Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
digit nomor NPWP yang sesuai)

Nama Usaha / Kegiatan

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama

dengan kegiatan usaha sebelumnya? jika ada)

[Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek kedua
dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari 1 bidang
usaha/KBLI

Lokasi Kegiatan Usaha

Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan

Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi

Kawasan Hutan sebelumnya?

(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nomor,
Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



7. Jenis Perizinan lckasi Hutan yang dibutuhkan:

a) Jika pilih Penggunaan / Pelepasan, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Penggunaan /
Pelepasan) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah
lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?

L) Jika pilih Pemanfaatan / Konservasi, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Pemanfaatan
/ Konservasi) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Luas Ladan Usaha

ADIKSN IerMertukan Dangunan
wntuy cogiatan weaha ini ¥
2oakan Lo 3s Wsahe berads
calam Witss =

prrvinslNabapnten sate?

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya

2. Apakah memeriukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan dan pilih yang sesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul formulir Detail Bangunan seperti jumiah bangunan,
PBG/IMB, dan SLF di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu lengkapi yang sesuai)
3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?

Undang-Undang Cipta Xerja
Pasti. Mudah, Cepat

AMaran Urara

Py

e fun

L

fobutatar  woa

[

o Data yang harus Anda lengkapt.
1. Alamat Usaha
2. Provinsi
3. Kabupaten/Kota
{Jika Kabupaten/Kota yang
terpilih ada Kawasan, akan
muncul pilihan terkait Apakah
lokasi usaha berada di
Kawasan? dan Nama
Kawasan, lalu pilih yang
sesual)
4, Kecamatan (jika ada)
Kelurahan / Desa (jika ada)
Kode Pos

o

Das Vvrmitan amm Betarg Luate

—— . e b [

e Data yang harus Anda lengkapi:
Pembeiian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Gedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilai Investasi (terisi otomatis)

PRI PWN =

e Kilk tombo! VALIDASI RISIKO, untuk
mengetahui skala usaha dan tingkat
risiko,

Cipta Kerja
Pasti Madah Cenat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



@ e e Nk b o i & b pn

* Sistermn akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian

2t i a - data.

- e Data yang harus Anda lengkapi:

e 1. Deskripsi Kegiatan Usaha

oy 2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)

4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)

S. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
ST (otomatis terisi)
— 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing

GRS S g S —
* Klik tombol TAMBAH PRODUK/JASA

(lanjut ke langkah 9).

im0 0 g S S g punapeas 80 cnthe Undang Undang Cipta Kerje
Pastt, Mudah, Cepat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT

oS s Data yang harus Anda lengkapt;
l 1 Apaksh sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebalumnys?
(I3 Sudah, akan muncul formulir yang bernis

| doatat moes memtu WPwe Nama Penerbit 1zin, Nomor izin, Lampiran File,
Setede Latarng & isaan - Tanggd Te.,b"n
Z  Apakah Anda memiliki NPWP berbedalcabang di
lokasi ini?
|y [Ji%a Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah
dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
3 Nama Usaha/Kegiatan
Sokah Sowios St e 4 Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang
L a— sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika
seogem vazatt sasta > ada!
Whbome |Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian
i o it = _ proyek kedua dan seterusnya ketika
: O 0 T g 1 mengaiukan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI)
” Jpoten S, Lokasi Kegiatan Usaha
L Ty o e 6. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah
g memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
(Jika Ya. akan muncul formulir yang berisi Nomaor,
Lampinan File, Tanggal Terbit, Tanggal Habis masa
beriaku)

Cigta Kecia
Pasi, Mesdad, Cepat

o Data yang harus Anda lengkapi
1 Luas/Panjang Perairan yang diperiukan dan
Satuannya
Kedalaman Lokas) dan Satuannya
Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
Apakah perusahaan melakukan reklamasi?
Nama Perairan
Provinsi
(Akan muncul kolom Proyek Strategis
P Nasional pada beberapa Provinsi tertentu.
Lalu, jika pilih 'Ya' termasuk Proyek Strategis
Nasional, akan muncul kolom selanjutnya
_ yang berisi Pilih Daftar Proyek Strategis
Nasional dan Upload Rekomendasi Proyek
o e Strategis Nasional (opsional))
et e 7. Koordinat
- (Unggah file koordinat Polygon dalam
bentuk excel)
8. Apakah lokasi lintas provinsi?

f
]
]
S AwN
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o Jika pilih Ya pada pertanyaan 'Apakah lokasi
lintas provinsi?, maka akan muncul data lintas
provinsi beserta alamatnya.

o Klik tombol Tambah Provinsi untuk
menambahkannya.

¢ Sistem akan menampilkan Form Lintas Provinsi
dan data yang harus Anda lengkapi;

Posisi Lokasl (Pilin lintas Daratan atau Laut)

Provinsi

Alamat

Kabupaten / Kota

== >

Kecamatan
Kelurahan

e e e

I
Daftat Produm Lase
- -

W® AN N B W

Undang-Undang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Cepat

[ — ¢ Data yang harus Anda lengkapi:
L

Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Gedung

Mesin / Peratatan Dalam Negeri
Mesin [ Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilai Investas! (terisi otomatis)

o Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk

mengetahui skala usaha dan tingkat
nsiko.

Undang Undang Cipts Kerja
Pastl, Mudah, Cepat

* Sistern akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada

USi

aha Anda berdasarkan pengisian

data,

¢ Data yang harus Anda lengkapi:

1
7.

3
4.
5

6.

Deskripsi Kegiatan Usaha

Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)

Jurnlah Tenaga Kerja Asing

o Klik tombol TAMBAH PRODUK/JASA

(fa

njut ke langkah 9).

Undang Undang Cipta Kerga
Pasth, Mudah, Cepat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



9. Lengkapi Data Produk/Jasa

o Data yang harus Anda lengkapi;
1. Jenis Produk/Jasa
(Jika pilih “Lainnya’, akan muncul kolom free text dan isi sesuar produk/jasa
yang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih |
2. Kapasitas (per-Tahun)
3. Satuan Kapasitas

o Klik tombol SIMPAN,

10. Periksa Daftar Produk/Jasa

Caftar Produbl Joss
-~ S apaaian B v raha
r4

« Sistem akan menampilkan data:
1. Kapasitas
2. Satuan
3, Jenis Produksi

« Klik tombol SELESAL

11. Periksa Data Usaha

o Sistem akan
menampilkan data

m e 1. Bidang Usaha

|KBLI)
| ;oo v
Mral 5 A B 3, Data Usaha
oo A g N ks (Jumlah tenaga
T kerja dan Modal
Usaha)

DATA USAHA

o Klik kotak
centang/checkbox

o Klik tombol
SELANJUTNYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR)

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Data Usatha St Ut Tinghat Ruko Rata

o Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilzyah yang sudah memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/
KPBPB a:3u tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021 maka sistem akan
mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemenntah Daerah sesuai kewenangan,
sehingga status di enl tertulis “PKKPR dalam proses verifikasi’ dan Pelaku Usaha perlu melalul proses Pemenuhan Persyaratan
pada menu yang sudah disediakan (dapat dilinat pada langkah 14)

o Tahapan ini juga berlaku sama untuk lokasi usaha di Hutan dan Laut, dengan kondisi berkut:
3l Untuk lokasi usaha di Hutan dimana memerlukan pemenuhan persyaratan oan verifikasi |Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan/Pelepasan Kawasan Hutan) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Dalam hal memerlukan rekomendasi Gubernur, dapat diajukan ke OPD LHK Provinsi dan DPMPTSP Provinsi terlebih
dahulu)
bl Khusus untuk KBLI Pemanfaatan Hutan, proses pemenuhan persetujuan lokasi hutan dilzkukan bersamaan dengan
pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oich Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
Unzuk lokasi usaha di Laut dimana memerlukan pemenuhan persyaratan can verifikasi (KKPR Laut) Undiny Nading Cytafan

()

Pasti, Mudah,
oieh Kementerian Kelautan dan Penkanan a e
Periksa Daftar Kegiatan Usaha
S T | o sisterm akan menampilkan:
KBLI
O N 2 Lo U
P e Data Usaha

Skala Usaha
Tingkat Risiko
Pernyataan Mandiri
Status

i
NONDAUN

e Jika KKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui, Anda dapat melanjutkan
proses permohonan dengan klik tombol ikon “V*

e Laluklik tombol! PROSES PERIZINAN BERUSAHA

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

« Sisterm akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?"” yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 13.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

+ Kiik tombol LANJUT.
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Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)-Lanjutan

DOKLAIN LINGIONGAN ATAS KIGLATAN BS457 YANG WAJIB DR NUNI

+ Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

« Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) tanpa melalui proses pemilihan
parameter

Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)-Lanjutan

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungon

+ Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan" yang
harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih

+ Klik tombol LANJUT.

e —
¢ Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan
? Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:
. 1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter

yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan
usaha yang dilakukan.
(Kemudian sistem akan menampilkan jenis
kewajiban dokumen lingkungan yang harus
. dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yang dilakukan.

s Klik tombo! LANJUT.

Undang Undang Cipta Kerfa
Pasti, Mudah, Cepat
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

ACOAT RAR M A

MAEMATE ERNELAMA TN SEAMANAN FENESETAN DN L LS TAR A PG LN NTAN X

e Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri berdasarkan UU
CK Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan
sebelumnya.

e Baca, pahami, dan klik kotak centang/checkbox pada setiap Pernyataan Mandiri
yang tertera.

Undang Undang COpta Kena

e Klik tombol LANJUT. Pasti, Mudah, Copat

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

e Sistem akan
menampilkan draf NIB,
falu klik kotak
centang/checkbox pada
disclaimer yang tertera

| ® Klik tombol TERBITKAN
PERIZINAN BERUSAHA.

f -~ JTERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

16. Perizinan Berusaha terbit
Perizinan Berusaha Telah Terbit (Sertifikat Standar Belum

Terverifikasi)
o Perizinan Berusaha telah
DAFTAR KEGIATAN USANA terbit. meliputiz
—~ e — (hanya untuk persiapan
et s usaha),
2. Pernyataan Mandiri, klik
tulisan Cetak.
3, PKKPR/KKKPR, klik CETAK
\ o PKKPR/KKKPR
mwvwerwere L osiars J morpveopor 4, PKPLH/SKKL, klik CETAK
PKPLH/SKKL (jika ada).
Tioghat Bisko Kegptan Unaho A Mevergo Tingsy
sty rrneplrogoaisatoms s IS ¢+ Andadapat melihat mengunduh,
R dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.

o Khusus risiko Menengah Tinggi, untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi maka
lakukan Pemenuhan Persyaratan (setelah mendapatkan persetujuan KKPR don persetujuan
lingkungan yang telah disetujui oleh instansi sesual kewenongannya) dengan:

a) Klik tulisan “di sini’, atau
b Pilih Menu Pemenuhan Persyaratan,
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Perizinan Berusaha Telah Terbit (Bizin Belum Terbit)

‘ e Perizinan Berusaha telah
DAFTAR KEGIATAN USAMA terbit, meliputk:

| —— 1. NIB, klik tombol CETAK NIB

P " (hanya untuk persiapan
usaha).

2. Pernyataan Mandiri, klik
tulisan Cetak.

3. PKKPR/KKKPR, klik CETAK
PKKPR/KKKPR.

- 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK
0 e PKPLH/SKKL (jika ada).

T e PR e S LRI ST e Anda dapat melihat,

- : - At s mengunduh, dan mencetak
\ o produk perizinan berusaha

’ tersebut

e Khusus risiko Tinggi, untuk mendapatkan NIB dan Izin terbit maka lakukan pemenuhan persyaratan
(setelah mendapatkan persetujuan KKPR don persetujuan lingkungan yang telah disetujui oleh
instansi sesuai kewenangannyo) dengan:

a) Klik tulisan "di sini", atau

b) Piih Menu Pemenuhan Persyaratan. Undang-Undang Cipta Kerja
Pastl, Modah, Cepat

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu Perizinan, pilih Pemenuhan Persyaratan
2. Pilih tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha / Persyaratan
3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

4. Tunggu Proses Verifikasi dan Persetujuan Pemenuhan Standar
Usaha / Persyaratan

5. Perizinan Berusaha telah terbit

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan

{280 3cialah perserupan Pemerineah Pusat

NIB

DEMRATALAN

Bust ant

1
. @ bensitas

(Risiko Menegah Tinggi)

2. a. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
(Risiko Menegah Tinggi)

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No  KBU Lokasi Usaha Data Usaha
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3. a.Lengkapi Dokumen Pemenuhan (Risiko Menegah Tinggi)

ferm Penendie Sinde Ui

o Kiktombol PILIH FILE dan
unggah dokumen yang
sesuai, (Maksimal upload file;
SMB|

o Kiik centang/checklist
discloimer

o Kliktombol LANJUT

4. a.Tunggu status perubahan dalam proses Verifikasi Perizinan
Berusaha (risiko menegah tinggi)

DAFTAR KECIATAN USAHA o Perubahan status
pemenuhan setelah
L c - = [
s 3 persyaratan
DAFTAR KEGIATAN USAMA o Perubahan status
pemenuhan setelah

diajukan telah disetujui dan

o [

permohonan sedang
diproses oleh kewenangan
terkait,
DAFTAR KEGIATAN USAHA
Skala Tinglat Status Perizinan Staws
No KBU Lokasi Usaha Data Usaha Usaha Risiko Nama Izin

Alamat

Merdeks Bick A

Kauahan

C,,‘n; at Menenga Sentifica

Kecamatan Bl Besa Tivgg Sandae o

e Status pemenuhan setelah diverifikasi dan disetujui oleh kewenangan terkait,
sehingga perizinan berusaha telah terbit.

(Risiko Tinggi)
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2.b. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
(Risiko Tinggi)

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No  KBU Lokasi Usaha Data Usaha Status Pemenuhan

Alamat: J
Flamboyan, Ne 23

Kelueshan  Grong-

grong

1 10781 Kecamatan Ting)

Meweudy

3.b.Lengkapi Dokumen Pemenuhan (Risiko Tinggi)

¢ Klik tombol PILIH DOKUMEN dan
unggah dokumen yang sesuai
(Maksimal upload file: 5 MB)

- ——  —— e
centang/checkbox pada

== disclaimer.

| v | e Klik tombol LANJUT.

4.b.Tunggu status perubahan dalam proses Verifikasi Perizinan
Berusaha (risiko tinggi)

DAFTAR KEGIATAN USAHA e Perubahan status
pemenuhan setelah
BTl counooan o
ey persyaratan.

e Perubahan status
pemenuhan setelah
dokumen persyaratan yang
diajukan telah disetujui dan
permohonan sedang
diproses oleh kewenangan
terkait.

QAFTAR KIGIATAN USAMA

DAFTAR KEGIATAN USAHA

e Status pemenuhan setelah diverifikasi dan disetujui oleh kewenangan terkait,
sehingga perizinan berusaha telah terbit.

5.Perizinan Berusaha Telah Terbit
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5.a.Perizinan Usaha Telah Terbit (Risiko Menegah Tinggi)

¢ Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu
[ sistern akan menampilkan DAFTAR
T KEGIATAN USAHA
(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA, lalu Klik IZIN))

e Perizinan Berusaha telah terbit setelah
proses verifikasi, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.

[ rnseve § iume J sttt 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
3. Sertifikat Standar, klik CETAK
. s - SERTIFIKAT STANDAR yang telah
A terverifikasi
4, PKPLH/SKKL, klik CETAK
PERSETUJUAN PKPLH/SKKL
| wweme | (tergantung jenis dokumen lingkungan

yang dibutuhkan).

e Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut

5.b.Perizinan Usaha Telah Terbit (Risiko Tinggi)

e Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu
sistem akan menampilkan DAFTAR
KEGIATAN USAHA
(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA lalu klik IZIN.)

e Perizinan Berusaha telah terbit setelah
proses verifikasi, meliputi:

e 1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

e 3. lzin, klik CETAK IZIN yang telah

e o ) P o 55 e g . B disetujui dan terbit,

AR 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK
PERSETUJUAN PKPLH/SKKL

== (tergantung jenis dokumen

lingkungan yang dibutuhkan),

* Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut,

5.c.Perizinan Berusaha Telah Terbit (Contoh Cetakan NIB)

5.c.Perizinan Berusaha Telah Terbit (Contoh Cetakan SS)
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e | | [

1

5.e.Perizinan Berusaha Telah Terbit (Contoh Cetakan NIB)

4 Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS

Pelayanan

5. Biaya/Tarif Gratis

6. | Produk Layanan | 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) =
Usaha Resiko Menengah Tinggi

2. NIB + Izin ®*Usaha Resiko Tinggi

7. Sarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, Loket pelayanan Front Office;
dan/atau Loket pelayanan penyerahan;
fasilitas; Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;

Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

. Kursi Roda;

10.Toilet;

11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;

© @ N U WN R
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13.Komputer dan Printer;

14.Lemari dokumen;

15.Alat Tulus Kantor;

16.Sistem dan Informasi Antrian;

17.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual;

18.Website dan Email,

19.Internet (Wifi);

20.Kamera (CCTV);

Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum /Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

Pengawasan

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Atasan langsung secara berjenjang;
Pejabat fungsional dan struktural;
Tim Audit Internal;

Melalui Sistem OSS dan insidental.

10.

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Kotak Pengaduan (Drop Box);

E-malil : perizinan.lembata@gmail.com,;

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Pengaduan dan Kuesioner online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id /pages

/bidang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-
9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

manual/elektronik.

B WN R W

11.

Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
(lima) orang

12.

Jaminan
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwuyjudkan dengan adanya kepastian

persyaratan, waktu, dan biaya,;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO
TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional,
Inovatif, Senyum)

nalli

13.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode,
sehingga dijamin keasliannya.
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14. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk
Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan
mengisi  Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website
/elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
melalui pengukuran Penerapan standar
pelayanan yang dilakukan  Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan
Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun
dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.
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4. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL
(UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA

No Komponen Uraian
1. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor

28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI)

2. Memilih  Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan
Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan
di oss.go.id.
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;
A. Bagan alur Perizinan UMK Risiko Menengah Tinggi dan tinggi-Badan

Usaha
a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi

Notifikasi
Sistem

Sistemn Permohonan =
Verifikasi Mengirimian
Sy Tagihan PNEP

Permohonan 5SS Menampilkan e Eraty
Berusaha melalui - Notifikasi v";;o s; .:p: 2 3 Pemenuhan SS
0ss Pemenuhan by oleh OPD ke Pelaku
Persyaratan SS Kelengkapan Usaha

Persyaratan

PTSP Melanjutican PTSP menunggu

Proses Persetujuan pembayaran PNBD
ss oleh Pelaku Usaha

Sudzh
e - Teriewali Sistem
Sistem OSS menyampaikan KURANG Not’lf'::as' Un;'t te‘:lkg;lola Otomatis
rmintaan untuk i s - menerbitkan
mer:n s LENGKAP Pengelola melakukan S5 (Fiktif
Skapt 9 / Hak Akses Persetujuan SS Posit
’ Belum )

Terlewati

Sistem 0SS menyampaikan DITOLAK
penolakan
Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi

: Notifikasi
Sistem Permohonan = Sistem
Permohonan lzin Menampilkan verifikasi kepada Verifikasi _ : Mengirimkan
Pemenuhan izin R4 Tagihan PNBP

Berusaha melalui Notifikasi 0PD. diikuti
055 Pemenuhan Lottt oleh PTSP ke Petaku
Kelengkapan Usaha

Persyaratan lzin
Persyaratan

PTSP menunggu

pembayaran PNBP

Pelaku Usaha
oleh Pefaku Usaha

PTSP Melanjutkan
Proses Persetujuan
$S

i Sudah Sistem
Unit Pengelola Terlewati V.
Hak Akses 7
melakukan

Notifikasi

Sistem 0SS menyampaikan : :
KURANG y  Unit
permintaanuntuk e | pNciaD IR pengelola

menerbitkan
$S (Flktif

Belum

melengkapi kekurangan Hak Akses Persetujuan 55 \ Dositi)
Terlewati -

Sistem 0SS menyampaikan { Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat

penolakan

B. Kategori Pelaku Usaha
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Persyaratan atau Persekutuan
Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT
Badan Usaha (°T)
Perseorangan
Persekutuan Komanditer
Orang
/ Perseorang

/
/ Badan Hukum Lainnya
/

/

Persekutuan Perdata
/ Koperasi
/ Badan Usaha
/
)/

Orang

Perseorang

KPPA

KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Asing)

KP3A

KP3A - PMSE

Online Single Submission \ Badan tUsaha - BUJKA
‘OSS)’ i beri Luar Negeri \
 sorhpns b gt DS ey Pemberi Waralaba dari Luar Negeri

Kantor
Perwakilan

bagi pelaku usaha ya terbagi ke \ : %
:dalan':.k.dua kolomyponkqbcsa'.gyaitu R - Pedagang Berjangka Asing
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non PSE Asing

:Uuha Mikro Kecil (non UMK) Bentuk Usaha Tetap

C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil ( Non
UMK)

Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih DAFTAR

Pilih Skala Usaha UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
Lengkapi Formulir Pendaftaran
Masukan Kode Verifikasi

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha

O 0Nk

Pendaftaran Berhasil
10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

v ©OSS

2. Pilih DAFTAR
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DAFTAR | MASUK

% @SS BERANDA  INFORMAS| v RECULASI  PANDUAN  KONTAK v

' Jeng "\, ";‘I\_"" ""’\;:‘ '~A"'
b el e, H. Joko Widodo
°

PANDUAN OSS AJUKAN PERIZINAM USAHA ™ AJUKAN PERIZINAN USAHA f
( MIKRO & KECIL 3 MENENCAH & BESAR

() vioeo ) MASUK SEBAGAI % mesikan

3. Pilih Skala Usaha UMK

A t
Wiar sampa
anah dan bangura Pat usa

Usaha Sesar

Badan Usaha Luar Negoer
1ar aha avng yang didinkan di luar wilayah Indonesiz dar
akuban usabia dan/stau keglatan pacts bidang eaenty

s m

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

1
|

Skala Usaha Anda adalah UMK

o Pilih Jenis Pelaku Usaha

(Orang Perseorangan atau
[ anils Pelak ‘ > ] Badan Usaha)

o Lengkapi formulir

- pendaftaran yang tersedia
Kemball

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha)
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e Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang

Perseocrangan
Shaia Usafa Andas adaiah UM <

| l e Pilih Jenis Badan Usaha (Perseroan Terbatas

(PT), Perseroan Terbatas (PT) Perorangan,
Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan

Firma (Fa), Persekutuan Perdata, Koperasi,
Persyankatan atau Perkumpulan, Yayasan,
Perusahaan Umum (Perum), Badan
Layanan Umum, atau Badan Hukum
Lainnya)

e Data yang harus Anda lengkapi
1. Nomor Telepon Seluler

=3 e Centang Kolom Pernyataan

e Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui Email

Lengkapi data sebagai UMK Kantor Perwakilan

Lengkapi data sebagai UMK Badan Usaha Luar Negeri

6. Masukkan Kode Verifikasi
Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke

Email)
Verifikasi Email X

Kode Verifikasi telah terkiim ke Email
Anda

llakan periksa Emall Anda di ‘
Perbarul Kode

¢ Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

e Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha)
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Kantor Perwakilan)
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha Luar Negeri)
8. Lengkapi Data Pelaku Usaha
Lengkapi Data Badan Usaha dan Badan Usaha)
Lengkapi Data Kantor Perwakilan - WNI (Kantor Perwakilan)
Lengkapi Data Kantor Perwakilan - WNA (Kantor Perwakilan)
Lengkapi Data Badan Usaha Luar Negeri - WNI (Badan Usaha Luar
Negeri)
Lengkapi Badan Usaha Luar Negeri (BULN) - WNA (Badan Usaha Luar
Negeri)

9. Pendaftaran Berhasil

Pendaftaran Berhasil
Terima Kasih telah melakukan pendaftaran
Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk melihat

Rincian akun 0SS

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Ussrname
Password

o Ooo o

11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

¥ 0SS

REMENTTIAN WLITAL, »

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro
Kecil (UMK) Menengah Tinggi dan tinggi - Badan Usaha

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih MASUK

Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

8

9

N

Lengkapi Data Usaha
. Lengkapi Data Detail Usaha
10. Lengkapi Data Produk/Jasa
11. Periksa Daftar Usaha
12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)
13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

15.Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha
17.Perizinan Berusaha Terbit

[ Lanjutkan langkah-longkah Pemenuhan Persyaratan dalam proses mendapatkan NIB |
(untuk operasional dan komersial) dor Sertifikat Standar terverifikasi/ Izin terbit |

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Username ——

Hak akses berupa username dan Password | sesessss
PUsEWOrd ATy e TR R
e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftaran

o

[}

@

@000

2. Kunjungi https://oss.go.id/
[

w ©OSS

3. Pilih MASUK

w 0SS

' Dengan undang-undang Cipta Kena
g akan memudahkan masyarakat
) husus L ? ecil

LRI AY ) a I J
Regulasi yang tumpang tindil
dan prosedur rumit dipangkas 0

AJUNAN PER: y R AJUKAN PERIZINAN
PANOUAN -
USAMA MiKR R . USAMA MEMENGANK & BESAR

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

¥ 0SS

CEMENTTRAN WETTAL

|

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru
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6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

» Lanjutkan langkah berikutnya sesuai dengan jenis Badan Usaha Anda, dengan
kondisi berikut:

a) Jika berjenis Perseroan Terbatas (PT), maka lanjut ke langkah 6.a
b] Jika berjenis Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, maka lanjut ke langkah 6.b
¢) Jika berjenis Persekutuan Komanditer/CV, maka lanjut ke langkah 6.c
d) Jika berjenis Persekutuan Firma, maka lanjut ke langkah 6.d
e] Jika berjenis Persekutuan Perdata maka lanjut ke langkah 6.e

Jika berjenis Koperasi, maka lanjut ke langkah 6.f

g) Jika berjenis Persyarikatan/Persekutuan, maka lanjut ke langkah 6.

h) Jika berjenis Yayasan, maka lanjut ke langkah 6.h

| Jika berjenis Perusahaan Umum (Perum), maka lanjut ke langkah 6.i

J) Jika berjenis Badan Layanan Umum, maka lanjut ke langkah 6,

k| Jika berjenis Badan Hukum Lainnya, maka lanjut ke langkah 6.k

o Setelah langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing) sudzh dilengkapi, Anda dapat
lanjut ke langkah 7.

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku Usaha (badan usaha)
a) Perseroan Terbatas (PT)

e e Sistem akan menampilkan data Badan Usaha
== yang tertarik dari system AHU online khusu
untuk jenis usaha PT,PT Perseorangan, CV,
Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi

Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis
i usaha lainnya harus melalui proses
perekaman (izi secara manual) dalam system

e Data yang harus dilengkapi
Masa Berakhir Legalitas
Alamat Badan Usaha PT
Kecamatan
Kelurahan/Desa

RT/RW

Kode Pos

Email Badan Usaha PT
NPWP Badan Usaha PT
Nomor Telepon

L O NOULAWDN PR

o Sistem akan menampilkan data secara otomatis
1. Nama Badan Usaha PT

. Jenis Badan Usaha

Status Badan Hukum

. Jangka Waktu PT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



5. Status Penanaman Modal PT
6. Provinsi
7. Kabupaten/Kota

e Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling
terbaru yang terdaftar dalam system AHU online

o Sistemn akan menampilkan form
Tarik Data AHU secara otomatis:

1. Jenis Perusahaan

. X 2. Nama Perusahaan

ittt 3, Nomor Identitas

SAYAR MAS LITAMA o Periksa kesesuaian data

yang tertera, lalu klik tombol

Simpan Data

o Jika terdapat data yang

_ tidak sesuai, segera

hubungi Notaris Anda,

MODAL USAHA

e Sistem akan menampilkan data secara otomatis (dalam bentuk nominal uang):
1. Modal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor

e Datayang harus Anda lengkapi:
1. Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)

{ 474 AAAD P AL AN ke

~~~~~~~~~~~~~ - e Sistem akan menampilkan data secara

e Otomats:
- 1. Data Dasar Pembentukan Badan

Usaha
< 2. Data Pengurus dan Pemegang Saham
pT— 3. Data Maksud dan Tujuan
[ar—ca— W ]
Undang Undang Gipta Kevja
"] Pasti, Modah, Copat

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku usaha
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sesuai dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

Data Badan Usaha

Lenghap dan Sewal

¢ Klik tombol SIMPAN, lalu akan muncul pesan validasi.
(Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU,
Kemenkumham)

« Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik kotak centang/checkbox.

¢ Kiik tombol SELANJUTNYA.

8. Lengkapi Data Usaha

o 0 ¢
BATA s ¢ Klik tombol TAMBAH
E BIDANG USAHA terlebih
= s p— — dahulu.
o Sistem akan

menampilkan Formulir
Perekaman Data Pelaku
Usaha (Badan Usaha).

o Lalu klik tombol PILIH
BIDANG USAHA

o Sistern akan menampilkan formulir
untuk mengisi Pemilihan Bidang

Usaha,

o Data yang harus Anda lengkapi:
1, Jenis Kegiatan Usaha (Pilih Utama atau

Pendukung)
Bidang Usaha
Uralan Bidang Usaha (terisi otomatis)
Ruang Lingkup Kegiatan
Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk ke dalam ketentuan BUPM
akan muncul pilihan kegiatan, lalu
[ [ oo | pilih keglatan usaha sesual dengan

— kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha

o Do

Cataten: Pelaku Usaha dopat mengecek nomor KEL meloiul

AN yin! LMD DA {
o 356 O IMASM Do L

o Klik tombol SIMPAN,

9. Lengkapi Data Detail Usaha
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Jika pilih “Lokasi kegiatan u

saha” di DARAT

Aasok saish nenih

P ati asn I PR

ety Tnay) O caw 6

Naradan

GR0h Cegiar Usyn

Lekas Sepamn ifa

Lomt Dobat Dy

ROIOE JOT3 L0teh TeTGiaty

o Nroete

I3 T ra? e

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?
(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama
Penerbit {zin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)

2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
[Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
digit nomor NPWP yang sesuai}

3. Nama Usaha/ Kegiatan

4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama

dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek
kedua dan seterusnya ketika mengajukan lebih daril
bidang usaha/KBLI)

5. Lokasi Kegiatan Usaha

6. Luas Lahan Usaha dan Satuannya

7. Apakah Anda sudah menguasai Iahan tersebut?

[Setelah memilih, 2kan muncul pilihan terkait Status
Lahan Usaha dan pilih yang sesuai)
8 Apakah memeriukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?

(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan
dan pilih yang sesuai)

(Jika Milik Sendiri. akan muncul formulir Detail
Bangunan seperti jJumiah bangunan, PBG/IMB, dan SLF
di bagian setelah pengisian lokasi usaha, Ialu lengkapi
yang sesuai)

- Data vang harus Anda lengkapi:

1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas
provinsi/kabupaten/kota?
Alamat Usaha
Provinsi
Kabupaten/Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada
Kawasan, akan muncul pilihan terkait
Apakah lokasi usaha berada di Kawasan
(K1, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.
Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada
Kawasan, akan muncul Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, lalu pilih yang sesuai.
Kode Pos
Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan
Longitude sesual dengan lokasi usaha.
Jika Polygon, maka unggah file polygon

B

B)

b)

dalam format SHP Complete.

Tipe gambar pata

Oy

Tt sl Qargas (Tergade Poin -
ot LT PHIA ALRE TTDGns bexare -»
Lot Gk Inncgrside
stitude == S, D) et s e 5 o
Latit H4BT2THITO22678
M PWTIIMPOUKETY 0 S TeaAL el et n, PRI PAUON C
Longituce 1% 65R424435008072 LSO SO O TR IS ISTIOGT RS TR
. o 5RO TRZIATII000L & STSOLMn LRSS Y08 SRR
COOR A TTSISAERPPRIT Vo M LAMAN OO | S0 |
FIET U PIOGEISADONMN N & SPSOOMCRSROYS Y TR
» Jika Point, maka isilah titik Latitude dan

Longitude sesuai dengan lokasi usaha.

Jika Polygon, maka unggah file polygon
dalam format SHP Complete.

Data
5 K

a)

b}

<)
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yang harus Anda lengkapi’
Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan
pengembangan Objek Vital Nasional?

(Jika Ya. maka unggah File Keput Vital

» Objed al )

Lalu kiik tombol CEK RDTR dan Kegiatan. (jika ada)

Jika lokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi
sesual RDTR. maka akan muncul notifikasi
ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika
sudah sesuai maka dapat Kik tombol LANJUT.
Jika lokasi usaha tersedia RDTR, sedangkan kegiatan usaha
dan lokasi TIDAK sesuai RDTR. maka Anda harus mengubah
KBLI atau lokasi usaha dengan klik tombo! BELUM.
Jika lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR, maka akan muncul
pertanyaan terkait dengan Pasal 181 Peraturan Pemerintah
Nomor S Tahun 2021
Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



Vs s it By e e Data yang harus Anda lengkapi:

1. Pembelian dan Pematangan Tanah
RiEcanand ). 2. Bangunan/Gedung
— . 3. Mesin/ Peralatan Dalam Negeri
4. Maesin [ Peralatan Impor
) i 5. Maesin / Peralatan (terisi otomatis)
6. Investasi Lain-Lain
- -~ 7 Total Modal Tetap (terisi otomatis)
8. Modal Kerja 3 Bulan
G o 9. Total Nital Investasi (terisi otomatis)
~ — o Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
it po mengetahui skala usaha dan tingkat
———i risiko.
ot
* Sistern akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
ot g 5 e v . “mabs data.
e o Data yang harus Anda lengkapi:
- - 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
''''' 2. Jangka Wakiu Perkiraan
B Beroperasy/Produksi
3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
4, Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
5. Jumiah Tenaga Kerja Indonesia
ey 6. Jumiah Tenaga Kerja Asing
P . o coobol TAMBAH PRODUK/IASA
: (lanjut ke langkahl0).
T a AL S M SR CENREW A — - mmmw
Pasts Mudah, Capat
Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN
Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN
P o Data yang harus Anda lengkapi:
ez s g 3 | Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnys?
it (Tika Sudah, skan muncul formulir yang beris Nama Penerbit
e lzin, Nomor zin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
e - | 2 ApakahAnda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
i g digit nomor NPWP yang sesuai)
3. Nama Usaha/Kegiatan
. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama
— dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
e : [Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek kedua
dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari 1 bidang
A 1 G @ e )1 usaha/KBLI
5. Lokasi Kegiatan Usaha
6. Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan
st Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi
—— Kawasan Hutan sebelumnya?
[Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nomor,
i Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlakul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:

a) Jika pilih Penggunaan / Pelepasan, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Penggunaan /
Pelepasan) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah
lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?

b) Jika pilih Pemanfaatan / Konservasi, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Pemanfaatan
/ Konservasi) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Luas Lahan Usaha

Apakah mameriikan Dangunen
untuy kegiatan uesha ini ¥ O Vi O Texak
Apakah oA gy usahy betpds
dalam Wntas

provinsiXabapaten Aata?

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan dan pilih yang sesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul formulir Detail Bangunan seperti jumiah bangunan,
PBG/IMB, dan SLF di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu lengkapi yang sesuai)

3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?
Undang-Undang Cipta Xerja
Pasti, Mudah, Cepat

Alwras Urara

¢ Data yang harus Anda lengkapt:

1. Alamat Usaha

2. Provins|
e ‘ 3. Kabupaten/Kota
{Jika Kabupaten/Kota yang
terpilih ada Kawasan, akan
1ot - ' muncul pilihan terkait Apakah
lokasi usaha berada di
— : > ; Kawasan? dan Nama
Kawasan, lalu pilih yang
sesuai)
S A o 2mndion WA [t 4, Kecamatan (jika ada)
Kelurahan / Desa (jika ada)
o s 6. Kode Pos

w

[ o Data yang harus Anda lengkapi:
Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan /Gedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilal Investas: (terisi otomatis)

o Kliik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
o ine o mengetahui skala usaha dan tingkat
— risiko.
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o Sistern akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data.

o Data yang harus Anda lengkapi:
1. Deskripsi Kegiatan Usaha
2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
3 Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
5, Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)
6. Jumlah Tenaga Kerja Asing

>

* Kiik tombol TAMBAH PRODUK/JASA
(lanjutke langkah10).

Undang Undang Cipta Kerja

Panti, Mudah, Cepat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT

|

| e

| Aorsh redat memia

1

| are wananig

Lo e a

| Acstzt Ants me=s WY

et Lading O s »

A tisa e

At Leparny Javda 1
SeMia O AR g o
Cavgin beglatat anate

Mty
Ly Lagatm Usats

A i i o et
O AL Al e

S Y5 o b
MALSES 1R ST EY RN

v
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¢ Data yang harus Anda lenglapt:
1 Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?
[Ja Sudah, akan muncul formulir yang bers
Nama Penerbit lzin, Nomor izin, Lampiran File,
Tanggal Terbit)
2 Apakah Anda memiliki NPWP berbedakabang di
lokasi ini?
[J%a Ya, aan muncul kolom NPWP dan isilah
dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
Nama Usaha / Kegiatan
Apakah Kegiatan Usaha imi berada dilokas yang
sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika
ada)
{Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian
proyek kedua dan seterusnya ketika
mengajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBUI|
S Lokasi Kegiatan Ussha
6 Apakah atas lokasi dan keglatan yang diajukan telah
memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
{Jika Ya, akan muncul formulit yang berisi Nomor,
Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa
berfaku)

Ll o

Cpta Kerja
Paal, Nudah, Cepat
¢ Data yang harus Anda lengkapk:
1. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan
Satuannya
Kedalaman Lokasi dan Satuannya
Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
Apakah perusahaan meélakukan reklamasi?
Nama Perairan
Provinsi
(Akan muncul kelom Proyek Strategis
Nasional pads boberapa Provinsi tertentu.
Lalu, jika pilih 'Ya' termasuk Proyek Strategis
Nasional, akan muncul kolom selanjutnya
yang beris Pilih Daftar Proyek Strategis
Nasional dan Upload Rekomendasi Proyek
Strategis Nasional (opsional))
7. Koordinat
(Unggah file koordinat Polygon dalam
bentuk exce/)
8. Apakah lokasi lintas provinsi?

LB S S o




|_: >
* Jika pilih Ya pada pertanyaan 'Apakah lokasi
lintas provinsi?, maka akan muncul data lintas
provinsi beserta alamatnya.
* Klik tombol Tambah Provinsi untuk
menambahkannya.
* Sistem akan menampilkan Form Lintas Provinsi
dan data yang harus Anda lengkapi:
1. Posisi Lokasi (Pilih lintas Daratan atau Laut)
2. Provinsi
3. Alamat
4. Kabupaten /Kota &3
5. Kecamatan
6. Kelurahan Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
e ey et g Ut ¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah
2. Bangunan/Gedung
3. Mesin/ Peralatan Dalam Negeri
4. Mesin [ Peralatan Impor
K 5. Mesin/ Peralatan (terisi otomatis)
6. Investasi Lain-Lain
7. Total Modal Tetap (terisi otomatis)
8. Modal Kerja 3 Bulan
: 9. Total Nilai Investasi (terisi otomatis)
o Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
" mengetahui skala usaha dan tingkat
~in risiko.
==
Undang-Undang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Cepat
¢ Sistem akan otomatis menampilkan
g nns skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan penagisian
2 data.
¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Deskripsi Kegiatan Usaha
2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
PSR (otomatis terisi)
[ e s | 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
TN | ., ool TAMBAH PRODUK/JASA
(lanjut ke langkah 9).
S 400 A O b P Seyas i e Undang-LUndang Cipta Kerjo
Pastl, Mudah, Cepat
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10. Lengkapi Data Produk/Jasa

KAOAL FOCAN) M

e Data yvang harus Anda lengkapi:
1. Jenis ProdukJasa
[Jika pilih “Lainnya”. akan muncul kolom free text dan isi sesua: produk/jasa
vang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih |
2. Kapasitas (per Tahun)
3. Satwuan Kapasitas

e Kiik tombol SIMPAN.

11. Periksa Daftar Usaha

WA Asbd e

o Sistem akan menampilkan data:
e — 1. Kapasitas

S T o SO 2. Satuan

& 3. Jenis Produksi

-.l
|

o Tetapi, jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan, |alu kiik kotak centang/checkbox pada
discloimer yang tertera,

e hees w

n

PV AMD BT RN PR PR A R AL

o Klik tombol SELESAI

[ | Undang Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)

s o Data yang harus Anda lengkapi:

gesguiaron 1. Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor
Barang sendiri?
[Jika Ya, akan muncul pilihan Angka Pengenal
Importir (API) dan pilih yang sesuai)

2. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual

74 PEAs tAnan wm A account (BPJS Kesehatan)?
(Jika Ya, isi nomor virtual account BPJS Kesehatan)

3. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor
Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)?
(Jika Ya, isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS
Ketenagakerjaan)

4. Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
(Jika Ya, isi nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan

e R S Perusahaan/WLKP)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun

Pelaku Usaha belum memiliki BPIS Ketenagakerjaan,

BPIS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

s Klik kotak centang/checkbox.

e Klik tombol SELANJUTNYA. Undang-Undang Cipta Kerja

Oasel Mudak Fanes
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13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

e Sistem akan menampilkan:
KBLI

Lokasi Usaha

Data Usaha

Skala Usaha

Tingkat Risiko
Pernyataan Mandiri
Status

DAFTAR KEGIATAN USAMHA

QOVDAUN —

* Jika PKKPR diterbitkan
W i otomatis atau telah
A ae  Sisuniban diverifikasi dan disetujui,
b Anda dapat melanjutkan
proses permohonan
(Jika status '‘PKKPR Belum
Diproses’, lanjut ke langkah
13.b)

NI T [V ] e Lalu klik tombol PROSES
PERIZINAN BERUSAHA.

Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR)

¢ Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah
memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181
PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan
Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daersh
sesual kewenangan, sehingga status di sini tertulis "‘PKKPR dalam proses
verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melalui proses Pemenuhan Persyaratan
pada menu yang sudah disediakan.

Informasi

o Tahapan ini juga berlaku sama untuk lokasi usaha di Hutan dan Laut, dengan

kondisi berikut:
3} Untuk lokasi usaha di Hutan dimana memerlukan pemenuhan
persyaratan dan verifikasi (Persetujuan

Penggunaan/Pelepasan/Pemanfaatan/Konservasi Kawasan Hutan)

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Jika memerlukan rekomendasi Gubernur, dapat diajukan ke OPD

sesual kewenangannya. Sel
akan menerima pemberitahy:

e LHK Provinsi dan DPMPTSP Provinsi terlebih dahulu).
e o PR b) Khusus untuk KBLI Pemanfaatan Hutan, proses pemenuhan
persetujuan lokasi hutan oilzkukan bersamaan dengan pemenuhan
pembiayaran PHEP ' persyaratan perizinan berusaha oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
¢ Untuk lokasi usaha di Laut dimana memerlukan pemenuhan
persyaratan dan verifikasi (KKPR Laut) oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan,
Catatan Jiko muncul Informasi 1n, Anda peru memenuhi PNBP terlebih dohuly, - gPam. Mudah.m:;a):

berdasarkan SPS yang diterima untuk bisc melanjutkon proses permohonan Serizinan Berusaha

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 17012 YANG WAJIB DIPENUHI

ADAKAN Untuk Keguatan usahn mi Andn sudal

amilik! poraetajuan Ingxungan?

BAIALRAN
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e Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 14.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 14.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

o Klik tombol LANJUT.

e Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

e Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 15) tanpa melalui proses pemilihan

parameter

e Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan” yang
harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

e Klik tombol LANJUT.

e Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan
Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:

= 1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter

yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan

usaha yang dilakukan.

2 (Kemudian sistemn akan menampilkan jenis
kewajiban dokumen lingkungan yang harus
- dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yang dilakukan.

e Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Clpta Kerja
Pastl, Mudah, Capat
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

AEORAT AR LA

MEMASLE ERELAMA TAN SEAMANAN FENEMETAN DA LS TAR A FLNGTI LIRS 5

e Sistermn akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri berdasarkan UU
CK Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan
sebelumnya.

e Baca, pahami, dan klik kotak centang/checkbox pada setiap Pernyataan Mandiri
yang tertera.

Und. C
e Klik tombol LANJUT. e s, Copant

16. Periksa Draf Perizinan Berusaha

e Sistem akan
menampilkan draf NIB,
falu klik kotak
centang/checkbox pada
disclaimer yang ternerm

| e Klik tombol TERBITKAN
PERIZINAN BERUSAHA.

=
17. Perizinan Berusaha terbit
. e Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
i 1. NIB, }d:k tornbo! CETAK NIB (hanya untuk
persiapan usaha) ditambah:

S S i | a) Sertifikat Standar, untuk tingkat

risiko Menengah Tinggi.

b) izin, untuk tingkat risiko Tinggi.
Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
PKKPR, kiik CETAK PKKPR
PKPLH/SKKL, klik CETAK PKPLH/SKKL
(jika ada).

PN

- ij.}_‘ e Anda dapat melihat, mengunduh, dan
mencetak produk perizinan berusaha

1] Tarsebut.
e SR e Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan
e e e T} T adalah UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan
pemenuhan persyaratan dokumen
] lingkungan terlebih dahulu ke instansi yang
: berwenang.

e Setelzh melalui proses persetujuan persyaratan dasar, untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin yang
terverifikasi, maka lakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan:
a) Kilik tulisan “di sini”, atau Undang-Undang Cipta Kerja
b) Pilih Menu Pemenuhan Persyaratan. Busth Wty Capat

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan
2. Pilih KBLI yang ingin diproses

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan

5. Perizinan Berusaha telah terbit
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1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan

? @SS PERIZINAN BERUSANA A POUMK v PELAPORAN v FASIITAS v PENCADUAN
PERMOMONAN BAIY
DERUBANAN § ]
NIB t [zin —
PENCEMBANCAN .
Ny
PERLUASAN
Normwr Incduk Berusaha (NI9) adala that addalah perryatasn 1280 atalah persetipuan Pomprintah Pusat
PECOANJANCAN
regisuasipendattaan gan entita KRN | prmenuiian stnca a3y Permotintah Daenh untuk
Petaky Usaha dalam pelaksanaan | polatan usaha pelakaanaan hegiatan Usaha yarg wajib
ushanya NB wagib dimikid Pelaky.  PENCABUTAN diperuti oleh Petahy Ussha sebelum
dalam memuda giaanussha melaksarakan heghtan wahana
PEMENUHAN PERSYARATAN
PEMBATALAN
L
. O Nz
) com— — " o

2. Pilih KBLI yang ingin diproses

Klik tombol Proses Pemenuhan Persyaratan Izin

DAZTAR MEGTAN A

o Klik tombol Proses Pemenuhan
Persyaratan Izin,
. a) Untuktingkat risiko Menengah
fa Tinggi, muncul tombol ‘Proses
i o D ; - e D Pemenuhan Standar Usaha'
" e b} Untuk tingkat risiko Tinggi,
muncul tombol ‘Proses
Pemenuhan Persyaratan Izin'

|
KBLI yang ingin diproses (Jika pemenuhan di luar sistem OSS)

r

Pilih

O TAN KEGLTAN USANA o Klik tombol Proses
Pemenuhan Persyaratan
Izin Di Sistem K/L

¢ Selanjutnya, Anda akan
diarahkan ke website

: instansi terkait untuk
ol melanjutkan proses
e pemenuhan persyaratan.

B B == (Tka proses pemenuhan
i persyaratan sudah selesai

\ e PR dan status permohonan

v menjad Telah
| o terverifikasi' lanjut ke

’ E‘ langkah 5,
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3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

Forrmubn Pemerastan Pecaya vtan e

Vgew AR
P de 1)y
N e sy

Bl il

o Klik tombol Pilih Dokumen
dan unggah dokumen yang
sesual.

(Ukuran maksimal dokumen
yaitu 5 MB, dengan format
jenis dokumen PDF)

¢ Isi kolom Catatan sebagal
catatan/keterangan tambahan
untuk Instansi terkait yang
berwenang. (opsional)

o Klik kotak centang/checkbox
pada disclaimer yang tertera,

o Klik tombol LANIUT,

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan

R B L A

7T T |

]

o Perubahan status pemenuhan setelah ~ *
mengunggah dokumen persyaratan.

Perubahan status pemenuhan setelah

dokumen persyaratan yang diajukan telah
disetujui oleh Instansi berwenang terkait.

DA AR TGAT AN LA

¢ Status pemenuhan
setelah diverifikasi dan
disetujui oleh Instansi
berwenang terkait,
sehingga perizinan
berusaha telah terbit.
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5. Perizinan Berusaha telah terbit

¢ Buka menu PERMOHONAN BARU, [alu sistem
akan menampilkan DAFTAR KEGIATAN
USAHA
(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA |alu klik IZIN.)

e Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

1. NIB, klik tombo! CETAK NIB.

2. Sertifikat Standar/ Izin, klik CETAK
Sertifikat Standar/ CETAK Izin untuk
Perizinan Berusaha yang telah
terverifikasi (disesuaikan dengan tingkat
risiko).

3. Pernyataan Mandiri, kiik tulisan Cetak.

4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN
PKPLH/SKKL (jika ada).

A .|, Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh,
dan mencetak produk perizinan berusaha
= tersebut.

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)

v
F o & 2l
P > W
v, -, Y
P . P o
5 v
4 i
~- ot <
- = v
28 - 4 4
% B
’ o e -

e, W

g S
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Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin)

4 Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS

Pelayanan

S. Biaya/Tarif Gratis

6. |Produk Layanan | 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) =
Usaha Resiko Menengah Tinggi

2. NIB + Izin *Usaha Resiko Tinggi

7. Sarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, Loket pelayanan Front Office;
dan/atau Loket pelayanan penyerahan;
fasilitas; Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;

Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

. Kursi Roda;

10.Toilet;

11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;

13.Komputer dan Printer;

14.Lemari dokumen;

15.Alat Tulus Kantor;

16.Sistem dan Informasi Antrian;

17.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual,

18.Website dan Email;

19.Internet (Wifi);

20.Kamera (CCTV);

© 0N A W R
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8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum /Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku,;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

Atasan langsung secara berjenjang;

Pejabat fungsional dan struktural;

Tim Audit Internal;

Melalui Sistem OSS dan insidental.

Kotak Pengaduan (Drop Box);

E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Pengaduan dan Kuesioner online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages

/bidang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-
9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.

10. | Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

B WN RPN e

11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
Pelaksana (lima) orang

12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten

Pelayanan dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwuyjudkan dengan adanya kepastian

persyaratan, waktu, dan biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO
TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional,
Inovatif, Senyum)

ok w

13. | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keamanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Keselamatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
Pelayanan 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode,
sehingga dijamin keasliannya.

=

14. | Evaluasi Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksana e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk
Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan
mengisi  Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website
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/elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
melalui pengukuran Penerapan standar
pelayanan yang dilakukan  Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan
Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun
dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di  : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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5.STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

BERBASIS RISIKO- USAHA MIKRO KECIL (UMK)

NO | KOMPONEN URAIAN
1. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Hukum

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

S. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha  Berbasis Risiko dan  Fasilitas
Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah|
Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 28).
2. Persyaratan | 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan

(NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilki Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan
bagi Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha
Badan Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa
username dan Password yang
diperoleh  setelah  mendaftarkan  dj
oss.go.id
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU

: Notifikasi
Sistem Permohonan Verifikasi
Pemenuhan

Venfikator, dikuti Persyaratan oleh
Kelengkapan Unit Verifikator

Sistem
Mengirimkan
Tagihan
PNBP ke
Pelaku Usaha

Permohonan Menampillan -
PB-UMKU melalui Notifikasi VeI e
0ss Pemenuhan
Persyaratan
Persyaratan

Pelaku Usaha

Unit Verifikator Verifikator

Melanjutkan Proses | menunggy
Persetujuan pembayaran PNBP
Permohonan oleh Pelaku Usaha

Sudah

: ; g - Sistem
Sistem 0SS Unit Persetujuan Tz .

menyampaikan ) melakukan -
permintaan untuk | Persatujuan ; Tgi’,:‘dgn
melengkapi kekurangan Permohonan : Bt
Balum {Flictif Positif)

: Terlzwzti
Sistem 055

menyampaikan penolakan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
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B. Kategori Pelaku Usaha

Orang - Persyaratan atau Persekutuan

Persearang Yayasan

- Perseroan Terbatas (PT)

- Perseroan Terbatas (PT)
Perseorangan

- Persekutuan Komanditer

Orang Badan Hukum Lainnya

Badan Usaha

Perseorang - Persekutuan Perdata
- Koperasi

KPPA
KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Kantor Asing)
Perwakilan KPIA

\ KP3A - PMSE

= = e ] - BUIKA
Online Single Submission i Badan Usaha
(0S8) Luar Megeri
berbasis risiko memberikan layanan & \ Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
bagi pelaku usaha yang terbagi ke i 4 ;
dalam kedua kelompok besar, yaitu - Pedagang Berjangka Asing

Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non - PSE Asing
Usaha Mikro Kecil (non UMK) . Bentuk Usaha Tetap

C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memilki hak akses

2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
5. Klik Menu PB-UMKU dan Permohonan Baru
6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU
7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
11. Contoh Tampilan Periznan pada K/L
12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit
14. Contoh Produk PB-UMKU (lIzin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)
1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
W Q55
Hak akses berupa username dan [ —— ]

password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran

DOooOo
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

DAFTAR | sagus

\-&. @ss BERANDN T ORIAS] PEGRILAS A TN

'

Dangan undang-undang Cipla Karja
k riudab kan masyarakal.

¢ srya Usaha Mikro Kecil
Reguizsi yang tumpang tindih

dan prozedur rumit dipangkas 0

W H. Joko Widoda

Srmdan Bepubl indonpos

AJUKAN PERITINAK

& MEMENGAH & BEEAR

&l mazuw sEnasa
KOMENMTERIAM DAN LEHMBACA
DRMPTSP

HAWASAN

k PENGADUAN MASTARAKLT

A= BERITA & PENGUMLIMAHN

Arthal Femtwnan Hass Sem Faa

W Wargs hmpars Avng 3w ndanils

Parsaalaar am
b i

P! RELRLT e Ay Wk

3. Pilih Masuk

DAF TA1 HMASUK I

LF eSS BERANDA INFORMASI| REGULASI PANDUAN

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil.
Regulasi yang tumpang tindih

cdan prosedur rumit dipangkas. @

Ir. H. Joko Widodo

Prasiden Republik Indone

USAHA MIKRO & KECIL USAHA MENENGAH & BESAR

PANDUAN 0SS (g) AJUKAN PERIZINAN AJUKAN PERIZINAN

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik
tombol MASUK

Kata Sand

Diangan
ni sastem 0585 melayani pe
sls rsiko Motzhil slse 055, perizinan Do
adl pastl mudah; afektlf dan tanspa

Lupa Kata Sandi?

uran

Belum mempunyal Hak Alsss?

Crafar
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5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru

w OSS [ COmEeN ey e e Cr )
I IPERMOHONAN BARU
L) h i PR LA I L
NIB — Sertil Izin —
== Standsr
Farior Irajuk Senaabhe B ) acliah ko Semilic Sranadar 1N rryaisn Tzan acialah persarijuan P raaingah Pusan
(R DL ol g AT Clan Kuonras Dagl Jdaryamau Dukt! parmnurian sEaits arm Permariiian Daerai ek
Polaiu Usha datam pelaksanaan keglatan pedaknanaan ksgistan usahd |k taraan kegiaran usaba pang Wl
ity I )it dimadikl Pelaku Usaha dpmntihl aleh Pelaki e sl
clalam rmegrmaldl kegiatan unaha Il g asa ko beoraran isahanga
I =1 s e
- {}j i o
o - o

6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU
3 ® Sistermn akan menampilkan
tabel Daftar Keglatan
Usaha secara otomatis,
berdasarkan Perizinan
Berusaha yang sudah
digjukan sebelumnyal

KELI

Lokasi Usaha
Data Usaha
Skala Usaha
Tingkat Risiko
Ferizinan UKL
Status

=10 Pl N

s Klik tombol Proses
Perizinan Berusaha UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017
menjadi KBLI 2020)

==

e Setslah klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU, khusus Pelaku Usaha lama vana lzin
usahanya sudah efektif termasuk data migrasi darl ©55 1.1 dan status izinnya masih berlaku
serta belum melakukan aksi korporasi apapun (seperti mengajukan Perubahan,
Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) dalam 0SS RBA, akan muncul KBLI
komversi Tahun 2020 vang menampilkan pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020

« Lalu pilihlah KBLI 2020 vang sesual dengan kegiatan usaha vang dilakukan dalam rangka
memproses pengajuan permohonan PEB-UMKL atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol LANIUT,
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7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

1L H s ATy PLTATINAN S0 AHA (KL G e

DAFTAR KEGCIATAN USAHA UNTUK MENUNIANG KECIATAN UISAHA

DAFTAR PB-LUMKU KBLI: 20292

Pttt B | e R

RhalLe Lrin Tl ks e i

e Sisterm akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha pada KBL| yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).

s Kiik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk mengajukan PE-UMEU pada
KBL| yvang dipilih

8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

PORIMILLIE PR 2INAN DR L ® Sistermn akan menampillkan Formulir
Perizinan Berusaha UMKU.

Al il B el heaata UL pay shar Bwsfar

« Pilih Perizinan Berusaha UMKU
yvang ingin diajukan pada daftar
pilihan yang tertera

——a) Masukkan kata kuncl pada

kolorm Carl untuk mencari
Perizinan Berusaha LUMKLU yang
ingin diajukan.

bl Jika PB-UMKU yang ingin

o diajukan tidak ada pada daftar

pilihan, maka pllih *Ya' pada

T S S P r— pertanyaan 'mmh Anda

memerlukan Perizinan

Berusaha UMKU lainnya?'

Unidang-Lindang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Cepat

bk i Pt e L g s i « Jika memilih "Ya' (pada Perizinan
Berusaha UMKU lainnya), maka sistem
. , : . - - akan menampilkan daftar pilihan
Perizinan Berusaha UMKU yvang

= berbeda.

« Filih Perizinan Berusaha UMKU vang
ingin diajukan pada daftar pilihan
yang tertera,

- : (Masukkan kata kunci pada kolom

Cari untuk mencari Perizinan

Berusaha UMKLW yang ingin

o diajukan)
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9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah
dokumen Persyaratan)
I — s Sistermn akan menampilkan forrmulin
bers kumpulan Persyaratan yang
| harus Anda lengkapi untulk
I ' mendapatkan Perizinan Berusaha
UMKLU yang diajukan,
———— 1] Pilih 'Kegiatan Usaha' pada
‘Deskripsi Kegiatan Usaha' vanog
- tertera
- r 21 Klik tomiol PILIH DOKUMEN
untuk mengunggash dokumen
persyaratan sesual dengan
keterangan yang tertera.

[l
?
1
1
1
i
g
'
L}

s Pastikan Anda sudah melengkapi
berbagai Persyaratan vang tertera, laly
klik tombal LANIUT

- . Unsdang-Undarg Cmta Reja

Paskl, Mudah, Cepat

{Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.a)

L engkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan
Lampiran Data Teknis)

kurmpulan Persyaratan yang harus Anda lengkapi

untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMEL

yvang diajukan

1} Rilin 'Kegiatan Usaha' pada '‘Deskripsi

Kegiatan Usaha' vang terters,

. 21 Eik tembol PILIH DOKUMEN untuk

mengunggah doekumen persyaratan sesual

dengan keterangan yang tertera.

i i e At e Rt s i) Jika ada persyaratan lampiran data teknis
- - - al  Hlik tulisan ‘di sini' untuk mengunduh
==

A g et S B AL gy ol ke

- template lampiran Foermulir data teknis.

- - bl 15l dan simpan [Save As) dengan format
- - file PDF
— : ¢l Unggah file POF lampiran Formulic data
teknis yvang sudah terisi.

[Isian formulir ing bisa lanjut ke langkah 10.a) « Pastikan Anda sudah melengkapl berbagal
Parsyaratan yang tertera, lalu kKiik tombol LANIUT.

Undang Undeng Cipta Kega
_ Pastl, Madak, Cepat

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah
dokumen Persyaratan)

o 3 L 1 s Sistern akan menampilkan kurmpulan
T Persyaratan vang harus Anda siapkan
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha

UMEKU yvang diajukan

s [Filih 'Kegiatan Usaha' pada ‘Deskripsi

""“ Keglatan Usaha' yvang tertera

s Pastikan Anda sudah memahami dan
N memenuhl berbagai Persyaratan yang
tertera

o Klik tombol LANIJUT.

(-] ]
Undang Undang Cipta Kerja

|lsian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.b) Pastl, Mudah, Cepat
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10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

10.a. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika
sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

A o e MR e B Kb 1 = Sitem akan menampllkan

DAFTAR KEGIATAM USAHA UNTUK MENUNIANG KEGIATAN LISAHA tabel Daftar Keglatan Usaha

Untuk Menunjang Kegiatan

Usaha yang sudah diajukan,

DAFTAR PE-UMKIU KELL: TOT8E terdiri darn

1. Nama Perizinan UMKU

2. Kewsnangan

I Tanggal Pengajuan

Status 1zin

PR ———— e pE——— . Status Permohonan

T ' [Status akan berubah

mengikutl pemrosesan

i yvang dilakukan oleh

Kewenandgan Instans

terkait.)

B

v

V

]

T
(751

»  Tunggu perubahan Status Permoheonan pada PE-LUMEL vang ciajukan:

al  Lanjut ke langkah 12.a, jika PE-UMEL yang diajukan perlu memperbalkl dokumen persyaratan
B Lanjut ke langkah 12.b, jika PE-UMKL vang diajukan memerlukan PNBP

c) Lanjut ke langkah 13, [ika PE-UMKLU yang dizjukan tidak memeriukan PNBP

B Kk tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMK, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya sesual kebutuhan

10.b.Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika
sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

P e T

e  Sistem akan menampilkan
CAFTAR KEGIATAMN USAHA LINTUK MENUNIANG KEGIATAN USAHA Daftar Keglatan Usaha
Untuk Menunjang Kegliatan
Usaha yang sudah diajukan,
terdiri darl
Marma Perizinan UMEL
Kewenangan
Tanggal Pengajuan
Status 1zin
Status Permohonan
[P —— ’ ) [Status akan berubah
mengikuti pemrosesan
yang dilakukan aleh
. Kewenangan Instansi
terkait)
# Kk tombol PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L uniuk melanjutkan proses pengajuan
PB-UMKU pada sistern K/L sesual Kewanangan Instansi yang tertera. (lanjut ke langkah 1)

BAFTAR PI-LIWMHU KELE 71182

L L

s Klik iombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKLU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya yang
dibutuhkan Unadang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Copat

11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L

&P - =
B e View Applications - o
ELCN
[r g B e
- r— Fenenas ban bl ing 0 Dbk - [T, -
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s Sistem akan mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada
Sistem K/L (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan
proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMEKL
yand dlaJUkan Undang-Undang Cipta Kerja

Pastl, Mudah, Cepat

12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

12.a. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan
Persyaratan)

[Ty — T ] TARLE e L] 'Eﬂ'lum D‘iprﬁesl
i M L merupakan Status
P it s i T T L i wrip e s— Permohonan awal setelah

b S g 1Pk |, PRALTELY Pt v (60 Sharis

pengajuan PB-UMELL

& Perubahan Status
Permohonan menjadi
vy P — : — ‘Perbaikan Persyaratan’
e e ———— Mot mbman T hanya jika PB-UMKU yang
: — diajukan perlu memperbaiki
dokumen persyaratan yang

tertera.

¢ Klik tambol Proses
Pemenuhan Standar Usaha.

» Sistem akan menampilkan Formulir
Pemenuhan yang harus Anda
lengkapifperbaiki untuk mendapatkan
Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

Perhatikan kolom Catatan sebagai tambahan
keterangan yang berasal dari Kewenangan
Instansi terkait. (jika ada).

Klik tombol UBAH DOKUMEN dan perbaiki
dokumen yang berstatus ‘Perbaikan
Persyaratan’ (Maksima! upload file: 5 MB)
(jika ada).

A

Jika Anda ingin memberikan catatan
| tambahan, isilah pada kolom Catatan. (opsionazl)

o Klik kotak centang/checkbox pada disclaimer.

o Klik tombol LANJUT. Undang-Undang Cipta Kerda
Pasti, Mudah, Cepat
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Harne Pefizinan LissL Saatun Lin Smius Permohonan

TR Keterangan Layak KT
Pramiakiakan Befana Tekanan Cubermir D0 Jakarta Kepala

gk ’ : e i 2 il 22 Mewamiber 2001 tzin Balurm Tert Balutn Dipeoias
Cambripni degiman Liana Paoarml ORMUTSE Prosifed DRI dakarti

3 i AT G E TR

& Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Belum Diproses’ kermbali, setelah Anda
memperbaiki dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

* Tunggu perubahan Status Permohonan pada PBE-UMKU yang diajukan:
al Lanjut ke langkah 12.b, jika PE-UMKLU yvang diajukan memerlukan PNBP.
B Lanjut ke langkah 13, jika PB-UMKL yvang diajukan tidak memerlukan PNBP.

12.b.Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

+ ‘Belum Diproses’
merupakan Status

it —— i Arpliaren O Rl O e i T Permohonan awal setelah

merri pengajuan PB-UMKL.

Sgrrm Peri e LAAELI

&« Perubshan Status
Permohonan menjadi
—— e e o S ‘Konfirmasi Pembayaran’
owpsrisbacrebe EANSEN SR hanya jika PB-UMKU yang
—rr diajukan membutuhkan
PHBP.

Feaan Ferrohann

s Klik tormbol Unggah Bukti
Bayar PNBP.

[ — & Sistem akan menampilkan Formulir

= Pemenuhan yang harus Anda lengkapi
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha
UMK vang diajukan.

e Klik tombol LIHAT DOKUMEN untuk
melihat Surat Perintah Setor (SPS)
yang diunggah Instansi terkait (jika ada).

s Klik tombol PILIH DOKUMEN dan
unggah dokumen bukti bayar PNBP.
(Maksimal uplood file; 5 MB) (jika ada).

s Klik kotak centang/checkbox
pada disclaimer.

e lt— s Klik tombeol LANJUT.

@‘_ 1 Unidang-Undang Cipta Kerja

Pasti Mudah, Copat
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No Nama Perizinan UMKU Kewenangan Tang:'alm Status Izin Status Permohonan
izin Alokasi Kuota ) Telah Melakukan
1 Dieskrips! Kegiatan Usaha: Seluruh Menteri Pertahanan 22 Cktober 207 Izin Belum Terbit
; Pembayaran
D lzine |-202NI02 1045264017526
e Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Telah melakukan Pembayaran’
setelah unggah bukti bayar PNBP dalam dokumen persyaratan.
™ Narna Perizinan UMKU Kewenangan b oe Status lzin Status Permohonan
lzin Alokasl Kuota Perset
i Deskrips! Kegiatan Usaha: Selurub Menteri Pertahanan 22 Oktaber 2071 |zin Belum Terbit Setuman
i L Permbayaran
ID tzire |-202N022045244 017528
e Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Persetujuan Pembayaran' setelah bukti bayar
PNBP yang diunggah telah disetujui oleh Kewenangan Instansi terkait.

13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PEIMCRCMNAN PERLIMAN B PUS& A L0 FFE LR

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNIANG KEGIATAN USAHA

Terggsl
Mo ] [ =
C W Parizrrae LWL IRAARGTI T : twhum ko Staiun Permohcngn
iy Akl Kiota
g R b e W= itini] Pastili i

Cetak Perizinan Berusaha UMKU

o Jika Status Permohonan sudah menjadi 'Telah terverifikasi', maka Perizinan

Berusaha UMKU telah terbit.

s Klik tombol Cetak Perizinan Berusaha UMKU,

Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk
perizinan berusaha UMKU tersebut,

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peleda

k)

HANYA LJI COBA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



4. |Jangka Ditentukan oleh Sistem OSS
Waktu
Pelayanan
5. | Biaya/Tarif Gratis

6. Produk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Layanan Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-
UMKU Yang Diajukan.

7. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas;

Ruang Tunggu dilengkapi AC;
Loket pelayanan Front Office;
Loket pelayanan penyerahan;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
Ruang Menyusui;
Ruang Bermain Anak;
Tempat Sembayang;
Kursi Roda;
. Toilet;
. Help Desk (Informasi);
. Kotak Saran dan Pengaduan;
. Komputer dan Printer;
. Lemari dokumen;
. Alat Tulus Kantor;
. Sistem dan Informasi Antrian;
. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

O 0 N o U W

R B, P R PR B B =
N O U W RO

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum /Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

O. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal;

4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. | Penanganan |1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;
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Dokumen

Masukan

Pengaduan dan Kuesioner online
https:/ /dpmptsp.lembatakab.go.id/pag
es/bidang-pengaduan
Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-
9383-8156

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.

11.

Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak
S (lima) orang

12.

Jaminan
Pelayanan

1.

2.

A W

Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan prima,;
Diwujudkan dengan adanya kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya;

. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif,
Senyum)

13.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lembata

. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi

tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14.

ni-telah-d

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

fnnﬂ:f:ngnni secara-elektroni

2.

mond IRIAIL RS BENK . Japeran .. Secara herkala,.dal:

Survei Kepuasan Masyarakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui

pengukuran Penerapan standar pelayanan yang

dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

dalam Pembuatan

, BSSN



periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurang- kurangnya 2 kali setahun dan
Punishment  apabila  terbukti  melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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6. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
RISIKO RENDAH DAN MENEGAH RENDAH ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

NO| KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2023 Nomor 28).

2. | Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi
Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilih Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan
(WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku
Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di
0ss.go.id.
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3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

A Bagan alur Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah-
Orang Perseorangan

Permohonan Perizinan Sistem 0SS menerbitkan
Pelaku Usaha :> Berusaha Pernyataan - perizinan berusaha
Mandiri

B. Kategori Pelaku Usaha

Orang Persyaratan atau Persekutuan

Perseorang Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT
Badan Usaha . (°n
] Perseorangan

Persekutuan Komanditer
Orang Badan Hukum Lainnya
Perseorang ' Persekutuan Perdata
Koperasi

Badan Usaha

KPPA

KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Kantor B Asing)

Perwakilan KP3A
KP3A - PMSE
- BUJKA

Online Single Submission
(08S)

berbasis risiko memberikan layanan : : 1
Iblﬂ* ervs g e pzes ltrhlg‘: = Pemberi Warzflab;- dan.l.u;nr Negeri
dalam kedua kelompok besar, yaitu Pedagang Berjangka Asing

:Uuha Mikro Kecil (UMK) dan Non PSE Asing

quh’ Mikro Kecil (non UMK] | Bentuk Usaha Tr_\-tap

Badan Usaha
Luar Negeri
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1.

2
3
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

Kunjungi https://oss.go.id/
Pilih DAFTAR

Pilih Skala Usaha UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Lengkapi Formulir Pendaftaran

Masukan Kode Verifikasi

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
Pendaftaran Berhasil

11. Akun Anda siap digunakan

Kunjungi https://oss.go.id/

C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password

W OSS

'

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yang tumpang tindih

dan prosedur rumil dipanakas @ Pres

AJUKAN PERIZIMNAN

USAHA MIKRO & KECIL

[F] vibE

o Tutcnal Pengsaian LILPW Onling
FA—

Cara
g -

Pargiiae
WP Oinline

T BERITA 8 PENGUMUMAN

Ir. H. Joke Widodo
cion Republik tndonesia

AJUKAM PERIZINAN
USAHA MENENGAH & BESAR

& MASUK SEBAGAI
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
DPMPTSP

KAWASAN

h PEMGADUAN MASY ARAKAT

2.

Artisel Pembatasan Masuk Somentars fas Warge Nogars A ng be Ingonea FAG
Piuiiat b o e srsgsany ai keuruigan yang shid
P
Pilih DAFTAR
l DAFTAR l MASUK
W @SS BERANDA INFORMAS] » RECULAS| PANDUAN HONTAK
' Dengan Undang-Undang Cipta Kerja
; akan memudahkan masyarakat,
"—h; khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yana tumpang tindih

o

dan prosedur rumit dipangkas

ATJUKAMN PERIZINAN USAHA

PANDUAN OS5 MIKRO & KECIL

(7))

[¥] viDEO

It H, Joka Widodao

AJUKAN PERIZINAMN USAHA
MEMEMCAH & BESAR

] MASUK SEBAGAI

masukan
& aran
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3. Pilih Skala UMK

Siapakah Anda 7

. PENTING Bagl palabu (mana yarg e rrarmsiiel Hab Akess o) Sistern OS5 11 s8akan masuk mgnggunakan m
HHNTEITS TN dan famsial lema
0 .

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Wl WG T

PibaRaii Lliibis | Laii Rajesi]
Meitkan vsihe asiie g Oichirian ol
kb i) 10 gy

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Skala Usaha Anda adalah UMK
% e ANoR Bcumaty-y e Pilih Jenis Pelaku Usaha

(Orang Persecrangan atau
. J Badan Usaha)

s |Lengkapi formulir

- pendaftaran yvang tersedia
Eambali

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)

= Pilih Jenis Pelaku Usaha Crang

Shisls Lisska Ands sdalah UMK Parseocrangan

| | et i | I « D[Data yvang harus Anda lengkapi:
e = 1. MNomor Telepon Seluler

i . : 2. Alamat Emaonil

« Centang Kolom Pernyataan

| dienbnbgraail cren | s Kiik Kirim Kode Verifikasi Melalui
I x Email untuk menerima Kode
P pitikars rermie vl dordaialn sensd Arels sueiafl Bt V'Erifi-kﬂsi mE"H]UI E'H‘It:l'.hr

= Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
WhatsApp untuk mMmenerima Kode
Verifikasi melalui WhotsApp
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6. Masukkan Kode Verifikasi
a) Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)

vierifkas Whartsapo

S

Hods Verfikes telah terkirim ‘

wan porikss Whatsdpn Andia o

+ Klik Perbarui Kede untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui Whaotsdpp

b) Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke
WhatsApp)

o Vierillkas! Whatsapp X

Kodp Verifikas tedah terkinm ‘

Sllakary pavinss WPruiisAng dncls o

Parbars Kods

e Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kede Verifikasi vang telah terkirim melalui WhatsaApp

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

Lengkapi Nama Lengkap

Bhols Uusbu dncis sty L

e Bual Password Baru
e Password yvang dimasukkan minimum 8 karakter,

o IR kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan
karakter spesial ({@#%%8&"_-)

= | P

s Klik Konfirmasi
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8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)

e e # Lengkapi Nomor Induk Kependudukan
« [Pilih Jenis Kelamin
s [engkapi Tanggal Lahir

e |lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

¢ Pilinh Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP

o Centang Disclaimer

e Klik Daftar

9. Pendaftaran Berhasil

Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk
melihak

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

% |3SS

WALDWA R AL VAR

Username seriindani il

Password

St

?

2000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



11.

Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem 0SS

REMENTERIAN INVESTASL T 7

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan
Menengah Rendah - Orang Perseorangan

Hak akses berupa username dan
paaswt-r-:l vang dikirnimban ke
e-rnail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran

1AN K

1. Pastikan Anda telah iliki Hak
astikan Anda tetah memiti 9. Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang
Akses ) H
2. Kunjungi https://oss.go.id/ Usa.ka t q
3. Ppilih MASUK 1(1) Eer!ksa Ea aLPr: uk/Jasa
4. Masukkan Username dan Password ’ er! saData Usa ?
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
beserta Captcha yang tertera, lalu e cani Dok
Klik tornbol MASUK 13. Periksa . an Le.ngkapl Do ume; y
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)
Permohonan Baru hami d
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 14. ::: a;r.u. an Centang Pernyataan
7. Lengkapi Data Bidang Usaha 5. p ar‘k '”D ¢ Perizinan B h
8. Lengkapi Data Data Bidang Usaha ’ er! .sa ratrerizinan ferusa a
16. Perizinan Berusaha terbit
1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
% OSS

e

2000
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

DRrTAR | s

t&' GSS AERAND [ —— - e

r Drangan undang-undang Cipla Karja

dkan maimudabikan mas
khuzusnya Usaha Mikro Kecll
Reguiasi yang turmpang tindih

dan prosedur rumit dipangkas @

W H. Joko Widodo
Srindan Benuhid indonpee

AN CPERIZINAN
FANDUAM OFS

H& MENENGAH & BEEAR

& masuw sERAGS
KEMENTERIAM DN LEHE A A
DEMpTER

REWASAN

b PEMSADUAN MASYARARAT

S BERITA & PENGUMUMAN

Atk Fentwiaaen Hamb Semerias S Wargs e pees Avng §e bidonails

L WY VTR UL G g Ak
i w1l v

3. Pilih Masuk

- E)S_S —— w—— .

Dengan undang-undang Cipta Kerja

jankan masyarakat
aha Mkro Kecl

{ Asl yang tumpang bindif . L e Widade
dan prosedur rumit dipanghkas ik rdan

AJUFKAM PERITINAN y ATUKAN PERITINAN
USAHA MIKRO & KECH . USAMA MEMEWGAH E BESAR

PANDUAN O%%

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol
MASUK

Kata Sand

Omling Single submission (055) adala
ha terirterEs seCars edskin
an oleh  Lemba
ML Dengan  sem

aem 065 melayani ¢

Lupa Kata Sandi?

(Kome an
g-Undang

Belum mempunyas Hak Akses?

Diatrar
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5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

NIB

eiievill

| ‘PERMOHONAN BARU I

FERLIBAHAN

FPENGEMEARIAN

FERLUASAR

PEMNCABUTAN

FEMENLIHAN FEREVARATAN

Izin

{man do/atou

anaan

sebielum metassanakan kegliatan

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

Sistem akan menampilkan data secara otomatis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nama
Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

Alamat Sesuai KTP

Data yang harus Anda lengkapi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pribadi)

Email

BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)

BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walupun Pelaku
Klik tombol SIMPAN DATA

Klik tombol ISI BIDANG USAHA

httos floss

o idlinformasikbli-berbasie-risilo

Caototan: Pelaku Usoha dopotl mengecek nomor KBL! melalui

Sisterm akan menampilkan Form Pemilihan
Bidang Usaha

Data yang harus Anda lengkap:

1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung,
Kantor Cabang Administrast, atau
Pendukung UKL}

2. Bidang Usaha

(Apabila bidang usaha yang dipilib
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistermn akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yvang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)

3 Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang
U=zaha

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Klik tombol SIMPAN.

Usaha bekun
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8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

¢ Data yang harus Anda lengkapi
Nama Usaha/Kegiatan
Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa

Kode Pos

. Apakah Kegiatan ini sudah
berjalan? 10.Modal Usaha

VONOGA LN

¢ Klik VALIDASI RISIKO

& Sistem akan otomatis
menampilkan skala usaha dan

e e et bt | tingkat risike pada usaha Anda

berdasarkan pengisian data.

& [Data yang harus Anda lengkapi:

.  Apakah sudah memiliki perizinan
g T 5 R berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isi data perizinan berusaha yang

dirmiliki)
i Potai o 2. Jangka Waktu Perkiraan
= Beroperasi/Produksi
BN | 3 Deskips kegiatan ussha
; o 4, Jumlah Tenaga Kerja indonesia

& Klik tormbol TAMBAH PRODUK JASA

9. Lengkapi Data Produk/Jasa

a) Lengkapi Data Produk/Jasa

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas

e Klik tombol SIMPAN

/ Tahun
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b) Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah  untuk
Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

SN | - Data yang harus Anda lengkapi

1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

4. Apakah Anda sudah memiliki
Sertifikat SNI?

{ (Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat SNI dan

| e [ = : 3 Masa berlaku SNI)

e = : 5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat

| e L | Halal?

(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat Halal,

Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

e Klik tombol SIMPAN

10. Periksa Data Produk/Jasa

Distiny Peosthph) Jasa

B
L1

« Sistem akan menampilkan:
1. Kapasitas
2. Satuan
3. Jenis Produksi

+ Klilk tornbol SELESAL

DATA LSAHA

# Sistern akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha [KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha

o Klik tombol SELANIJUTNYA,
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11. Periksa Daftar Usaha

DATA USAHA
I’ s I '\II : ] : 0 E:,l'. i
e Sisterm akan menampilkan data;
. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha
% [Data Usaha (Jumiah tenaga kerja dan Modal Usaha)
o  Klik tombol SELANIUTNYA,
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
DAFTAR KEGIATAN USAHA
24 L) L L Daia Lisaha :: x PR WA M GLamiin
.\-I:..- : dal) Terusigs ¥
amata LN =
¥oky PhsAN L s - Bp [ B .
o Sistem akan menamipilkan: o Klik [kon “W™"
1. KBLI
2. Lokasi Usaha « Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA
% [DataUsaha
&, Skala Usaha « Untuk Perizinan UMK dengan Risike Rendah |anjut ke langkah 14
5 Tingkat Risiko
& Pernyataan Mandirl « Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Menengah Rendah lanjut ke
7. Status langkah 13.

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha
tertentu)

DONUIMEN LIRGELISGAN ATAS KEGIATAN REATT VANG WAEN DEPENLEE

» Sistemn akan menampilkan pertanyaan konfirmasl “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" vang harus Anda piline
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 13.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapl formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilib.

« Klik tombol LANIUT.
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DORLIMEM LINGEUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 ¥ANG WAIH DIPENLHI

« Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.

» Klik tornbol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14} tanpa melalul proses
pemilinan parameter

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

+ Jika pilih Belum, sistern akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan"
yvang harus Anda pllih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih

o Klik tombol LANJUT.

N | 5 - blum merilk Dokumen,

Persetujuan Lingkungan, maka data yvana
harus Anda lengkapi;

. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi
parameter yang tertera pada formulir
sesuai dengan kegiatan usaha yang
dilakiukan.

(Kermudian, sistemn akan menampilkan
jenis kewajiban dokumen lingkungan
vang harus dipenuhi, seperti SPPL,
UKL/UPL, atau AMDAL.)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian
kegiatan usaha yvang dilakukan

« Klik tombol LANIUT

s Lt Undang-Undang Cipta Kerja

Paatl, Musdah, Cepal
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

8 Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandiri sesuai
dengan data dan informasi yang
tersimpan SE‘DE"lUl"I"HTl'_-,-'El. sEpert|
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha (risiko
Menengah Tinggi)/Kesediaan
Memenuhi Persyaratan |zin (nsiko
Tinggi), SPPL, dan lain-lain

A A0 T LU AR S TIRAL L LA TR S |

& Baca, pahami dan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MAMNDIRI,

= Klik LANIUT

FRLEHCHAR FTAMLER RUTVIMAL INTETHIES

& Khusus untuk perizinan tunggal dan
pada KBLI tertentu yang
rmembutuhkan Standar Nasional
Indonesia [SMI) dan Sertifikasi Halal,
sistem akan menampilkan
Pernyataan Mandiri terkait hal
tersebut.

FOMEWG | AH FUETAARATAN NTAMDAR e D HSL AODHITN

AN LLPCTTLIAC L ] P R LA ek R

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menyatakan kesanggupan
1 Mamituhi da

kekeliruan ataupun ketidakahuratan dalam pernyataan ini, maka

e Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait
lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri
terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)
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15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

« Sisterm akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

» Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

16. Perizinan Berusaha telah terbit

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

BAFERS KEDATAN LfsAs

U s e ot

—
=N T e

« Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. MIE, klik tombol CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

«  Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut,

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

DAFTAR KEGIATARN USAHA (=¥ At '

eqianan Usaha

Ieeon Per Hadanman 10 - -
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CAT AR MEGINTAN UPLAFA

CETAK NIB

+« Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. MIB, klik tormbol CETAK NIB.
2. Sertifikat Standar, klik tormbol CETAK SERTIFIKAT STANMDAR.
3. PKPLH/SKKL, klik CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL. (Jika ada)
4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

+  Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.

a) (Contoh Cetakan NIB)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

."_I'r
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4. Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS
Pelayanan

S. Biaya/Tarif Gratis

6. Produk Layanan 1. NIB - Usaha Resiko Rendah

2. NIB + Sertifikat Standar *Usaha Resiko
Menengah Rendah

7. Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;

2. Loket pelayanan Front Office;

3. Loket pelayanan penyerahan;

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua,;

5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;

6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet;

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Lemari dokumen;

15. Alat Tulus Kantor;

16. Sistem dan Informasi Antrian;

17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual;

18. Website dan Email;

19. Internet (Wifi);

20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal;

4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;
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Saran, dan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Masukan 4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id /pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-

8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.
11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
Pelaksana (lima) orang
12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
Pelayanan dengan  prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya,;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inlovatif,

Senyum).

13. | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keamanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Keselamatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
Pelayanan 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi

tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. | Evaluasi Kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksana e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat
(SKM) melalui Website / elektronik /
lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.
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2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan 14 komponen standar
pelayanan yang dilakukan Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan
Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun
dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOLBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19701222 200012 1 002
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7. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL
(UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI)

2. Memilih  Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan
Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan
di oss.go.id.

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;
A. Bagan alur Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah

Rendah-Orang Perseorangan

Permohonan Perizinan sistemOSS menerbitkan
:> Berusaha Pernyataan :> perizinan berusaha
Mandiri

Pelaku Usaha
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B Kategori Pelaku Usaha

Orang Persyaratan atau Persekutuan
Perseorang Yayasan

Perserocan Terbatas (PT)
Perserocan Terbatas (PT)
Persecorangan

Persekutuan Komanditer
Orang Badan Hukum Lainnya
Perseorang Persekutuan Perdata
/ Koperasi

KPPA
KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Perwakilan KP3A

KP3A — PMSE

Online Single Submission Bndars Usabhs - BUJIKA
1oss) sa
" \
Herbasis risiko memberikan layanan Luar Neger \. Pombart Waratebe dusl Liser Neget

bagi pelaku usaha yang terbagl ke N\ R
dalam kedua k.lornypok botavgyanu N Pedagang Berjangka Asing

Badan Usaha

U:::: :::: :z: ::;::(6::‘; o ! :iil‘:as::n:saha Tetap
C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil
(Non UMK)

1. Kunjungi https://oss.go.id/

. Pilih DAFTAR

. Pilih Skala Usaha Non UMK

. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK

. Lengkapi Formulir Pendaftaran

. Masukan Kode Verifikasi

. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha

9. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
10. Pendaftaran Berhasil

11. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke system OSS

0N PhWN

1. Kunjungi https://oss.go.id/

¢ OSS

V

A i~
S an S & S

— o= o

P

2. Pilih DAFTAR

I DAFTAR | MASUK

bid
\{j&“ @SS BERANDA  INFORMASIv  RECULASI  PANDUAN

Ir. H. Joko Wlooﬂo
glel”
o
AJUKAN PERIZINAN USAHA S AJUKAN PERIZINAN USAHA
ST SRS
(¥ vioeo ] MASUK SEBAGAI % s
Ssaran

3. Pilih Skala Usaha Non UMK
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Siapakah Anda ?

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK

Skala Usaha Anda adalah Non UMK o Pilih Jenis Pelaku Usaha
(Orang Perseorangan atau
[ onis:Palaku Usaha : ] Badan Usaha)

o Lengkapi formulir

m pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
Lengkapi data Jika sebagai Non UMK (Badan Usaha)

e Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan
Skala Usaha Anda adalah Non UMK Usaha

|— deroan Terbatas (P Koperasi, Persyarikatan atau
Perkumpulan, Yayasan, Badan

Deta Satah Satu Direksi/Pengurus Layanan Hukum, atau Perum)

[ = ][ e I e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Nomor Telepon Seluler

Dats Badan Usaha di Indonesla 2 Alamat Emai,

Pilih Jenis Badan Usaha (PT, CV,
Firma, Persekutuan Perdata,

Y

e Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
Email

Lengkapi data sebagai Non UMK Kantor Perwakilan

e Pilih Jenis Pelaku Usaha Kantor

Skala Usaha Anda adalah Non UMK Perwakilan
l f - JI e Pilih Jenis Kantor Perwakilan (KPPA,
: KPPA (Jasa Penunjang Tenaga Listrik
[, : ] Asing), KP3A, KP3A PMSE, atau BUJKA)
Data Saiah Satu DireksiPengurus e Data yang harus Anda lengkapi:
[.—w S ﬁ 1. Nomor Telepon Seluler
LI | Fesiionces 2. Alamat Email
mard ol Mommeeiiadol iivoend e Kilik Kirim Kode Verifikasi Melalui

Email

—
—

Lengkapi data sebagai Non UMK Badan Usaha Luar Negeri
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e Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha

Skala Usaha Anda adalah Non UMK Luar Negeri
| [ L £oax Mg J I e Pilih Jenis Badan Usaha Luar Negeri
. (Pemberi Waralaba (STPW),
[ Aving - Perdagangan Berjangka Asing, PSE

Asing, atau Bentuk Usaha Tetap)

Data Kepala/Penanggung Jawab Badan Usaha Luar Negeri

g A % e Data yang harus Anda lengkapi:
[ -« 1[ ] 1. Nomor Telepon Seluler
2. Alamat Email

Deta Bacian Ussha Lusar Neger} di indonesia
[, R ] e Kilik Kirim Kode Verifikasi Melalui
J Email

6. Masukkan Kode Verifikasi
Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke
Email)

Kode Verifikasi telah terkirim ke Email
Anda

Silakan periksa Email Anda di ‘

e Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru
e Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha)

r

e Lengkapi Nama Badan Usaha

Lhals Unaha Anvits sdaiwh S Litban

e Buat Password Baru

e Password yang dimasukkan minimum 8 karakter,
kombinasi huruf kapital. huruf kecil, angka, dan
karakter spesial (@#$%A8&"_-)

I | oo Posswerd

e Klik Konfirmasi

Undang Undang Cpta Sevje
Pasti. Mudah Ceput

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Kantor Perwakilan)

¢ Lengkapi Nama Kantor Prinsipal
‘ ¢ Buat Password Baru

[l [ e Password yang dimasukkan minimum 8 karakter,
e e kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan
[t karakter spesial ({@#$%&"_-)

IS |+ Ulangi Password

¢ Klik Konfirmasi

Undang Undang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Copat

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha Luar
Negeri)
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|« Lengkapi Nama Kantor Prinsipal

( » Buat Password Baru

o ™ e Password yang dimasukkan minimum 8 karakter,
s kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan
(e karakter spesial (|@#$%A8&"_-)

=S |+ Ulangi Password
e Klik Konfirmasi

CTITRETTIN Undang Undang Cipta Kerja

Pasth, Mudah, Copat

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha
Lengkapi Data Badan Usaha (Badan Usaha)

e Lengkapi NPWP Badan Usaha

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Dats Bacien Uiaha e Lengkapi Nomor SK Pengesahan Terakhir

- Lengkapi Nomor Induk Kependudukan

e lLengkapi Nama Lengkap

=) e Pilin Jenis Kelamin

J e Lengkapi Tanggal Lahir

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

{nA» } e Lengkapi Alamat sesuai dengan KTPR
(7 - N e Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
J Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP
| et A e Centang Disclaimer
| S ) e Kiik Daftar
= ]
(= ]

= x=m

Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat

Lengkapi Data Kantor Perwakilan - WNI (Kantor Perwakilan)

Wl e At e U * DPilih Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri

* Dilih Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab Kantor
Perwakilan

e Lengkapi Nomor Induk Kependudukan
e lengkapi Nama Lengkap

e Pilih Jenis Kelamin

e Lengkapi Tanggal Lahir

e Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

« Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa
sesuai dengan KTP

e Centang Disclaimer
E=N@EN)| e« Klik Daftar
Lengkapi Data Kantor Perwakilan - WNA (Kantor Perwakilan)

Sala Usaha Ardis adialsh Non UMK

« Pilih Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri
: i e DPilih Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab Kantor
Perwakilan

= 1
~ | * Lengkapi data Nomor Paspor
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik' menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Lengkapi Data Badan Usaha Luar Negeri - WNI (Badan Usaha

Luar Negeri)

anin et Arsche mche ity M UM X

s bast SErarep s Ao 8 i s L e

| .

Lengkap1r baaan

Pilih Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri

Pilih Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab Badan
Usaha Luar Negeri

Lengkapi Nomor Induk Kependudukan
Lengkapi Nama Lengkap

Pilih Jenis Kelamin

Lengkapi Tanggal Lahir

Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa
sesuai dengan KTP

Centang Disclaimer
Klik Daftar
usaha Luar Negerl (BULN) - WINA (baaan

Usaha LuarNegeri)

- -

Skata Usaha Anda adaiah Non UMK

Corss oo Ferical i Lsse Nowgeet

A st A0 g Smarsls Bsians st (asae vgan

e Pilinh Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri

* DPilih Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab
Badan Usaha Luar Negeri

e Lengkapidata Nomor Paspor

e Lengkap Nama Lengkap

e Pilin Tanggal Kadaluarsa Paspor
e Pilih Kewarganegaraan

e Dilin Jenis Kelamin

e Pilin Tanggal Lahir

e Lengkapi Alamat sesuai Paspor
e Centang Disclaimer

e Klik Daftar

9. Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk melihat

Pendaftaran Berhasil

Rincian akun 0SS

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password
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Username ——
Password 5

Do o

11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

¥ OSS

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Non Usaha Mikro Kecil
(NonUMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Usaha

Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih MASUK

Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu

kliktombol MASUK

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

Lengkapi Data Badan Usaha

Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

Lengkapi Data Usaha

. Lengkapi Data Detail Usaha

10.Lengkapi Data Produk/Jasa

11.Periksa Daftar Produk/Jasa

12.Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)

13.Periksa Daftar Kegiatan Usaha

14.Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

15.Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

16.Periksa Draf Perizinan Berusaha (NIB)

17.Perizinan Berusaha terbit

el el S

OO0

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
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Username | e

Hak akses berupa username dan Password | sessssens
PUASEWOrd varity ChrRirmrrRETT R
e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftaran

l"

[}

@

®000

2. Kunjungi https://oss.go.id/

[
\ w OSS

dang Cipta Kerja

' Dengan undang-un
akan memudahkan r

(@9 AJUKAN PERIZINAN
PANOUAN O%:
ODUAN 0SS USAMA MIKRO & KECL

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

AJUKAN PERITINAN —~
USAMA MENENGAM & BESAR 7]

W OSS

eEAENTERLAN AAEITAL -

1

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru
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‘PERMOHONAN BARU

-
NIB i - E Izin s

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

+ Lanjutkan langkah berikutnya sesuai dengan jenis Badan Usaha Anda, dengan
kondisi berikut:

a) Jika berjenis Perseroan Terbatas (PT), maka lanjut ke langkah 6.a

b) Jika berjenis Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, maka lanjut ke langkah 6.b
¢) Jika berjenis Persekutuan Komanditer/CV, maka lanjut ke langkah 6.c
d) Jika berjenis Persekutuan Firma, maka lanjut ke langkah 6.d

e} Jika berjenis Persekutuan Perdata, maka lanjut ke langkah 6.e

fi Jika berjenis Koperasi, maka lanjut ke langkah 6.f
g) Jika berjenis Persyarikatan/Persekutuan, maka lanjut ke langkah 6.9

h) Jika berjenis Yayasan, maka lanjut ke langkah 6.h

| Jika berjenis Perusahaan Umum (Perum), maka lanjut ke langkah 6.i

| Jika berjenis Badan Layanan Umum, maka lanjut ke langkah 6,

k) Jika berjenis Badan Hukum Lainnya, maka lanjut ke langkah 6.k

+ Setelah langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing) sudah dilengkapi, Anda dapat
lanjut ke langkah 7.

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku
Usaha ( badan usaha)
a) Perseroan Terbatas (PT)

e Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang
tertarik dari system AHU online khusu untuk jenis
usaha PT,PT Perseorangan, Cv, Firma,
Persekutuan Perdata, dan Koperasi
Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha
lainnya harus melalui proses perekaman (izi
secara manual) dalam system

e Data yang harus dilengkapi

Masa Berakhir Legalitas
Alamat Badan Usaha PT
Kecamatan
Kelurahan/Desa
RT/RW
Kode Pos
Email Badan Usaha PT
NPWP Badan Usaha PT
Nomor Telepon
o Sistem akan menampilkan datasecara otomatis

1) Nama Badan Usaha PT

2) Jenis Badan Usaha

3) Status Badan Hukum

4) Jangka Waktu PT

~

Lol
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5) Status Penanaman Modal PT
6) Provinsi
7) Kabupaten/Kota
e Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data
paling terbaru yang terdaftar dalam system AHU online

" Tark Data AHU sacaractomatie
Tarik Data AHU secara otomatis:

1. Jenis Perusahaan

3 2. Nama Perusahaan

PR YR 3. Nomor ldentitas

SAVAP MAS UTAMA e Periksa kesesuaian data

yang tertera, lalu klik tombol

Simpan Data

e Jikaterdapat data yang

n tidak sesuai, segera

hubungi Notaris Anda.

MODAL USAHA

By T OO0

e Sisterm akan menampilkan data secara otomatis (dalam bentuk nominal uang):
1. Modal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor

e Datayang harus Anda lengkapi:
1. Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)

o s St s e Sistem akan menampilkan data secara

3. Data Maksud dan Tujuan

.- - - — — —— — — | otomatis:
| 1. Data Dasar Pembentukan Badan
Usaha
= 2. Data Pengurus dan Pemegang Saham

Undsag Undang Cipta Keeis
o Pasti. Modah, Copat

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form
data pelakuusaha sesuai dengan Data Badan Usaha
yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data bidang Usaha (Badan Usaha)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Data Badan Usaha

LONQkap dan Sesua

e Klik tombol SIMPAN, lalu akan muncul pesan validasi.
(Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU,
Kemenkumham)

e Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik kotak centang/checkbox.

e Klik tombol SELANJUTNYA.

8. Lengkapi Data Bidang Usaha

P y— [ . (=

BaTA TAsA e Kliktombol TAMBAH

BIDANG USAHA terlebih
- " — J— dahulu.

e Sistem akan
menampilkan Formulir
l Perekaman Data Pelaku
Usaha (Badan Usaha).

e Lalu klik tombol PILIH
BIDANG USAHA

Undang Undang Gpta Kerje
Pasti, Mudah. Cepat

e Sistern akan menampilkan Formulir
Pemilihan Bidang Usaha

e Data yang harus Anda pilih
[, i Wi . \ 1. Jenis Kegiatan Usaha
(Pilih Utama atau Pendukung atau
l e : ] Kantor Cabang atau Pendukung
UMKU)
2. Bidang Usaha
(Jika termasuk ketentuan BUPM,
maka akan muncul pilihan dan pilih
kegiatan pada bidang usaha sesuai
[ 3 Uinghis aiglans : ] KBLI yang tertera.)
z 3. Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis)
4. Ruang Lingkup Kegiatan

e Klik tombol SIMPAN.

Cataton
Peioku Usaha dopat mengecek nomor KBLI melolui hitpslossgoid/informasi/kbli-perasis-risike Undaag-Undang Clpta Kerje

Past, Madah, Cepat
9. Detail Usaha
Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?
(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama
it NPNP - Penerbit 1zin, Nomor 1zin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
e 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
digit nomor NPWP yang sesuai)
e an 3. Nama Usaha/ Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama
dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek
kedua dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari 1
bidang usaha/KBLI)

S. Lokasi Kegiatan Usaha
6 Luas Lahan Usaha dan Satuannya
Letas Kopami Sira @ Dsaan Q) hem O 7. Apakah Anda sudah menguasai Iahan tersebut?
: (Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait Status
Lahan Usaha dan pilih yang sesuai)

8. Apakah memeriukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan
s Tecguats ; dan pilih yang sesuai)

(Jika Milik Sendiri, 2kan muncul formulir Detail
Bangunan seperti jumiah bangunan, PBG/IMB, dan SLF
hmoefdntepen 0 di bagian setelah pengisian lokasi usaha, Ialu lengkapi
pee—— 0% O Tos yang sesuai)

o - Data yang harus Anda lengkapi:
B Apakah lokasi usaha berada dalam lintas
Al provinsi/kabupaten/kota?
T e e 2. Alamat Usaha
— e 3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada
Kawasan, akan muncul pilihan terkait
Apakah lokasi usaha b da di K 2
(K1, KEK, KPBPEB) dan Nama Kawasan.
b) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada
Kawasan, akan muncul Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, lalu pilih yang sesuai.
5. Kode Pos
6. Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan
Longitude sesuai dengan lokasi usaha.
b) Jika Polygon, maka unggah file polygon
dalam format SHP Complete.
Point e | 1 | msseae
[ — —— ee—
Latitude &48T2TSE37022678 Wil ©
. RIS OURET) 8 PR Lt A £ P AL
105 65842443590602 A T I S IS
ORI AT o L IAAN IO, & ST
T T THATRDUON & SISO SRS Wi T

* Jika Point. maka isilah titik Laotitude dan
Longitude sesuai dengan lokasi usaha.

e Jika Polygon, maka unggah file polygon
dalam format SHP Complete.

e Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan
e smmaeTes pengembangan Objek Vital Nasional?
s (Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional )

e Laluklik tombol CEK RDTR dan Kegiatan. (jika ada)

a) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi
sesuai RDTR, maka akan muncul notifikasi
ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika
sudah sesuai maka dapat klik tombol LANJUT.

v iy b) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, sedangkan kegiatan usaha
F— dan lokasi TIDAK sesuai RDTR, maka Anda harus mengubah
e KBLI atau lokasi usaha dengan klik tombol BELUM.
=t Sarm e c] Jika lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR, maka akan muncul
Tt pertanyaan terkait dengan Pasal 181 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021

- Undang-Undang Cipta Kerja
A s s S M Mt Ao — Pasti. Mudah, Cepat
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e Data yang harus Anda lengkapt:
Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Gedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nitai Investasi (terisi otomatis)

DOIDNDWN

e Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
mengetahui skala usaha dan tingkat
risiko.

BT L AR T eh TR T e | AT B A8

¢ Sistem akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data.

e Data yang harus Anda lengkapi:

1. Deskripsi Kegiatan Usaha

2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)

4, Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)

5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)

6. Jumlah Tenaga Kerja Asing

B . i onbol TAMBAH PRODUK/JASA

(lanjut ke langkah10).

Undang-Undang Oipta Kerja

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN

533 1z ed
TR WAt e

wwsm '

st Ants man ik NPES

Serdecs taang 8 kgl »

S A g

Lot bgar i

s oy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
[Jikz Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama Penerbit
Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)

2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
digit nomor NPWP yang sesual)

3. Nama Usaha/Kegiatan

4, Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama

dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada
[Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek kedua
dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari 1 bidang
usaha/KBLI

5. Lokasi Kegiatan Usaha

6. Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan

Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi
Kawasan Hutan sebelumnya?
[Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nomor,
Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

Pasti, Mudah, Cepat



7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:

a) Jika pilih Penggunaan / Pelepasan, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Penggunaan /
Pelepasan) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah
lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?

b) Jika pilih Pemanfaatan / Konservasi, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Pemanfaatan
/ Konservasi) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Luas Laban Usaha -

ADIRIN METMENILIN DINGUNEn
untuy egiatan uesha in
Apakah loh s usahy berods
dalam Wntas ~ v

provinslxabapaten sata?

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan dan pilih yang sesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul formulir Detail Bangunan seperti jumlah bangunan,
PBG/IMB, dan SLF di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu lengkapi yang sesuai)

3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?
Undang-Undang Cipta Xerja
Pasti, Mudah, Cepat

¢ Data yang harus Anda lengkapt:

1. Alamat Usaha

2. Provins|
- : 3. Kabupaten/Kota
[Jika Kabupaten/Kota yang
terpilih ada Kawasan, akan
1o gl . ' muncul pilihan terkait Apakah
lokasi usaha berada di
— : Kawasan? dan Nama
Kawasan, lalu pilih yang
sesuai)
ik ks ' 4. Kecamatan (jika ada)
5. Kelurahan / Desa (jika ada)
ke s 6. Kode Pos

Dt vmtan wmm Butang cnabe e Data yang harus Anda lengkapi:
Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Cedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilai Investasi (terisi otomatis)

'
VRO PUWN

e Kiik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
- mengetahui skala usaha dan tingkat
=== risiko.
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o Sistem akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data.

¢ Data yang harus Anda lengkapi:

1. Deskripsi Kegiatan Usaha

2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)

4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)

5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)

6. Jumlah Tenaga Kerja Asing

o Kiik tombol TAMBAH PRODUK/JASA
(lanjutke langkah10).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT

ae oty menia NNY

SOl Ceteng O Lhan b

DO MGE O AL v T

USRI e

Narst £ D e anute
I R LR

il VEY Je ety

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o Data yang harus Anda lengkapt

L Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebeiumnya?
{Jika Sudah. akan muncul formulir yang berisi
Nama Penerbit Izin, Nomor 1zin, Lampiran File,
Tanggal Terbit)
2 Apakah Anda memiliki NPWP berbedakabang di
Jokasi ini?
[Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah
dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai
3 Nama Usaha/Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang
sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika
adal
[Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian
proyek kedua dan seterusnya ketika
mengajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI)
Lokasi Kegiatan Usaha
Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah
memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
{Jika Ya, akan muncul formulir yang berisi Nomer,
Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa
berlaku)

o n

Undang Undang Cpta Keria
Pasti, Mudoh, Cepat

¢ Data yang harus Anda lengkapl:
1. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan
Satuannya
Kedalaman Lokasi dan Satuannya
Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
Apakah perusahaan melakukan reklamasi?
Nama Peralran
Provinsi
[Akan muncul kolom Proyek Strategis
Nasional pada beberapa Provinsi tertentu,
Lalu, jika pilih 'Ya' termasuk Proyek Strategis
Nasional, akan muncul kolom selanjutnya
yang benisi Pilih Daftar Proyek Strategis
Nasional dan Upload Rekomendasi Proyek
Strategis Nasional (opsional))
7. Koordinat
(Unggah file koordinat Polygon dalam
bentuk excel)
8. Apakah lokasi lintas provinsi?

o B



o o/
s e~ e

¢ Jika pilih Ya pada pertanyaan ‘Apakah lokasi
lintas provinsi?, maka akan muncul data lintas
provinsi beserta alamatnya.

o Klik tombol Tambah Provinsi untuk
menambahkannya.

* Sistem akan menampilkan Form Lintas Provinsi
dan data yang harus Anda lengkapi:

Posisi Lokasl (Pilih lintas Daratan atau Laut)

Provinsi

Alamat

Kabupaten / Kota

Kecamatan
Kelurahan

e e

. R L L T
R L L

WE IO D WNN

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

[ — ¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1

Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Gedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilal Investasi (terisi otomatis)

¢ Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk

mengetahui skala usaha dan tingkat

risiko.

Undang Undang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Cepat

¢ Sistem akan otomatis menampilkan

skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data.

o Data yang harus Anda lengkapl:

1
2

3
4,
5

6.

Deskripsi Kegiatan Usaha

Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)

Jumlah Tenaga Kerja Asing

o Kiik tombol TAMBAH PRODUK/JASA

(lanjutke langkah10).

Undang Undang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Cepat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



10. Lengkapi Data Produk/Jasa

AN PUCDLE, LA

o Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Produk/)asa
(Jika pilih “Lainnya’, akan muncul kolom free text dan isi sesuai produk/jasa
yang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih |
2. Kapasitas (per Tahun)

.

3. Satuan Kapasitas
o Kliktombol SIMPAN,

11. Periksa Daftar Produk/Jasa

e

e Sistem akan menampilkan data:
— 1. Kapasitas

[aes e e | 2. Satuan

e 3. Jenis Produksi

e Tetapi, jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan, |alu klik kotak centang/checkbox pada
disclaimer yang tertera,

e v —

"

S S 5 A P | A4 it - b d

e Klik tombol SELESAL.

] Undang Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

12. Periksa Data Usaha

o Sistem akan
menampilkan data

m —_— 1. Bidang Usaha

|KBLI)
B o oo
A Vs 3, DataUsaha
o o Mt Yo o s & (Jumlah tenaga
i kerja dan Modal
Usaha)

DATA USAHA

o Klik kotak
centang/checkbox

o Klik tombol
3 SELANJUTNYA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

e Sistem akan menampilkan:

DA TAR €XCIATAN USAMA

1. KBLI
EEO N - 2 JoasiLm
3. Data Usaha
4. Skala Usaha
: 5. Tingkat Risiko
: 6. Pernyataan Mandiri
‘."."-l = 7. Status
Tl }'_'.,,' o ¢ Jika PKKPR diterbitkan
- - otomatis atau telah
éreotoms diverifikasi dan disetujui,

e o Anda dapat melanjutkan
. proses permohonan.
) (Jlka status 'PKKPR Belum
o Diproses’, lanjut ke langkah

J 13.b}
e Laluklik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA
a) Untuk Perizinan Non UMK Risiko Rendah lanjut ke langkah 14.
b) Untuk Perizinan Non UMK Risiko Menengah Rendah lanjut ke langkah 13.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti Mudah Cenat

¢ Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah
memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak
memenubhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181
PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan
Persetujuan KKPR [PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daersh
sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis “PKKPR dalam proses
verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melzlui proses Pemenuhan Persyaratan
pada menu yang sudah disediakan.

Informasi
e Tahapan ini juga berlaku sama untuk lokasi usaha di Hutan dan Laut, dengan
kondisi berikut:

a) Untuk lokasi usaha di Hutan dimana memerlukan pemenuhan
persyaratan dan verifikasi (Persetujuan
Penggunaan/Pelepasan/Pemanfaatan/Konservasi Kawasan Hutan)
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(Jika memerlukan rekomendasi Gubernur, dapat diajukan ke OPD
LHK Provinsi dan DPMPTSP Provinsi terlebih dahulu).
’ 3jak (PN 2 b) Khusus untuk KBLI Pemanfaatan Hutan, proses pemenuhan
peme0ses3n permaoho: telah persetujuan lokasi hutan dilakukan bersamaan dengan pemenuhan

Permohonan Persetujuan Kesesuaian

pembayaan PNED ' persyaratan perizinan berusaha oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
¢} Untuk lokasi usaha di Laut dimanz memerlukan pemenuhan
persyaratan dan verifikasi (KKPR Laut) oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Cototon Jiko muncul Informasi ini, Anda periu memenuhi PNBP terlebih dahuly, : Pasti, Mm(::,n‘

berdasarkan SPS yang diterima uniuk bisc melanjutkan proses permohonan Perizinan Berusaha

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

PORUMEN LINGEUNGAN ATAS KEGIATAN 17017 YANG WAJH DIFENUNI

pkgif uniuk kegatan usaha im Anda sudal

[
daf

. & &t 2 3
Smllx| peTsatiuu JEUNGan
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e Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 14.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 14.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih,

e Klik tonbol LANJUT.

¢ Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

o Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 15) tanpa melalui proses pemilinan

parameter
Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

m

e Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan” yang
harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

¢ Klik tombol LANJUT.

= ]
— e Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan
" . - : Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:
& st 1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter

yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan
usaha yang dilakukan.
(Kemudian sistem akan menampilkan jenis
; kewajiban dokumen lingkungan yang harus
. it dipenubhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
= 2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yang dilakukan.

o Klik tombol LANJUT.

@ s mT s e e e

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

FCINIATLAR MAN

MEMATA EROELAMA AN SEAMANAN SEREMATAN AN P, ES 1A AN PUNGT LINGGREAN S

¢ Sistern akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri berdasarkan UU
CK Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan
sebelumnya.

e Baca, pahami, dan klik kotak centang/checkbox pada setiap Pernyataan Mandiri
yang tertera.

¢ Klik tombol LANJUT. Pasti Mv::‘(':z

16. Periksa Draf Perizinan Berusaha

e Sistem akan
menampilkan draf NIB,
lalu kiik kotak
centang/checkbox pada
disclaimer yang tertera

| » Klik tombo! TERBITKAN
PERIZINAN BERUSAHA.

| - JTERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

17. Perizinan Berusaha terbit
Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Trgew

e
L oo Limant Usdw (s mate
e Hear

» Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombo! CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

« Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.
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Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

o Perizinan Berusaha telah terbit,
meliputi:
| | B, kik tombol CETAK NIB,
: 2. Sertifikat Standar, klik tombol CETAK
SERTIFIKAT STANDAR.
3. PKPLH/SKKL, klik CETAK
Persetujuan PKPLH/SKKL. (jika ada)
4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan
Cetak.

DAFTRA KIGUATAN LS

¢ Selanjutnya Anda dapat melihat,
mengunduh, dan mencetak

P produk perizinan berusaha
tersebut.

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

4 Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS
Pelayanan
5. Biaya/Tarif Gratis

6. Produk Layanan 1. NIB = Usaha Resiko Rendah
2. NIB + Sertifikat Standar =>Usaha Resiko
Menengah Rendah

7. Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan;
fasilitas; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
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Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

. Kursi Roda;

10.Toilet;

11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;

13.Komputer dan Printer;

14.Lemari dokumen;

15.Alat Tulus Kantor;

16.Sistem dan Informasi Antrian;

17.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual;

18.Website dan Email,

19.Internet (Wifi);

20.Kamera (CCTV);

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

© © N o w;

3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;
Saran, dan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 4. Pengaduan dan Kuesioner online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages
/bidang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-
9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.

11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
Pelaksana (lima) orang

12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwuyjudkan dengan adanya kepastian

persyaratan, waktu, dan biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO
TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional,
Inovatif, Senyum)

nalli
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13. | Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata

. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi

tanda tangan elektronik dan barkode,
sehingga dijamin keasliannya.

14. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Survei Kepuasan Masyarakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk
Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan
mengisi  Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website
/elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan

melalui pengukuran Penerapan standar

pelayanan yang dilakukan  Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

Petugas Pelaksana pelayanan diberikan

Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun

dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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8. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

NO | KOMPONEN URAIAN
1. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Hukum

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir]
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28 Tahun
2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepalal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembatal
Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha
Perorangan(WNI)

2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan

Hukum

Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;

Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang

diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

v
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;
A. Bagan alir Perizinan UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Orang Perseorangan

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi

. Notifikasi
perot e - 5"-"“"_";'“ Permohonan
rmohonan enampilkan verifikasi kebada
Berusaha melalui Notifikasi S
055 Pemenuhan

Sistem
Verifikasi Mengirimian
Pemenuhan 55 Sy Tagihan PNBP
oleh OPD ke Pelaku
Usaha

OPD, diikuti

permr.un 55 Kelengkapll"l
Persyaratan

Pelaku Usaha

PTSP Melanjutkan PTSP menunggu
Proses Persetujuan pembayaran PNEP
55 oleh Pelaku Usaha

Sudah

Terlewati Sistem
Otomalis

menerbitkan
S5 (Flktif
Positif)

\ Notifikasi Unit Pengelola
KURANG ) Unit Hak Akses
LENGKAP li  Pengelola melakukan

8 Hak Akses Persetujuan 55

Sistem 055 menyampaikan
permintaan untuk
melengkapi kekurangan

Belum

; ; Terlewati
Sistem 055 menyampaikan

penolakan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
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b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi

‘ Notifikasi v .
Permohonan Izi Hensmer'?ka S Verifikasi g Mes‘#l'mlm
ermohonan fzin ampilkan T erii P’ Pemt ngirimkan
Berusaha melalui Notifikasi VEn e Pemenuhanizin  camg YAl gy Taginan PNBD

055 Pemenchan OPD, ditkuti

Persyaratan Izin Kelengkapan
Persyaratan

ke Pelaku
Usaha

oleh PTSP

Pelaku Usaha PTSP menunggu
pembayaran PNEP

oleh Pelaku Usaha

PTSP Melanjutkan

Proses Persetujuan
58

Sudah
W Notifikasi Unit Pengelola Terlewati

KURANG ' Unit Hak Akses

LENGKAP il Pengelola melakukan

Hak Akses Persstujuan 55 Tl
Terlewati

Sistem 0SS menyampaikan
permintaan untuk
melengkapi kekurangan

Sistem 0SS menyampaikan
penolakan

B. Kategori Pelaku Usaha

Orang Persyaratan atau Persekutuan
Perseorang - Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan Terbatas (PT)
Perseorangan
- Perselkutuan Komanditer
Orang - Badan Hukum Lainnya
Perseorang - Persekutuan Perdata
- Koperasi

Badan Usaha

Badan Usaha
KPPA

- KPPA {Jasa Penunjang Tenga Listrik

Non UMK Kantor Asing)
Perwakilan _ KP3A

- KP3A — PMSE

i B ] - BUJKA
Pnline Single Submission Badan Usaha
IDSSi Luar Negeri
Rt ; r
i:‘"’;’“'ﬁa:’“‘: ':I‘:mh"':‘:’;:rif“;':“ & - Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
3 gl pe U usa yﬂl’lg T i 9 _
dalam kedua kelompok besar, yaitu - Pedagang Berjangka Asing
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non PSE Asing

Usaha Mikro Kecil (non UNMK) - Bentuk Usaha Tetap
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. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

. Kunjungi https://0ss.go.id
Pilih DAFTAR

Pilih Skala Usaha UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

C
1
2
3
4,
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
6. Masukan Kode Verifikasi
7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
9. Pendaftaran Berhasil

10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

% 38S8S BERANDIA INFORMASI EGULASI  PANDUAN

V

khi aha Mikro F
Regul vang tumpang tindik Ir. W Joko Widodo
dan prosedur rumil dipangkas Presicien Republik tndonosia

AJUKAN PERIZINAN fo AJUKAM PERIZINAN

PANDUAN OS5 LSAHA MIKRO & KECIL - USAHA MENEMGAH & BESAR |2

[F] vibeo £ MASUK SERAGAI

o Tutonal Pengmion LKPM Online i {m i nien KEMENTERIAN DAM LEMBAGA
Magsimana
Cara

mm > ﬂ k DPMPTSP

KAWASAN

k PENGADUAM MASY ARAKAT

] BERITA 8 PENGUMUMAN

Artitel Pembatasan Masubi Sementars flags Wargs Negars Asig ks indonesia

2. Pilih DAFTAR

)

I DAFTAR l MASUK

@Ei& ‘ )SS BERANDA  INFORMASI v  REGULASI  PANDUAN  KONTAK v
- AT

' Dengan Undang-Undang Cipta Ker|a
akan memudahkan masyarakat,

[ &) khususnya Usaha Mikro Kecil
Regulasi yang tumpang tindih
e 2 @ Ir. H. Joko Widodo

dan prosedur rumit dipangkas Bhradichds I frcionanie

@

AJUKAN PERIZINAN USAHA

MENENGAH & BESAR

L) LT}
AJUKAN PERIZINAN USAHA S
PANDUAN OS5 (Q) MIKRO & KECIL :;‘0_;

[¥] viDEO ™| MASUK SEBAGAI % ke
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3. Pilih Skala UMK

ESispakah Anda ?

. PEMNTENG? Dy peelaig aPy yaeing beialh rrsers bl Aonsess oF Sty OS5 T aliaken rridmeis rrmsrgou e m
b LS bl o iF ik

Q. Q

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

i J ol R g
Leiiy skl
i s

4, Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Skl Uisaha Ancls acisiah UM & Pilih Jenis Pelaky Usaha

. {Orang Perseorangan atau
Pl " . J Badan Usaha)

e Lengkapi formulir

- pendaftaran yang tersedia
Kamball

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)

e Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang
Skala Usaha Anda adalah UMK Perseorangan

[t - | * Data yang harus Anda lengkapi:
\ J 1. MNomar Telepon Seluler

2. Alamat Email

s Centang Kolom Pernyataan

[rr— | s Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
: : Email untuk menerima Kode
PRy Do fionuet diiylanas ima Andy sUdsh Deng Verifikasi melalui email

e e Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
el Whstadpg: WhatsApp untuk menerima Kode
Verifikasi melalui WhatsApp
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6. Masukkan Kode Verifikasi

a) Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)

o Verifikasi Whatsapp

Kode Verifikas) telah terkirim -

Silakan penkss Whatsapo Anda di

m Barbarl Kode

s Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kode Verifikasi vang telah terkirim melalui WhatsApp

b) Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke WhatsApp)

o Verifikasi Whatsapp

Kode verifikas) telah terkdrim -

Silakan penkss Wharsano Anda di

s Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

s Masukkan Kode Verifikasi vang telah terkirim melalui Whaots4pp

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

o Lengkapl Nama Lengkap

BEls Lhamhg: Mncils sclanat LikEE
¢ Buat Password Baru

- [[ e e Password yvang dimasukkan minimum 8 karakter,
kombinasi huruf kapital huruf kecil, angka, dan
s o karakter spesial (|@#$%&"_-)

s Ulangi Password

SRR | . i konfirmasi
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8. Lengkapi Data Pelaku Usaha

e # [Lengkapi Nomor Induk Kependudukan
+ [ilih Jenis Kelamin
s [engkapi Tanggal Lahir

e Lengkapi Alamat sesuai dengan KTR

¢ Pilin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa sesuai dengan KTP

s Centang Disclaimer

e Klik Daftar

C— 1 ] ndan un

9. Pendaftaran Berhasil

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

+|OSS
WALDA M ALIVIYVARDA
e

Username o

Password T
i
@

2000
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11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

OSS

HIMINTIRIAN AVEETASL

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko
Menengah Tinggi dan Tinggi - Orang Perseorangan

Akses Usaha
2. Kunjungi htps://oss.g0.id/ 10. Periksa Daftar Produk/Jasa

3. Pilih MASUK 11. Periksa Data Usaha
4. Masukkan Username dan Password 12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

beserta CAPTCHA yang tertera, lalu 13. Periksa dan Lengkapi Dokumen
klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih

Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

Permohonan Baru 14. Pahami dan Centang Pernyataan
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha Mandiri
7. Lengkap? Data Bidang Usaha 15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha 16. Perizinan Berusaha terbit

Lanjutkan langkoh-langkah Pemenuhan Persyaratan dolom proses mendapatkan NIB
{untuk operasional dan komersial) don Sertifikat Standar terverifikasi/ Izin terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

W OSS

Hak akses berupa username dan [ .......... ]
paiswnrd wang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

DAFTAA | Sk

akan ma

schalan masy:
¢ = Lsaha Mikro kel
Regulasi yang tumpang tindih

dan prosedur rumit dipangkas @

r Dangan undang-undang Ciplas Kerja
E akal,

. H. Joko Widodo
Srim drin Hepubid indon e

ATEKAM BERITINAN
USAHA MENENGAH & BESAR

Elmazum sEoasAl
WEMENTERIAN AN LEHEACA
DEMETIP

RAWRSAN

h PEMTADUAN MASYAIRAKAT

ST BERITA & PENGUMUMAN

Arihal Fentatrran Hissh Semeriain Sag Ve e paes Aing 3s oo Lot

Paranalvann varm me) il NELTHUE 5 ey ki
bucipeiiat unlck 1

3. Pilih Masuk

i =]

Dengan undang-undang Cipta Kerja

in, M. Joks Widods

ASUKAM PERHTINAN
UEAHA MIKRD & KECIL

PANDUAN OS5 ASUNAN PERIEINAM

USAHA MENENGAM & BESAR

4., Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA
yang tertera, lalu klik tombol MASUK

Limna Kata Sandi?

Belum mempunyai Hak Akses?

Cratrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pililh Permohonan Baru

‘Selamat datang,
e ]
¥ ©SS
[ “‘PERMOHONAN BARU j
FERUBAHAN
v

NIB Izin i

PEMGEMBANIAN

FEALUASAN

saha (MIB) adalah bukti BERCAMIEAN

135 hagl

sat stau

SEMENLIHAN FERSYARATAN jib dimanihl aieh

Pelaku Ussha ehelum medaksanakan keglatan

mierniulai kegintan usata

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

== ]
- , e Sistem akan menampilkan data secara otomatis

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

. Alamat Sesuai KTP

e Data yang harus Anda lengkapi
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pribadi)
2. Email
3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
4

N

e BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa
dilanjutkan walupun Pelaku Usaha bekum
— memiliki  BPJS Kesehatan atau BPJS
% Ketenagakerjaan
= | e Klik tombol SIMPAN DATA

e Klik tombol ISI BIDANG USAHA

= Sistem akan menampilkan Form Pemilihan
Bidang Usaha

] « [ata yang harus Anda lengkapt
1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung,
f ! Kantor Cabang Administrast, atau
| : | Pendukung LIMEKL}
2. Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistem akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yvang
sesual dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usahal
3 Uraian Bidang Ussha, akan otomatis terisi
oleh sistemn setelah memilih KBLI/Bidang
- U=aha
4,  Ruang Lingkup Kegiatan

Caototon: Peloku Usoho daopot mengecek nomor KBL melolul
httns: o= oo idfinformasik bl berbasic-risiko & K“k tombol SIMPAN.
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8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Luas Lahan Usaha
Jika mengajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI, maka
pada proyek kedua dan seterusnya akan muncul
pilihan Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi
yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?, lalu
pilih yang sesuai.

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan ini sudah berjalan?

Nama Usaha/Kegiatan

10. Modal Usaha (setelah pengisian modal usaha,
sistemn akan melakukan validasi skala usaha dan
tingkat risiko)

W am kW

s Klik tombel VALIDASI RISIKO

e Menengah Tinggi

e Sistem akan otomatis
w menampilkan skala usaha dan
, tingkat risiko pada usaha Anda

berdasarkan pengisian data.

e Datayang harus anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan
berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isilah dengan perizinan berusaha

i Pemiidnas yang sudah dimiliki)

oy 2. Jangka Waktu Perkiraan
e e e Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi Kegiatan Usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

e Klik Tambah Produk/Jasa

e Tinggi

e Setelah pengisian modal usaha, sistern akan

m melakukan validasi skala usaha dan tingkat

: risiko, jika risiko usaha adalah Tinggi dan

lokasi usaha terdapat kawasan, sistemn

menampilkan form dengan data yang harus

anda lengkapi:

5 e 1. Apakah Lokasi usaha berada di
kawasan? (Jika Ya, pilih Nama Kawasan)

2.  Apakah sudah memiliki perizinan
berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isilah dengan perizinan berusaha yang
sudah dimiliki)

3. Jangka Waktu Perkiraan

Beroperasi/Produksi
T T o o | 4 Deskripsi Kegiatan Usaha

5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

sufin Arsda, Sy

e Klik Tambah Produk/Jasa
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9. Lengkapi Data Produk/Jasa

1. Jenis Produk/Jasa
2. Kapasitas (/Tahun)
3.  Satuan Kapasitas

e Klik tombol SIMPAN

Kapasitas / Tahun Satuan Kapasitas -

10. Periksa Data Produk/Jasa

Daftar Produk/Jasa

TAMBAH PRODUK/JASA

Mo Kapasitas Satuan Jenis Produksi

; 100 Kursi Pendidikan Swasta D" ]

e Sistem akan menampilkan:
1. Kapasitas

2. Satuan

3. Jenis Produksi

¢ Klik tombol SELESAL.

DATA LFSAHA

e Sistemn akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha [KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha

e Klik tombol SELANIJUTNYA.
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11. Periksa Daftar Usaha

Data Usaha
No Bidang Usaha Lok@si Usaha Data Usaha
Alarmat - J1 Japos Raya
Kelurahan ;: Paninggilan Jumiah Te Keria Indo £ ”
] 47243 - Perdagangan Eceran Kopl, Cula Pasir dan Cula Merah Kecamatan : Clledug AETMERY AR MR HRSICIN E!’ [}

2 M ] a : Bp 150.000.004
Kab/Kota - Kota Tangsrang odal Usaha : Rp 150,000,000

Provinsi - Banten

item Per Halaman 10 v -

Lanut

s Sistern akan menampilkan data
1. Bidang Usaha [KBLI)
2.  Lokasi Usaha
3. [Data Usaha (Jumiah tenaga kerja dan Modal Usaha)

o Klik tombol SELANIJUTHNYA

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

DAFTAR KEGIATAN USAHA

DmyaraE b ST

I PROSES PERIZINAN BERUSAHA

« Sistermn akan menampilkan: o Klik ikon “W",

KBLI

Lokasi Usaha « Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA.
Data Usaha

Skala Usaha

Tingkat Risilo

Pernyataan Mandin

Status

b B =3 T P N R

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha
tertentu)

CORLIWIEN LINGRLINGAN &TES EEGIATAN BS4FT YANG WAME CPENUMI

- Sistern akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" yang harus Anda pilik:
a, Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 13.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dirmiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada keglatan usaha terpilih.

= Klik tombol LANIUT,
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+ Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha danfatau Kegiatan"
yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

« Klik tombaol LANJUT.

MHOIAWIEN LINGELUNGAN ATAT KEGIATAM 889 1 YANDG WA PENRG

= Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.

= Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) tanpa melalul proses
pemilihan parameter

m « Jika Anda belum memiliki Dokumen
Persetujuan Lingkungan, maka data yang
' harus Anda lengkapi:

1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi
it | S i parameater yang tertera pada formulir
sesual dengan kegiatan usaha yvang
dilakukan.

: (Kemudian, sisterm akan menampilkan
- - jenis kewajiban dokurmen lingkungan
yang harus dipenuhi, seperti SPPL,
UKL/UPL, atau AMDAL))
2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan
uraian kegiatan usaha yang dilakukan.

« Klik tombol LANJUT
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

e

e Sistermn akan menampilkan
berbagal macam Pernyataan
Mandiri sesuai dengan data
dan informasi yang tersimpan
sebelumnya, seperti
Pernyataan Mandin K3L,

R R L T Kesediaan Memenuhi Standar

Usaha, KKPR, SPPL, dll.

& Haca, pahami dan klik checkbox
rmasing-masing PERNYATAAN
MANDIRI,

s Klik LANIUT

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

| -~ WTERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

» Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu kiik ketak centang/checkbox

=« Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

16. Perizinan Berusaha telah terbit (SS/Izin belum terverifikasi)

T — = Perizinan Berusaha telah

terbit, meliputi;

(e e DR e = 1. Risiko MT = NIB dan S5
s : belurm terverifikasi

2. Risika T=lzin

« Anda dapat melihat,

mengunduh, dan mencetak
prr—— ey produk perizinan berusaha
tersebut,

¢ Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan adalah UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan
pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan terlebih dahulu ke instansi yvang benvenana.

# Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, untuk mendapatkan Sertifikat Standar
terverifikasi dan Izin, maka lakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan klik
di sini atau buka menu Pemenuhan Persyaratan.
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E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan

‘2. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan

‘3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

‘4. Tunggu Proses Verifikasi dan Persetujuan Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
'5. Perizinan Berusaha Terbit

1. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan

PERMOHONAN BARL
FERUBAHAMN
FENGEMEBAMNGAN
PERLLIASAN

PENCABUTAN =

| PEMENUHAN PERSYARATAN

2. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Tinghat Stutis Parlzinan
o Slatus Pememhan

L
Mo KBLI Lokasi Usaha Data Usaha Riniko Marunsha

Alsmat | Jalan

Kelurahan

Prarlinga lumilah Tenagn Korja 5

HIB terbil .
A S Kecamatan Indonesia 8 isaha Menengah : BElum melengkam
1 B5407 Zertifikat Standar belum 2 -

Petang Modal Usaha  Ap E&cil Tinggi pErsyaratan
tarverifias

Eab/Kota  Kab 3,000,000 00

Badung

= ke

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

Farm Pwrermahan Standar eshe

s Klik tombol PILIH FILE dan
unggah dokumen yang
sesuai, (Maksimal upload file:
5 MB])

s Klik centang/checklist
disclaimer

¢  Klik tombol LANIUT
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berusaha

4. Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi perizinan

DAFTAR KECLATAMN LISAHA

=] "
& mrwi Vevage b

T i
AL TN i W regr
Lo Wain

s F ta-t
. i Srwiar bt e

Perubahan status
pemenuhan setelah
mengunggah dokumen
persyaratan.

DAFTAR KEGIATAM LISA A

Perubahan status
pemenuhan setelah
dokumen persyaratan yang
diajukan telah disetujui dan
parmohonan sedang
diproses cleh kewenangan
terkait.

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Juniah Tenags K=

Aiomsl Lnahs R 300,000 0C

sehingga perizinan berusaha telah terbit.

Status pemenuhan setelah diverifikasi dan disetujui oleh kewenangan terkait,

5. Perizinan Berusaha telah terbit

& Buka menu PERMOHONAN BARU, [alu

DAFTAE FERT BN BFEFULANE

sistem akan menampilkan DAFTAR
PERIZINAN BERUSAHA
[Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA, lalu klik IZIM.)

s Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi

1. MNIB, klik toembol CETAK NIB.

2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

3. Sertifikat Standar/1zin, kiik CETAK
SERTIFIKAT STANDAR/CETAK IZIN va ng
telah terverifikasi/disetujui (tergantung
risiko usaha)

4. PEPLH/SKEL, klik CETAK PERSETUJUAN

PKPLH/SKKL (tergantung jenis dokumen
lingkungan yang dibutuhkan)

s Anda dapat melihat, mengunduh, dan

mencetak produk perizinan berusaha
tersebuit,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
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a) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

c) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin)
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4. Jangka Ditentukan oleh Sistem OSS
Waktu
Pelayanan
5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) -»Usaha Resiko
Layanan Menengah Tinggi
2. NIB + Izin ®Usaha Resiko Tinggi
7. Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, 5 [ oket pelayanan Front Office;
dan/atau
fasilitas: 3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / Manual,
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);
8. |Kompetensi |1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial,
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9. |Pengawasan | Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10. |Penanganan | 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

Pengaduan, |2. E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;

Saran, dan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Masukan 4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id /pages/bidang-
pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11. Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
Pelaksana
12. Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan

Pelayanan prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dan biaya;
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a bk

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13. Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata

. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi tanda tangan

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14. |Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Survei Kepuasan Masyarakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner
Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website
/elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara

berkala dan periodik);
Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurang- kurangnya 2 kali setahun dan Punishment
apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik
pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di  : Lewoleba
Pada Tanggal :7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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9. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL
(UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA

No Komponen Uraian
1. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI)

2. Memilih  Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan
Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan
di oss.go.id.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alur Perizinan Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan tinggi

a.

Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
OPD, ditkut:
Kelengkapan
Persyaratan

Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi

Sistermn 0SS menyampaikan
permintaan untuk
melenglapi kelcurangan

KURANG
LENGKAP

Sistern 0SS menyampaikan

penciakan

Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
OPD, diikuti
Kelengkapan
Persyaratan

Sistem
Menampilkan
Notifikasi
Pemenuhan
Persyaratan lzin

Permohonan lzin
Berusaha melalui
0SS

Pelaku Usaha

Sistem 0SS menyampaikan
permintaan untuk
melengkapi kekurangan

Sistem 0SS menyampaikan

penolakan

B. Kategori Pelaku Usaha

Orang
Perseorang

Badan Usaha

/4

Non UMK

Online Single Submission

1088)

Derbasin risiko memberikan layanan

bagl pelaku usaha yang terbagl ke
alam hedua kelompok besar, yaitu
saha Mikro Keoll (UMK) dan Non

! naha Mikro Kecll (non UMK)

Luar Neger!

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemenuhan lzin

\
\ Poembaerl War

Terlewati

Undang-Undang Gpta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi

Sistem
Mengirimkan
Tagihan PNBP

ke Pelaku

Verifikasi

oleh PTSP

PTSP menunggu
pembayaran PNBP
oleh Pelaku Usaha

PTSP Melanjutkan
Proses Persetujuan
S§

Sudah
Terlewati

Sistem
Otomatis

Unit Pengelola
Hak Akses
melakukan

Persetujuan 55

menerbitkan
SS (Fiictit
Positif)

Belum
Terlewati

Undang-Undang Clpta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Parseroan Terbatas (PT)
Pors Terbatas (PT)
Porseorangan

Porsekutuan Komanditer
N
Pe

Koperasi

sy Hukum Lalnnya

okutuan Perdata

KPPA

KPPA (Jasa Panunjang Tengas Listrik
Asing)
KP3IA
KPIA
DBUIKA

PMSE

& darl Luar Negorl
N Pedagang Berjang
PSE Asing
Bentuk Usaha Tetap

s Asing




C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil ( Non
UMK)

Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih DAFTAR

Pilih Skala Usaha Non UMK

Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK
Lengkapi Formulir Pendaftaran

Masukan Kode Verifikasi

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha

O 0Nk L=

Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
10.Pendaftaran Berhasil

11.Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke system OSS
1. Kunjungi https://oss.go.id/

2. Pilih DAFTAR

Wy ©OSS

>

&

) MALUK SEBACAI

3. P111h Skala Usaha Non UMK
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4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

Skala Usaha Anda adalah Non UMK o Pilin Jenis Pelaku Usaha
{Orang Perseorangan atau
[ : . ] Badan Usaha)

o Lengkapi formulir

n pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
Lengkapi data Jika sebagai Non UMK (Badan Usaha)

e DBilih Jenis Pelaku Usahz Badan

Saaia Usaha Anca adaiah Non UMK Usaha
E - e j e Pilih Jenis Badan Usaha (PT,CV,
. Firma, Persekutuan Perdata,
S e . Koperasi, Persyarikatan atau
Perkumpulan, Yayasan, Badan
N Layanan Hukum, atau Perum)

e Data yang harus Anda lengkapt:
1. Nomor Telepon Seluler
2. Alamat Email

e Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
:1';:: By ead AEr SOPTCY et weaer AnCs E'm"’

Lengkapi data sebagai Non UMK Kantor Perwakilan

e Pilih Jenis Pelaku Usaha Kantor
Shals Usata Anda adatah Non UMK Perwakilan

E A——— j e Pilih Jenis Kantor Perwakilan (KPPA,
: KPPA (Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Asing), KP3A, KP3A PMSE, atau BUJKA)

Dats Saun Lot DuesDengurs e Data yang harus Anda lengkapi:
) — 1. Nomor Telepon Seluler
2. Alamat Email

Oute Karw Summaiion @ Patorssn e Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
e Email
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Lengkapi data sebagai Non UMK Badan Usaha Luar Negeri

e Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha
Shale Lisaha Atwln sctulah Nor UMK Luar N.’.ﬂ

E j + Pilih Jenis Badan Usaha Luar Negeri
(Pemberi Waralaba (STPW),
Perdagangan Berjangka Asing, PSE
Asing, atau Bentuk Usaha Tetap)

210 Sope e ey iy fen Wahes | aee | e

e Data yang harus Anda lengkapi
b | 1. Nomor Telepon Seluler

2. Alamat Email

A *  Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
Email

== -

6. Masukkan Kode Verifikasi
Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke
Email)

r

Kode Verifikasi telah terkirim ke Emad
Anda

o Klik Perbarui Kode untuk mendapatkan Kode Verifikasi Baru

o Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha)

e Lengkapl Nama Badan Usaha
¢ Buat Password Baru

T s o Possword vang dimasukkan minimum 8 karakter,
-< ] kombinasi huruf kapital huruf kecil angka. dan
e karakter spesial (|{@#$%8°_-)

e Ulang Password
[ === e Klik Konfirmasi
)
J
=3

Undang Cipts Rasjs
Pastl, Mustah, Cepat
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Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Kantor Perwakilan)

Ve s Ae b e e

 Lengkapi Nama Kantor Prinsipal

¢ Buat Password Baru

o Possword yang dimasukkan minimum 8 karakter,
kombinasi huruf kapital huruf kecil angka dan
karakter spesial ({@#$%8"_-)

o Ulangi Password

o Kiik Konfirmasi

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha Luar Negeri)

Lengkap Nama Kantor Prinsipal
Huast Password Baru
Password yang dimasukkan minimum 8 karakter

Ulang: Password
Kk Konfirmasi

e e )
Pon wmabon s

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha
Lengkapi Data Badan Usaha dan Badan Usaha)

Thale Linats Arvie mtased te LR

-e boar -

-t ———

e lLengkap NPWP Badan Usaha

e Lengkap Nomor SK Pengesahan Terakhir
e Lengkap Nomor Induk Kependudukan

e Loengkap: Nama Lengkap

e Db Jenis Kelamin

e Lengkap Tanggal Lahir

ol Undariyg Unitang Cipts Seije
Poar Mugan (apar
e lLengkap Alamat sedunl dengan KTP

« b Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan/Desa cowunl dengan wip

e« Contanyg Disclaimer

e Fik Daftar

Vrssbany Utibaiig Clpte Reija

Faskl Muden (sper
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Lengkapi Data Kantor Perwakilan - WNI (Kantor Perwakilan)

e b Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri
¢ Dih Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab Kantor
Perwakilan

e Lengkap Nomor Induk Kependudukan
¢ Lengkap Nama Lengkap

s Puin Jenis Kelamin

e Lengkap Tanggal Lahir

o Lengkap: Alamat sesual dengan KTP

* DU Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa

sesua dengan KTP
s Centang Discloimer
o ¥k Daftar

Lengkapi Data Kantor Perwakilan - WNA (Kantor Perwakilan)

&
ene—m

S v - w— -

e —— > —

e e e e e —

ih Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri

Pilin Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab Kantor
Perwakilan

Lengkap: data Nomor Paspor
Lengkap: Nama Lengkap

2h Tanggal Kadaluarsa Paspor
Piih Kewarganegaraan

ih Jenis Kelamin

P Tanggal Lahir

Lengkap! Alamat sesual Paspor

Centang Disclaimer

Lengkapi Data Badan Usaha Luar Negeri - WNI (Badan Usaha Luar Negeri)

Pilih Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri

Pilih Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab Badan
Usaha Luar Negeri

Lengkapi Nomor Induk Kependudukan

Lengkap: Nama Lengkap

Pilin Jenis Kelamin

Lengkap: Tanggal Lahir

Lengkapi Alamat sesuai dengan KTP

2l Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa

sesual dengan KTP
Centang Disclaimer
Klik Daftar
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Lengkapi Badan Usaha Luar Negeri (BULN) - WNA (Badan Usaha Luar

Negeri)
= :«::- __"','_ g « Dilih Data Kantor Prinsipal di Luar Negeri
——————— = b Kewarganegaraan Kepala/Penanggung Jawab
Badan Usaha Luar Negeri
e e e Lengkapi data Nomor Paspor

e Lengkap Nama Lengkap
e Pilih Tanggal Kadaluarsa Paspor
s Dilih Kewarganegaraan
e iin Jenis Kelamin
e ©Dilih Tanggal Lahir

) e Lengkap: Alamat sesual Paspor

: e Centang Disclaimer
j e Wik Daftar

9. Pendaftaran Berhasil

Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran
Silahkan penksa kota masukemall Anda untuk melihat

Rincian akun 0SS

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password
- | OSS

— e — e ———

......... - sssssssssseassssssssss - msmammnn - T

Usermame —e
Password ——

O oo o

11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

¥ 0SS

AEMERTTRAN AT
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D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro
Kecil (UMK) Menengah Tinggi dan tinggi - Badan Usaha

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

Kunjungi https://oss.go.id/

Pilih MASUK

Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

8

9

Rl

Lengkapi Data Usaha
. Lengkapi Data Detail Usaha
10. Lengkapi Data Produk/Jasa
11. Periksa Daftar Usaha
12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)
13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha
17.Perizinan Berusaha Terbit

Lonjutkan long ikith Pemenuhon Pwsyaraton f mendapotkon NIB
(untuk operasional dan komersial) don Sertifikat Standar terverifikasi/ Lzin terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
| % ©OSS

Username s
Hak akses berupa username dan ‘ Password | s
PUSEWOIY Jariey ey R ke

e-mail yang dicantumkan pada

saat pendaftaran

2. Kunjungi https://oss.go.id/
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3. Pilih MASUK

“VOSS - -

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera,
lalu klik tombol MASUK

¥ 0SS

AEMERTAAR AT

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

L

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

« Lanjutkan lsngkah berkutngs sesuai dengan jenis Badan Usaha Anda dengan

MONdS! Denkut

3) Jika berens Perseroan Terbatas (PT) maka ian ut ke langkah 6.2

bl Jika berens Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. maka lanjut ke langkah 6.b
¢} Jika berjenss Persekutuan Komanditer/CV. maka lan ut ke langkah 6.c

d) Jika berjenis Persekutuan Firma maka lanut ke langkah 6.d

&) Jika berjenis Persekutuan Perdata maka lanjut ke langkah 6.e

Jika berjenis Koperasi. maka lan/ut ke langkah 6.

g9l Jika berjenss Persyarikatan/Persekutuan maka lanjut ke langkah 6.9
hl  Jika berens Yayasan, maka lan ut ke langkah 6.h

il Jika berjenis Perusahaan Umum (Perum). maka lan ut ke langkah 6.
|| Jika berjenis Badan Layanan Umum. maka fanjut k= langkah 6

Kl Jika berjers Badan Hukum Lainnya maka lanjut ke langkah 6k

o Setelzh langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing) sudzh dilengkap. Anda dapat
jut k= langkah 7
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Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku Usaha (badan usaha)
a) Perseroan Terbatas (PT)

e Sistem akan menampilkan data Badan Usaha

e yang tertarik dari system AHU online khusu
untuk jenis usaha PT,PT Perseorangan, CV,
Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi

Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis
! usaha lainnya harus melalui proses
perekaman (izi secara manual) dalam system

e Data yang harus dilengkapi
Masa Berakhir Legalitas
Alamat Badan Usaha PT
Kecamatan
Kelurahan/Desa

RT/RW

Kode Pos

Email Badan Usaha PT
NPWP Badan Usaha PT
Nomor Telepon

LNV A WD

e Sistem akan menampilkan data secara otomatis
Nama Badan Usaha PT

Jenis Badan Usaha

Status Badan Hukum

Jangka Waktu PT

Status Penanaman Modal PT

Provinsi

7. Kabupaten/Kota

S

e Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling
terbaru yang terdaftar dalam system AHU online

e Sisterm akan menampeikan form
» Tl Dama A
ark Data AHU secara otomatis
| Jenis Perusahaan

Nama Perusanaan

Nomor Identitas

o Porksa kesesuaian data
yang terters, Iaiu Khix tombol

Simpan Data

e Jika terdapat data yang

_ tidak sesuai. segera

hubung: Notaris Anda

e Sintem akan menampilkan data secara otomatis (dalam bentuk nominal uang)
| Modal Dasar
l Modal Ditempatkan
5 Modal Disetor

e Datayang harus Anda lengkapl
| Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)
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TH RS PTAAS BaiA0 A

s e e - e Sistem akan menampilkan data secara
otomatis:
1. Data Dasar Pembentukan Badan
Usaha
- 2. Data Pengurus dan Pemegang Saham

— 3. Data Maksud dan Tujuan

[ == memensr =St |

. s

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku usaha
sesuai dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

o Kiik tombol! SIMPAN, 'alu akan muncul pesan validasi
(Jika belum lengkap dan sesuai, harap hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU,
Kemenkumham)

o Jika data tervalidasi lengkap dan sesual, lalu kiik kotak centang/checkbox.

o Kk tombol SELANJUTNYA.

8. Lengkapi Data Usaha

o o— ®
earmeces o Klik tombol TAMBAH
p—— BIDANG USAHA teriebih
- s = —— dahulu
o Sistem akan
menampilkan Formulir
l Perekaman Data Pelaku
Usaha (Badan Usaha)
e e Lalu Kik tombo! PILIH
BIDANG USAHA
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I
untuk mengis: Pemilihan Bidang

Usaha.

o Data yang harus Anda lengkape

1. Jenis Kegiatan Usaha [Pilih Utama atau
Pendukung
Bidang Usaha
Uraian Bidang Usaha terisi otomatis)
Ruang Lingkup Kegiatan
Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk ke dalam ketentuan BUPM
akan muncul pilihan kegiatan, 12y
o [ | pilih kegiatan usaha sesual dengan
kegiatan yang diiakukan oleh Pelaky
Usaha

oy B o o

Cototon Peioky Usoha dopat mengecek nomar KBL! meloty

4 g oy ot ¢ Kiktombo! SIMPAN.

9. Lengkapi Data Detail Usaha
Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT

N e vl

o Data yang harus Anda lengkap:
o * | 1 Apakahsudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?

(Jika Sudah, akan muncul formulir yang berisi Nama
Kodih s el VWP ; Penerbit [zin, Nomor [zin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
Ao 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

(Jika Ya. akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15
digit nomor NPWP yang sesual)
. Nama Usaha / Kegiatan
4, Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama
dengan kegiatan usaha sebelumnya? (jika ada)
[Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek
kedua dan seterusnya ketika mengajukan lebih dari
bidang usaha/KBLI)
5. Lokasi Kegiatan Ussha
6. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
i @ e (Vi ()l 7. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?
(Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait Status
Lahan Usaha dan pilih yang sesuail
8. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan
K bt st 2 : dan pmh yang sesuail
—_— [Jika Milik Sendiri, 3kan muncul formulir Detail
Bangunan seperti jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF
bidnosiniogm di bagian setelah pengisian lokasi usaha, falu lengkapi
otlmpnty! N Q) yang sesuai)

W’

Nera ity gy 3

oWt gt
UL © T fa)
e g

NI

(S
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e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah |lokasi usaha berada dalam lintas
provinsi/kabupaten/kota?
2. Alamat Usaha
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada
Kawasan, akan muncul pilihan terkait
Apakah lokasi usaha berada di Kawasan
(KI, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.
b) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada
Kawasan, skan muncul Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, lalu pilih yang sesuai.
Kode Pos
Tipe Gambar Peta
a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan
Longitude sesuai dengan lokasi usaha.
b) Jika Polygon, maka unggah file polygon
dalam format SHP Complete.

o n

L PRI e v!mmvﬂrq-\.""unr

e PRNLY AYAYS %

05 B84 24643500807 M ARSI M0 AR .
AR TIIATIRRRIOL & TMOM AL 8 T )
OO A \\uk-»— P AN e AT |
PR T U PAORASAN G & TR LA e T L Ve

* Jika Point, maka isilah titik Latitude dan ‘ lygon
Longitude sesuai dengan lokasi usaha. . 2$?hm?;:a:on:g'm le polyg

¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan
pengembangan Objek Vital Nasional?
(Jika Ya, maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional )

o Lalu klik tombol CEK RDTR dan Kegiatan. (jika ada)

a) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi
sesuai RDTR, maka akan muncul notifikasi
ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika
sudah sesuai maka dapat klik tombol LANJUT.

b) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, sedangkan kegiatan usaha
dan lokasi TIDAK sesuai RDTR, maka Anda harus mengubah
KBLI atau lokasi usaha dengan klik tombo! BELUM.

¢} Jika lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR, maka akan muncul
pertanyaan terkait dengan Pasal 181 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021

.......

Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat
O i e g a9 e _
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e Data yang harus Anda lengkapi:
Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Gedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilai Investasi (terisi otomatis)

WO IO DN -

* Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
mengetahui skala usaha dan tingkat
risiko.

—— e Sy

— e e e e e - et — e

* Sistern akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data,

e Data yang harus Anda lengkapt:

1. Deskripsi Kegiatan Usaha

2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
Tenaga Kerja Indonesia {Laki-Laki)
Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)
Jumilah Tenaga Kerja Asing

o A w

B | . i omibol TAMBAH PRODUK/IASA

(lanjut ke langkah10).

Undang Undang Cpts Katja

Posti, Mudah. Copat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN

PSS e
L= = 2 ok ]

o

a2 oz e T

b e S L R

L I
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o Data yang harus Anda lengkapt
1 Apskah sudsh memilil periinan berussha yang sebelumnys?
Tz Sudah 2+zn muncul formulir y2ng bens Namaz Penerdt
2in, Nomor izin, Lampiran Fie, Tanggal Terbd]
2 Apakah Andz memiliki NPWP berbedalcabang di lokasi ini?
%z Ya zkan muncul kolom NPWP dan isian dengan 15
digit nomor NPWP yang sesuai)
Nama Ussha / Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama
dengan kegiatan usaha sebelumny2? (ika ada)
{Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian proyek kedua
dan seterusnya k=t ka mengaukan lebih dari 1 bidang
usaha/KBU
Lowas: Kegatan Usaha
6 Apakah sudsh memiliki IPPKH Persetujuan Pelepasan
Kawasan HutanyPemanfaatan Kawasan Hutan/Konsenas
Kawasan Hutan sebelumnya?
[z Sudah, 2kzn muncul formuliir yang berisi Nomar,
Lampiran Fle, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa beriaku)

ol

w




7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:

a) Jika pilih Penggunaan / Pelepasan, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Penggunaan /
Pelepasan) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah
lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?

b) Jika pilih Pemanfaatan / Konservasi, akan muncul pilihan yang berisi Jenis (Pemanfaatan
/ Konservasi) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Luas Lanan Usaha

Apakah memerturan Dangunan
y O Ya (O Texak

untue tegatan usahas v () O

Ap30 oM loh xy usahg berads

dalam hntas ~ ¥a

Sravmal Y abupsten ‘sutal
o
P hrp e astis aiae ML Ve Talemal hwAs mE ol .

e e § aba . b

e Data yang harus Anda lengkapi:
1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika Ya, akan muncul formulir pilihan terkait Bangunan dan pilih yang sesuai)
(Jika Milik Sendiri, akan muncul formulir Detail Bangunan seperti jumlah bangunan,
PBG/IMB, dan SLF di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu lengkapi yang sesuai)

3. Apakah lokasi h l liny insi ?
(o} i usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota £ i
Pasth, Mudah, Cepat

o Data yang harus Anda lengkapt.
1. Alamat Usaha
2. Provinsi
_—— , 3. Kabupaten/Kota
{Jika Kabupaten/Kota yang
terpilih ada Kawasan, akan
B - ~ muncul pilihan terkait Apakah
lokasi usaha berada di
— = : Kawasan? dan Nama
Kawasan, falu pilih yang
sesuai)
Kecamatan (jika ada)
Kelurahan / Desa (jika ada)
Kode Pos

Pohiww Tae

&

o

i tin s ot o Data yang harus Anda lengkapi.
Pembelian dan Pematangan Tanah
Bangunan / Cedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri
Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)
Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilal Investas! (terisi otomatis)

’
1
»
TR R T P g

o Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk
o & mengetahui skala usaha dan tingkat
e 8 risiko.

Undang Undang Cipta Kena
Pastl Mudah, Croat
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» Sistem akan otomatis menampilkan
skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan pengisian
data,

¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Deskripsi Kegiatan Usaha
2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
(otomatis terisi)
6. Jumlah Tenaga Kerja Asing

”

o Kiik tombol TAMBAH PRODUK/JASA
(lanjut ke langkah10).

MMMW

Mudah, Copat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT

[
I AR VR

.

Asazt Mty =anl W

beiede Ltavy 5 e n

L Lgwss e
SRS A r s N aTa
Rt begia ™

b et
Maz brpate Sadts

A £ 103 Lev vegutin
pa) Fad it WP e
M Vet pemianm

ey

e ]

[} ==amm—am | e I 1 s—] ] e——2
o Data yang harus Anda lenghkapt:
1 Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang
sebelumnya?
[Ja Sudah. akan muncul formulir yang bers
Nama Penerbst [2in, Nomor [2in, Lampiran File,
Tanggal Tertit)
2 Apakah Anda memiliki NPWP berbedakabang di
hokas! ind?
[Jixa Ya, akan muncul kolom NPWP dan isitah
dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
Nama Usaha / Kegiatan
4. Apakah Kegiatan Usaha i berada di lokas! yang
sama dengan kegiatan usaha sebalumnya? (jika
ada)
[Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian
proyek kedua dan seterusnya ketika
manaajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBUI|
Lokasi Kegiatan Ussha
Apakah atas lokas: dan kegiatan yang Giajukan telah
memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
Dika Ya, akan muncul formulir yang beris: Nomor,
Lampiran File, Tanggal Terbdt, Tanggal habis masa
beriaku)

1=

o N

Undang Usdang Cgza Kerja
Pastl Modad, Cepat

. Data yang harus Anda lengkapt

Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan

Satuannya

Kedalaman Lokasi dan Satuannyd

Rencana Luas Bangunan dan Satuannya

Apakah perusahaan melakukan reklamasi?

Nama Perairan

Provinsl
(Akan muncul kolom Proyek Strategis
Naslonal pada beberapa Provinsi tertentu.
Lalu, ika pilinh 'Ya' termasuk Proyek Strategis
Nasional, akan muncul kolom selanjutnya
yang berisi Pilih Daftar Proyek Strategis

WA wN

7. Koordinat
(Unggah file koordinat Polygon dalam
bentuk excel)

8 Apakah lokasi lintas provinsi?
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= >
« Jika pilih Ya pada pertanyaan 'Apakah lokasi
lintas provinsi?, maka akan muncul data lintas
provinsi beserta alamatnya.
* Klik tombo! Tambah Provinsi untuk
menambahkannya.
* Sistemn akan menampilkan Form Lintas Provinsi
dan data yang harus Anda lengkapi:
1. Posisi Lokasi (Pilih lintas Daratan atau Laut)
2. Provinsi
3. Alamat
4. Kabupaten /Kota [
5. Kecamatan
6. Kelurahan Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
s i 1 Bt s ¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah
- 2. Bangunan/Gedung
3. Mesin/ Peralatan Dalam Negeri
4. Mesin / Peralatan Impor
‘ 5. Mesin/ Peralatan (terisi otomatis)
6. Investasi Lain-Lain
7. Total Modal Tetap (terisi otomatis)
8. Modal Kerja 3 Bulan
) 9. Total Nilai Investasi (terisi otomatis)
o Klik tornbol VALIDASI RISIKO, untuk
" mengetahui skala usaha dan tingkat
s risiko.
=
Undang-Undang Cipta Kerja
Pastl, Mudah, Cepat
e Sistem akan otomatis menampilkan
o s skala usaha dan tingkat risiko pada
usaha Anda berdasarkan penagisian
8 data.
¢ Data yang harus Anda lengkapi:
1. Deskripsi Kegiatan Usaha
2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
s (otomatis terisi)
[ e s | 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
TN | ., ool TAMBAH PRODUK/JASA
(lanjut ke langkah 9).
[ T R — -t aree e chet e um“’_u‘mmm‘.
Pastl, Mudah, Cepat
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10. Lengkapi Data Produk/Jasa

e Data yvang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Produk/Jasa

[Jika pilih "Lainnya” akan muncul kolom free text dan isi sosual produk/jasa
yang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih |

2. Kapasitas {per Tahun)
3. Satuan Kapasitas

e Klik tombol SIMPAN.

11. Periksa Daftar Usaha

N

o Sistem akan menampilkan data:
I Kapasitas
2. Satuan
3. Jenis Produksi

n

o Tetapi, jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian

disclaimer yang tertera,

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan, |alu klik kotak centang/checkbox pada

e e —

n

o Klik tombol SELESAI,

fa LR

B

- Undang Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)

-aa seem

T e -

D L AP T L A B TS —

e Data yang harus Anda lengkapi:
1 Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor

Barang sendin?
(Jika Ya, akan muncul pilihan Angka Pengenal
Importir (AP1) dan pilih yang sesuai)

2 Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual
account (BPJS Kesehatan)?
[Jika Ya. isi nomor virtual account BPJS Kesehatan)

3. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor
Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)?
(Jika Ya. isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS

)
4. Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?

(Jika Ya, isi nomor Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan/WLKP)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun
Pelaku Usaha belum memiliki 8PS Ketenagakerjaan,
BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

* Klik kotak centang/checkbox

e Klik tombol SELANJUTNYA. Undang Undang Cipta Kera

Dace Miadabh Mamas
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13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
| o Stem akan menampilkan
1. KBLI
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha
BRI TT.--S
. 5  Tingkat Risiko

6. Pemyataan Mandin
7. Status

A7 TAR S1ATAN ILAMA

’ * Jika PKKPR diterbitkan
- b - otomatis atau telah

diverifikasi dan disetujul,

Anda dapat melanjutkan

proses permohonan
(Jika status ‘PKKPR Belum
Diproses’ lanjut ke langkah
13.b)

o e Laluklik tombol PROSES
| PERIZINAN BERUSAHA

Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR)

o Jika lokasi usaha yang dimohonkan tidak berada pada wilayah yang sudah
memiliki RDTR atau bukan di Kawasan Industri/ KEK/ KPBPB atau tidak
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181
PP 5/2021, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan
Persetujuan KKPR [PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daersh
sesual kewenangan, sehingga status disini tertulis ‘PKKPR dalam proses
verifikasi” dan Pelaku Usaha perlu melalul proses Pemenuhan Persyaratan
pada menu yang sudah disediakan.

Informasi

o Tahapan inl juga berlaku sama untuk lokasi usaha di Hutan dan Laut dengan
kondisi berikut:

a) Untuk lokasi usaha di Hutan dimana memerlukan pemenuhan
persyaratan dan verifikasi (Persetujuan
Penggunaan/Pelepasan/Pemanfaatan/Konservasi Kawasan Hutan)

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3 (Jika memerlukan rekomendasi Gubernur, dapat diajukan ke OPD
LHK Provinsi dan DPMPTSP Provinsi terlebih dahulu).
b) Khusus untuk KBLI Pemanfaatan Hutan, proses pemenuhan
persetujuan lokasi hutan dilakukan bersamaan dengan pemenuhan

padu Satu Pintu
Sesual kewenangannya Sel
akan menenma pemb

Perintah Setor 5PS) ur

Penghitungan w

pemeosessn permohonan dimulal setelsh

| pembayaan PNEP : persyaratan perizinan berusaha oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
0K ¢} Untuk lokasi usaha di Laut dimana memerlukan pemenuhan
persyaratan dan verifikasi (KKPR Laut) oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Cataton: Jiko muncul Informasi i, Anoa periu memenuhi PNBP teriebih dahuly, Pasti, uud.GT (K;.):

berdasarkan SPS yong diterima untuk bsc melanjutkan proses permohonan Perizinan Berusaha

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

DOKUMEN |INGKUNGAN ATAS KEGIATAN 17012 YANG WAJIB DIPENUII

Apakah untuk kegutan usahy i Anda suda!

WM poraotyl JuUngan

BATALRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



e Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?" yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 14.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 14.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

e Klik tombol LANJUT.

e Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

e Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 15) tanpa melalui proses pemilihan

parameter

e Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan” yang
harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

e Klik tombol LANJUT.

e Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan
Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:

. 1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter

yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan

usaha yang dilakukan.

= (Kemudian sistemn akan menampilkan jenis
kewajiban dokumen lingkungan yang harus
- dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yang dilakukan.

e Klik tombaol LANJUT.

Unddang-Undang Clpta Kerja
Pastl, Mudah, Capat
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

PORAT AR Rl

MENAGE BTV ASA AN L ARANAN STREE T RN DA P LS TARLAN LR (I ITAN S

e Sistermn akan menampilkan berbagail macam Pernyataan Mandiri berdasarkan UU
CK Nomor 11 Tahun 2020 sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan
sebelumnya.

e Baca, pahami, dan klik kotak centang/checkbox pada setiap Pernyataan Mandiri
yang tertera

U Unda l= LrS
e Klik tombol LANJUT T . N oo

16. Periksa Draf Perizinan Berusaha

|

| ® Sisterm akan

| menampilkan draf NIB,
lalu klik kotak
centang/checkbox pada
disclaimer yang ternera

e Klik tombo! TERBITKAN
PERIZINAN BERUSAHA.

=
=3
17. Perizinan Berusaha terbit
. e Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
T — 1. NIB, klik tombol CETAK NIB (hanya untuk
persiapan usaha) ditambah:
[~ = e e 2 e = a) Sertifikat Standar, untuk tingkat

risiko Menengah Tinggi.

b) Izin, untuk tingkat risiko Tinggi.
Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
. el PKKPR, klik CETAK PKKPR
. — 4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PKPLH/SKKL
e S (jika ada).

)
WnN

. - I e Anda dapat melihat, mengunduh, dan
—= mencetak produk perizinan berusaha

== tersebut.

__________ e Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan
e e o e adalah UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan
pemenuhan persyaratan dokumen
o lingkungan terlebih dahulu ke instansi yang
berwenang.

e Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin yang
terverifikasi, maka lakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan:
a) Kilik tulisan “di sini”, atau Undang-Undang Cipta Kerja
b) Pilih Menu Pemenuhan Persyaratan. Sk den Capst

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan
2. Pilih KBLI yang ingin diproses

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan

5. Perizinan Berusaha telah terbit
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1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan

AV e
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2. Pilih KBLI yang ingin diproses

Klik tombol Proses Pemenuhan Persyaratan Izin

LA RIS A
[» = e e S e &= o |
¢ Klik tombol Proses Pemenuhan
~g3 Persyaratan Izin.
al Untuk tingkat ristko Menengah
——— Tinggi, muncul tombol Proses
~—n - - bl Untuk tingkat risiko Tinggi,
3 — muncul tombol Proses
Pemenuhan Persyaratan Izin'
|

Pilih
KBLI yang ingin diproses (Jika pemenuhan di luar sistem OSS)

¢ Kiktombo! Proses

AT QUM s
Pemenuhan Persyaratan
Izin Di Sistem K/L
.
— diarahkan ke website
e &4 instansi terkait untuk
. * melanyutkan proses
- AT A pemenuhan persyaratan
—— B - D [Jika proses pemenuhan
- persyaratan sudah selesai
~auianes dan status permohonan
— mind Telah

——-y terverifikasi lanjut ke

1 g
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3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

o Klik tombol Pilih Dokumen

oty Seretw feoats o
dan unggah dokumen yang
. sesual
ok s ol [Ukuran maksimal dokumen
— yaitu 5 MB, dengan format
[ S b e enis dokumen POF)
e =
—— ¢ Isi kolom Catatan sebagai

e e e e — = catatan/keterangan tambahan
——— untuk Instansi terkait yang
Cret =3 berwenang. (opsional)

o Kk kotak centang/checkbox
pada discioimer yang tertera

o Kik tombol LANJUT.

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan

W —
- —

=E=-- £H

s = o
o Perubahanstatus pemenuhansetelah ~ ® Perubahan status pemenuhan setelah
mengunggah dokumen persyaratan. dokumen persyaratan yang dizjukan telah

disetujui oleh Instansi berwenang terkait.

T AT LA e

a— = e Status pemenuhan
e o - setelah diverifikasi dan
- — - ' E disetujui oleh Instansi
E berwenang terkait,
sehingga perizinan
berusaha telah terbit.
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5. Perizinan Berusaha telah terbit

e Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu sistem
akan menampilkan DAFTAR KEGIATAN
USAHA

(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA |alu klik IZIN.)

¢ Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

1. NIB, klik tombol CETAK NIB.

2. Sertifikat Standar/ Izin, klik CETAK
Sertifikat Standar/ CETAK Izin untuk
Perizinan Berusaha yang telah
terverifikasi (disesuaikan dengan tingkat
risiko).

3. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN
PKPLH/SKKL (jika ada).

T — .|, Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh,
dan mencetak produk perizinan berusaha
= tersebut.

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)
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Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin)

4 Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS
Pelayanan
5. Biaya/Tarif Gratis

6. | Produk Layanan | 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) =
Usaha Resiko Menengah Tinggi
. NIB + Izin ®#Usaha Resiko Tinggi

N

7. Sarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

Loket pelayanan Front Office;

Loket pelayanan penyerahan;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;

Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

. Kursi Roda;

10.Toilet;

11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;

13.Komputer dan Printer;

14.Lemari dokumen;

15.Alat Tulus Kantor;

16.Sistem dan Informasi Antrian;

17.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual;

18.Website dan Email,

19.Internet (Wifi);

20.Kamera (CCTV);

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;

Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

prasarana,
dan/atau
fasilitas;

© PN U WN R

w
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9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

Atasan langsung secara berjenjang;

Pejabat fungsional dan struktural;

Tim Audit Internal;

Melalui Sistem OSS dan insidental.

Kotak Pengaduan (Drop Box);

E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Pengaduan dan Kuesioner online

https:/ /dpmptsp.lembatakab.go.id/pages

/bidang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-
9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.

11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5

Pelaksana (lima) orang

12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten

Pelayanan dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian

persyaratan, waktu, dan biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO
TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional,
Inovatif, Senyum)

10. | Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

B WN RN

nalli

13. | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keamanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Keselamatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
Pelayanan 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode,
sehingga dijamin keasliannya.

14. | Evaluasi Kinerja | 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksana e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk
Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan
mengisi  Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website
/elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
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Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan
melalui pengukuran Penerapan standar
pelayanan yang  dilakukan = Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan
Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun
dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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10. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BERBASIS RISIKO- NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)

NO | KOMPONEN URAIAN

1. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha = Berbasis Risiko dan  Fasilitas
Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28
Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata]
Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan | 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi
Pelaku Usaha Perorangan (WNI);

2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan
(WNA);

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum;

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan
Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan
di oss.go.id.
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU

_ Notifikasi
Sistem Permohonan Verifikasi

Parmohonan Menampilkan S
DE-UMKU melahi Notifikas verfilasi kepada Pemenuhan

0ss Psmenuhan
Persyaratan

Sistam
Mengirimkan

_ R Tagihan
Verifikator, dilkut Parsyaratan oleh PNBP ke

Kelengkapan Unit Verifikator Palsky Usaha
Parsyaratan

Pelaku Usaha

Unit Verifikator Verifikator
Melanjutkan Proses [l menunggu
Persetujuan pembayaran PNBP
Permohanan oleh Pelaku Usaha
Sistem 0SS menerbitian
PB-UMKU oleh
— \

Sudah

’ : : Terkvati [
Sistem 055 \ Notifikssi Unit Persatujuan Otomatic

menyampaikan KURANG ; melakukan bitlg
parmintaan untuk LENGKAP / Dersllgtlltjuan Persatujuan ; o ":;:;Hmn
melanakapi kekurangan / Permohonan st
(Flktif Positf)

Belum
1 Terlewati
Sistem 055

menyampaikan penolakan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
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B. Kategori Pelaku Usaha

Orang Persyaratan atau Persekutuan

Perseorang Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan Terbatas (PT)
Perseorangan
- Persekutuan Komanditer
Orang ll - Badan Hukum Lainnya
| Perseorang I|II - Persekutuan Perdata
Koperasi

™~ Badan Usaha

f |
f J
/ Badan Usaha
[/ KPPA

Il
I.f
"r'r KPPA {lasa Penunjang Tenga Listrik
Non UMK Kantor Asing)
1 Perwakilan KPIA
Y

KP3A - PMSE

%
i : \ BUJKA
Online Single Submission E  Badan Ussha
joss) Luar Negeri
berbasis risiko memberikan layanan & AN - Pemberi Waralaba dari Luar Negeri

bagi pelaku usaha yang terbagi ke \ [
dalam kedua kelompok besar, yailu Pedagang Berjangka Asing
fsaha Mikro Kecil (UMK] dan Non PSE Asing

Usaha Mikro Kecil (non UMK) Bentuk Usaha Tetap

C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Non UMK Bagi PB-UMKU
1. Pastikan Anda telah memilki hak akses

2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
5. Klik Menu PB-UMKU dan Permohonan Baru
6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU
7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
11. Contoh Tampilan Periznan pada K/L
12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit
14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)
1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
W OSS
Hak akses berupa username dan [ “Passw:d . ]

password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada saat
pendaftaran
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

DAFTAA | S5

gan uhdapg-undang Cipla Karja
dkan mamudahkKan masyarakal,
khuzusnys Usaha Mikro Kecil
Regulasi yang tumpang tindih

don prosedur rumit dicangkas @

. H. Joko Widodo

Srndan Bepuhi indonpcs

AJUKAM PERIZINAN
L
PANDIAN g

USAHS MEMENGAH & BEGAR

& woE Elmasuw sEnacar
HKCMEMTERIAM DAN LEMBACA
DRMPTSR

HAWASAN

k PENSADUAN MASYARARAT

ST BERITA & PENGUMLIMAN

Arika Feriatnnn Has Za

Sy Wargs s &g 3e ndorails

3. Pilih Masuk

; =)

Dengan undang-undang Cipta Kerja

AkAT T an masyarakat

feaba Mikeo Ke

legulasi yang tumpang tindih o T e
dan prosedur rumit dipangkas Farinnn Mgt iRdote i

AFURAM PERHTIMNAN AFUE AN PERIZINAMN

A o%
(DU AN D55 USAHA MIKRO & KECIL

USAHA MENENGAM & BESAR

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol
MASUK

Kata Sand

Lupa Kata Sandi?

Belum mempunyai Hak Alses?

Cratrsar
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5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU
L 2 R " PERUBAHAN ‘ . ¥
NIB s Sertil Izin s
— Standar . O

Mormor induk Benesaha IMIB! adalah bk Sorfkat Standar adalah permyatzan 12in sdalah perserajuan Pemenriah Pusas

regpsrastipend sfaran dan identias bagl danata bukt pesreraihan standar atau Pemadinizh Daeash untuk

Pefaku Ussha dalzen pelaksanaan kegiatan pelassaraan kagiztan ussha pelaksanaan kegiatan ussha wang waijib

usabarya MIE waib dimiiiki Peiaku Lsha dhipemahi oieh Pelakas Lisaha ssbelum

disiam mermuilal kegiatan ussha rmelaksarnzian kegiatan usshamga
== st Jarg
i,

. -] E | ¥

6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

& Sistem akan menampilkan
tabel Daftar Kegiatan
Usaha s=cara otomatis,
berdasarkan Perizinan
Berusaha yvang sudah
diaiukan ==belumnya:

KEBLI

Lokasi Usaha

Data Usaha

Skala Usaha

Tingkat Risiko

Perizinan UMKU

Status

QOB

— & Klik tombol Proses
Perizinan Berusaha UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017 menjadi
KBLI 2020)

s Setelah klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU, khusus Pelaku Usaha lama vang izin
usahanya sudah efektif terrmasuk data migrasi dari 055 1.1 dan status izinnya masih berlaku
serta belum melakukan aksi korporasi apapun (seperti mengajukan Perubahan,
Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) dalam 0SS RBA, akan muncul KBLI
Konversi Tahun 2020 yang menampilkan pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020.

e Lalu pilihlah KBLI 2020 vang sesual dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka
memproses pengajuan permohonan PE-UMKL atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol LANJUT
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7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

PRI iy FL HIT B AR BLIH A S, LR80) EH Lk 5

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNIANG KECIATAMN USAHA

DAFTAR PE-UMKL KBLL 20297

bl Ptz UL

e Sistemn akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha pada KBLI vang telah dipilih sebelumnya (jika ada).

e Klik tombol AjJukan Perizinan Berusaha UMKU, untulk mengajukan PB-UMKL pada
KEBL| vana dipilih,

8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

l\'.'mMLl..l-'-'ll;HI!IM.\N BERLISAMHA LIaNLI L] Sistem akan menampllkaﬂ Formulir
Perizinan Berusaha UMKU.

W PR et B e A ey e PR

1 s Filih Perizinan Berusaha UMKU

| yana ingin diajukan pada daftar

pilthan yvang tertera.

L—a) Masukkan kata kunci pada
kolom Carl untuk mencari
Perizinan Berusaha UMKLU yvang
ingin diajukan

b]  Jika PB-UMKU yang ingin

o diajukan tidak ada pada daftar

pilihan, maka plith *va* pada

P P T U S Y S P Y e— D‘E‘rtﬂ”}r‘ﬂfﬂn 'Apakah Anda

i__ memerlukan Perizinan

Berusaha UMKU lainnya?

Unidarg-Undang Chpta Ketja
Faiti. Muclah, Copan

T T ST RS T—p——— ¢ Jika memilih 'va' (pada Perizinan
Berusaha UMKLU lainnya), maka sistem
1 - . akan menampilkan daftar pilihan
Perizinan Berusaha UMKU yang
berbeda.

&

e« Filih Perizinan Berusaha UMKU yang
ingin diajukan pada daftar pilihan
yang tertera.

(Masukkan kata kunci pada kolom
Cari untuk mencari Perizinan
Berusaha UMKL yang ingin

o diajukan)
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9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen
Persyaratan)

S ——— & Sistem akan menampilkan formulir

Berisl kumpulan Persyaratan yang

harus Anda lengkapl untulk

mendapatkan Perizinan Berusaha

T p—— LUMEL yvang diajukan,

—— 1] Pilih 'Kegiatan Usaha' pada

- ‘Deskripsi Kegiatan Usaha® vanag
tertera.

— 2] Klik tormbal PILIH DOKUMEN
untuk mengunggah dokumen

- persyaratan sesuai dengan

keterangan yang tertera

w

5

EE 2 13 it ] 1t Phoat - |
L1 b | s | ' e T T |

e - s Pastikan Anda sudah melengkapl
berbagai Persyaratan yang tertera, 1alu
klik tombol LANIUT

- -+ Undang- Undang Cipta Rerja

Pasti, Mislah, Cepat

{Isian formulir imi bisa lanjut ke langkah 10.a)

L engkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan
Lampiran Data Teknis)

kummpulan Persyaratan yang harus Anda lengkapi
=iaur A untuk mendapatkan Perizinan Berdsaha UMKL
yang diajukan,
—— 1) Pilih ‘Kegiatan Usaha' oads ‘Deskrips]
Kegiatan Usaha' yang tertera
* 21 Kllk tombol PILIH DOKUMEN uniuk
mengunggah dokumen persyaratan sesuai
dengan keterangan vang tertera
31 Jika ada persyaratan lampliran data teknis
= Al Kk tullsan di gini® untuk mengunduh
template lampliran Formulir data teknls.
bl isl dan simpan (Save As) dengan format
. fiie PDF
g ¢l  Unggah file PDE lampliran Formullr data
teknls yong sudah terisi

(Isian formulir ini isa lanjut ke langkah 10.a) e Pastikan &nda sudah melengkapl bercagal
Persyaratan yang bertera, lalu klik tombol LANIUT,

Unitang-Undang Clpta Kess
- Pasti, Mitah, Copat

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen

Persyaratan)
T B S s Sistern akan menampilkan kumpulan
P Persyaratan yang harus Anda siapkan
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha
: I"" UMKLU yvang diajukan
e L & [Pilih ‘Kegiatan Usaha' pads ‘Deskripsi
&l Kegiatan Usaha' yang tertera
«  Pastikan Anda sudab memahami dan
: memenuhi berbagai Persyaratan yang
tertera
s Klik tombol LANIUT.
an
e -
{lsian formulin inl bisa lamjut ke langkah 10.b) ”““"‘"-'i".:'..‘"..'aﬁ!."n‘.‘.-f.ﬁ
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10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika
sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

R TP T Ay T +« Sisterm akan menampilkan

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA tabel Daftar Keglatan Usaha

Untuk Menunjang Kegiatan

Usaha vang sudah diajukan,

DAFTAR Pil-UWBL KDL 20293 Lerdiri dari:

1. Mama Perizinan LIMKL

2. Kewenangan

3. Tanggal Pengajuan

b Status izin

e Pt N P —— 5. Status Permohonan

(Status akan berubah
mengikutl pemrosesan

@ yang dilakukan oleh

Fewenangan instansl

terkait.)

I

»  Tungou perubahan Status Permohonan pada PB-UMEU yvang digjukan:

a)  Lanjut ke langkah 12.a, jika PE-UMEU yvang diajukan perlu memperbaiki dokumen persyaratan
B Lanjut ke langkah 12.b, [Ika PBE-UMEL vang diajukan memerlukan PNBP.

o] Lanjut ke langkah 13 jika PB-UMKLU yvang diajukan tidak memeriukan PNBP.

B Kk tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lalnnya sesuai kebutuhan

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika
sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

o « Sisten akan menampilkan
DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNIANG KECIATAMN LSAHA Daftar Kegiatan Usaha
Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha yang sudah diajukan,
terdiri dart:

I, Mama Perizinan UMKU
2. Kewenangan

3. Tanggal Penagajuan

: 4, Status |zin

— T - kel alierme 5. Status Permohonan

DaFTAR PR-UMEL KDLL 71102

P e—— s (Status akan berubah
mengikuti pemrosesan
vang dilakukan oleh
43 Kewenangan Instansi
terkait.)

o Hliktombo! PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKLU DI SISTEM K/L untuk melanjutkan proses pengajuan
PB-UMKU pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke langkah 11}

s Kk tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya yang
dibutuhkan. Undansy-Undng Cipts Kerja
Pastl, Mudah, Copat

11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L

& PORTAL
B i View Applications o E
& nene i e
= C— Py s i e i iiF i - Pt Pumm b
- .
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yvang digjukan

s Sistern akan mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada
Sistem K/L (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan
proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMEL

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Persyaratan)

12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan

MhiafTol Mt Eiad LIk

PN | ¢« 'Belum Diproses'
merupakan Status
Permohonan awal setelah

pengajuan PB-UMELL,

i Patzingn LAWL]

Prose Pemenuhan Standar Usaha

o Perubahan Status
Permohonan menjadi
'‘Perbaikan Persyaratan'
hanya jika PB-UMKLU yvang
diajukan perlu memperbaiki
dokumen persyaratan yang

lertera,

e Klik tombol Proses
Pemenuhan Standar Usaha.

Sistern akan menampilkan Formnulir
Pemenuhan yang harus Anda
lengkapifperbaiki untuk mendapatkan
Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

Perhatikan kolomn Catatan sebagai tambahan
keterangan yang berasal dari Kewenangan
Instansi terkait. (jika ada).

Klik tombaol UBAH DOKUMEN dan perbaiki
dokumen yang berstatus '‘Perbaikan
Persyaratan' (Maksimal upload fife: 5 MB)
(jika ada).

Jika Anda ingin memberikan catatan
tambahan, isilah pada kolom Catatan. (opsional)

Klik kotak centang/checkbox pada discloimer.

Klik tombol LANJUT. Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat
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No MNama Perizinan UMKU Kewenangan Tanogal Pengajuan Status |zin Status Permohonan

Surat Keterangan Layak K3
Pernakalan Bejana Tekanan Cubermur DKI Jakarra-Kepala
Deskripsl Kegiatan Usaha: Provins DPMPTSP Provinsl DKI Jakarta
10 1zin: 1- 2021 Z216143966TT784

22 November 2021 1zin Belum Terbit Belum Diproses

e Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Belum Diproses’ kembali, setelah Anda
memperbaiki dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

e Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan:
a) Lanjut ke langkah 12.b, jika PB-UMKU yang diajukan memerlukan PNBP.
b) Lanjut ke langkah 13, jika PB-UMKU yang diajukan tidak memeriukan PNBP.

Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

s ‘Belum Diproses’
merdpakan Status
Permohonan awal setelah
pengajuan PBE-UMEKLL

Tlaiin din Nty Mer—w s nrwn

s Perubahan Status
Permohonan menjadi
'‘Konfirmasi Pembayaran’
hanya jika PB-UMKU yang
diajukan membutuhkan
PMEBEP.

ki Hewareman

s Klik tombol Unggah Bulkti
Bayar PNBP.,

[ | s Sistem akan menampilkan Formulir
— Pemenuhan yang harus Anda lengkapi
| — = untuk menda!:na.ltkan Perizinan Berusaha
UMEL yang diajukan.
[ — =]
e e » Klik tombol LIHAT DOKUMEN untuk
= melihat Surat Perintah Setor (SPS)
Ee— yvang diunggah Instansi terkait (jika ada).
=
» o Klik tombol PILIH DOKUMEN dan
—nz unggah dokumen bukti bayar PNBP.
= (Maksimal uplood file: 5 MB) (jika ada).
—
s Klik kotak centang/checkbox
I s o | pada disclaimer.
o Klik tombol LANJUT,
[=
-: — I Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Modah, Cepat
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Mo MNama Perizinan UMKU Kewenangan Tanggal Status fzin Status Permohonan

Pengajuan
zin Alokasi kK :
izin Alokasi Kuota ) Telah Melakukan
1 Deskiips! Kegiatan Usaha Selurih Menteri Pertahanan 22 Oktober 2021 Izin Belum Terbit oA
1D Izin: |- 202TI02NDE52465017526 o

e Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Telah melakukan Pembayaran’
setelah unggah bukti bayar PNBP dalam dokumen persyaratan.

Tanggal
No Nama Perizinan UMKU Kewenangan Status Izin Status Permohonan
Pengajuan
Izin Alokasl Kuota Perset
i agiatan Usaha: Seluruh Menteri Pertahanan 22 Oktober 2021 lzin Belum Terbit R

Pembayaran
O17528 bay;

e Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Persetujuan Pembayaran’ setelah bukti bayar
PNBP yang diunggah telah disetujui oleh Kewenangan Instansi terkait.

13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PEINACE AIMAN PTIEIAN R PR LIVICL (PR LML

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNIANG KEGIATAN USAHA

Py Rt P LI v e | ‘T i Eiwiua, i EnarL Pt e
Lairy Aok Kt
i Rt TR L M errahaara T Chmokhor FR T e lesan »

e T

Cetak Perizinan Berusaha UMK

# Jika Status Perrmohonan sudah menjadi Telah terverifikasi', maka Perizinan
Berusaha UMKU telah terbit.

& Klik tombol Cetak Perizinan Berusaha UMKLU.

¢ Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk
perizinan berusaha UMKLU tersebut.

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

HANTA LI COBA
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4. Jangka Waktu Ditentukan oleh Sistem OSS

Pelayanan
5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Layanan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang
Diajukan.
7. Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office;
dan/atau fasilitas;[3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);

—
N

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Lemari dokumen;

. Alat Tulus Kantor;

. Sistem dan Informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik /
Manual,

18. Website dan Email;

19. Internet (Wifi);

20. Kamera (CCTV);

[ W G Wy
N o U W

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;
Sertifikasi Diklat PTSP.

0. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal;

4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pengaduan,
Saran, dan

. E-mail : perizinan.lembata@gemail.com,;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Masukan 4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-
8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.

11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
Pelaksana (lima) orang.

12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
Pelayanan dengan  prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan,Akuntabel,Profesional,Inovatif,
Senyum).

13. | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keamanan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Keselamatan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
Pelayanan 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi

tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. | Evaluasi 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Kinerja e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei

Pelaksana Kepuasan  Masyarakat (SKM), dengan

Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat
(SKM) melalui Website /elektronik /lembaran
SKM,;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
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(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan standar pelayanan yang
dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan
Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP.19701222 200012 1 002
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PENDIDIKAN



1. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL TK, PPT, KB, TPA, DLL (PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) SWASTA (BARU, PERPANJANGAN, DAFTAR ULANG)

No | Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing
Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36
Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan
Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan
Jenjang Pendidikan Menengah;

13.Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian  Wewenangan Penyelenggaraan  Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

Surat Permohonan Bermaterai;

—_

2 Persyaratan

2. Latar belakang, Tujuan, Visi dan Misi, Jadwal Belajar,
Kurikulum

3. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Rekom Camat

4. Rekomendasi Pengawas Tingkat Kecamatan

5. Rekomendasi Korwil Dikpora Kecamatan

6. Rekomendasi Ketua Forum PAUD/IGTKI Kecamatan

7. Surat Pernyataan Kesanggupan Membiayai Operasional

Lembaga
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Tenaga Pendidik
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dan Kependidikan
9. Surat Pernyataan  Kesanggupan menyediakan  sarana
prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga
10.Surat Pernyataan kesanggupan membuat
laporan bulanan
11.Data Pendidik dan Peserta Didik
12.Foto Copy KTP Pendiri/Pengelola dan Akta
Notaris
13.NIB, KRK dan Foto Copy PBG

14.Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem, mekanisme dan
prosedur; { PEMOHON ]— oy

Pendaftaran
S (FO)

E-Tidak lengkap

SELESAI I dikem E:T

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persyaratan
[ IZIN TERBIT ]

= Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
= bayar Pajak/ Retribusi
(Jika dipersyaratkan]
>

Keterangan :

1.Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2.Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan,
Apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3.Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4.Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis
untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan
survey (jika diperlukan);

5.Jika  dipersyaratkan  pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan  permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6.Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7.Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk Pelayanan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK), Pos Paud Terpadu
(PPT), Kelompok Bermain (KB), tempat Penitipan Anak (TPA), dll
(Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta.

(baru, perpanjangan, daftar ulang)
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7 Sarana, prasarana, dan/atau | 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor
18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat manual/elekironik;
20. Website dan Email;
21. Internet (Wifi);
22. Kamera (CCTV).
8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan D|Iaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan Pengaduan, 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
saran, dan masukan 2. E-mail : perzinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.Lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual/online
https://dpmptsp.Lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0821 9383 8156
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 | Jaminan pelayanan yang 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
memberikan Kepastian pelayanan prima;
pelayanan dilaksanakan 2. bD.iwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
. iaya;
sesuai dengan standar 3. Adznya jaminan bebas dari praktek KKN;
pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 | Jaminan  keamanan dan | 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
keselamatan pelayanan dalam Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
bentuk komitmen Kabupaten Lembata:
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untuk memberikan rasa 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan

aman, bebas dari bahaya, elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala
dan periodik);

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
/lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etk pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.
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Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. |
NIP.19701222 200012 1 002




2. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP SWASTA (BARU,
PERPANJANGAN, DAFTAR ULANG)

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014
tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di
Indonesia;

0. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014
tentang pedoman pendirian, perubahan dan Penutupan satuan
pendidikan dasar dan menengah;

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan
Menengah;

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

14.

2 Persyaratan Latar belakang, Tujuan, Visi dan Misi, Jadwal Belajar, Kurikulum
Rekomendasi Kepala Desa/Lurah

Rekomendasi Camat

Foto Copy Akta Notaris Pendirian Yayasan

Foto Copy PBG

Surat Pertimbangan Pendirian SD/SMP dari Yayasan
Identitas dan Alamat SD/SMP

Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki

9. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang
10.Surat Keterangan Kurikulum yang akan digunakan

11. SK. Pendirian SD/SMP dari Yayasan

©C Nk w2
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12. SK Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru dari Yayasan

13 Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati Peraturan dan Perundang
undangan yang berlaku

13. RIPS, Daftar Susunan pengelola sekolah

14. NIB (Nomor Induk Berusaha)

15. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem, mekanisme
i Tidak len

3] gkap
SELESAI dikemballk—
Kuesioner
SKM WVerifikasi
HKelengkapan

Perswvaratan

[ IZIN TEREBIT )

= Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
= bayar Pajak/ Retribusi
(Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4, Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/ retribusi, pemohon melakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Pelayanan Surat Izin Operasional SD dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar
ulang).
7 Sarana, prasarana, | 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
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8. Tempat sembayang;
9. Kursi Roda;

10.

Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor

18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat manual/elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, | 2. E-mail : perzinan.lembata@gmail.com;
dan masukan 3. Website : dpmptsp.Lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual/online
https://dpmptsp.Lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0821 9383 8156
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

1 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan pelayanan | 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
yang memberikan prima;
kepastian pelayanan | 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;
dilaksanakan sesuai | 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
dengan standar 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
pelayanan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan | 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
dan keselamatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
pelayanan dalam | 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik
bentuk komitmen dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
untuk  memberikan
rasa aman, bebas
dari bahaya, dan
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resiko keraguraguan

14 Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

* Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2
kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran

Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. |
NIP.19701222 200012 1 002




3. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL LKP (LEMBAGA KURSUS PELATIHAN), PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) LEMBAGA NON FORMAL (BARU, PERPANJANGAN,

DAFTAR ULANG).
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun
2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014
tentang pedoman pendirian, perubahan dan Penutupan satuan
pendidikan dasar dan menengah;

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan
Menengah;

13.Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

Latar belakang, Tujuan, Visi dan Misi, Jadwal Belajar, Kurikulum

Rekomendasi Kepala Desa/Lurah

Rekomendasi Pengawas Tingkat Kecamatan

Rekomendasi Korwil Dikpora Kecamatan

Rekomendasi Camat

Rekomendasi Ketua Forum PAUD/IGTKI Kecamatan

Surat Pernyataan Kesanggupan Membiayai Operasional Lembaga

Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

9. Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sarana prasarana yang

2 Persyaratan
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dibutuhkan oleh lembaga

10.Surat Pernyataan kesanggupan membuat Laporan bulanan
11. Data Pendidik dan Peserta Didik

12. Foto Copy KTP Pendiri/Pengelola

13. Foto Copy Akta Notaris

14. NIB, KRK dan Foto Copy PBG

15. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem,
mekanisme dan { PEMOHON rer—reny Pendaftaran
= (FO)
prosedur;
1 Tidak lengkap

SELESAI dilcem ;;n- -".

Kuesioner
[ SKM J Verifikasi
Kelengkapan

Persyaratan

[ IZIN TERBIT ]

= Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
= hayar Pajak; Retribusi
(Jika dipersyaratkamn)
—

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon melakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
Penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk Surat Izin Operasional LKP (Lembaga Kursus Pelatihan), PKBM (Pusat
Pelayanan Kegiatan Belajar Masyarakat) Lembaga Non Formal (baru, perpanjangan,

daftar ulang)

7 Sarana, prasarana, | 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



dan keselamatan
pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor
18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat manual/ elektronik;
20. Website dan Email;
21. Internet (Wifi);
22. Kamera (CCTV).
8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, | 2. E-mail : perzinan.lembata@gmail.com;
dan masukan 3. Website : domptsp.Lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual/online
https://dpmptsp.Lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0821 9383 8156
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 | Jaminan pelayanan | 1. Didukung oleh SDM vyang berkompeten dengan prinsip pelayanan
yang memberikan prima;
Kepastian  pelayanan 2. Diwujudlfan.dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;
dilaksanakan  sesuai 3. Adanya jaminan bebas dgrl prak_tek KKN; .
dengan standar 4, Prpsgs perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, Akuntabel,
pelayanan Profesional, Inovatif, Senyum)
13 | Jaminan keamanan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata

. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik

dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




memberikan rasa
aman, bebas dari
bahaya, dan resiko

keraguraguan
14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;
* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;
« Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.
2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);
3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2
kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran
Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUORBI, S.Sos
Pembina Tk. |
NIP.19701222 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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1. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik
Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2025/MENKES/PER/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Fotokopi KTP

Fotokopi ljazah Dokter Legesir Basah

Surat Tanda Registrasi (STR), Leges Basah Dari KKI yang masih

Berlaku

Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)/ PDGI Kab. Lembata

SK Terakhir (PNS, PTT, THL)

Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek

Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi yang bekerja pada

instansi/fasilitas  pelayanan kesehatan pemerintah atau pada

instansi /fasilitas pelayanan kesehatan lain

9. Denah Lokasi Praktek

10 .Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat

11.Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata

12. Pas photo warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar )

w N
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3 Sistem,
. [ PEMOHON ] S —— e — Pendaftaran
mekanisme dan = (FO)
3 Tidak lengkap

. Ssen sy T emE T s B LR
proseduri SELESAI dikembalikan
I Lenglcap l
Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persvaratan

e Surat Pengantar untuk

[ IZIN TERBIT l
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
I (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

NSO RO =
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14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, | 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
dan 3.Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
pelayanan yang prima;
memberikan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
kepastian biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
dilaksanakan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;
sesuai dengan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
standar pelayanan Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan | 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
dan keselamatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
pelayanan dalam 2. lzin diqetak dengan Kop DPMIIIDTSIP dibgbuhi tanda tangan
bentuk komitmen elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
untuk memberikan
rasa aman, bebas
dari bahaya, dan
resiko keraguraguan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan
pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.l
NIP. 19701222 200012 1002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab.

Lembata.

Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Rumah Sakit

setempat

Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP

Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter

Foto copy KTP

Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun

Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS

Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar

Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000

0. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI/PDGI cabang Kabupaten

Lembata;

11. Surat Rekoendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata;

12. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang
berijazah spesialis);

13. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP;

14. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC);

15. Foto copy NPWP

N
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3 Sistem,
mekanisme dan [ PEMOHON ]‘____. —ry/
prosedur;

Pendaftaran
(FO)

1
E Tidak lengkap
SELESAI I dikembali_
Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persyaratan

IZIN TERBIT

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis
untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan
survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
S Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

SRS =

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

pelayanan yang
memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan
sesuai dengan
standar
pelayanan

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan 7.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, 8.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
dan 9.Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 10. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
11. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
12. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip

pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri ;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

=

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




13 | Jaminan keamanan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

dan keselamatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata;

2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

pelayanan dalam

bentuk komitmen

untuk memberikan
rasa aman, bebas
dari bahaya, dan
resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang
datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya

1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan

pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



3. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab.

Lembata.

Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Rumah Sakit

setempat

Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP

Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter

Foto copy KTP

Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun

Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS

Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar

Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000

0. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI/PDGI cabang Kabupaten

Lembata

11. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang
berijazah spesialis)

12. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP

13. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC)

14. Foto copy NPWP

—_

2 Persyaratan

N

SO N O~ W
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3 SIStem’ [ PEMOHON ]‘__:. ——7 Pendaftaran
mekanisme dan : Fo)
s Tidak lengkap

B e e e . . —————
prosedur, SELESAI e | p—— L
Lenglcap
Kuesioner 2 -
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

Bl TR Sy

[ 'Z?ﬁz,‘.’;:’z.‘:‘:;::::;::’:f‘J

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis
untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan
survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

NSRS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

dan keselamatan
pelayanan dalam
bentuk komitmen
untuk memberikan
rasa aman, bebas
dari bahaya, dan
resiko keragu-raguan

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
dan 3.Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 4 Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
pelayanan yang prima;
memberikan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
kepastian biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
dilaksanakan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;
sesuai dengan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
standar pelayanan Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 | Jaminan keamanan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata;

2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

* Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang
datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya

1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan

pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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4. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

No | Komponen Uraian

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan  Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lembata.

Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab.

Lembata.

Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Rumah Sakit

setempat

Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP

Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter

Foto copy KTP

Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun

Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS

Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar

Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000

0. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI/PDGI cabang
Kabupaten Lembata;

11. Surat Rekoendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata;

12. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang
berijazah spesialis)

13. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP

14. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC)

15. Foto copy NPWP

—_

2 Persyaratan

o

S ©OND G AW

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



3 Sistem, mekanisme dan
prosedur;

— Pendaftaran

[ PEMOHON ]_
(FO)

D
]

' Tidak lengkap
SELESAI I dikemba

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persyaratan

IZIN TERBIT
e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan
persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
oleh pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu
penyelesaian

5 (lima) hari kerja

5 Biaya tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan

Surat Izin Praktik Dokter

7 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, | 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan Masukan 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3.Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4 .Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

o Noos

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
yang memberikan pelayanan prima;
kepastian pelayanan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dilaksanakan sesuai dan biaya;
dengan standar 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



13 | Jaminan keamanan dan | 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

keselamatan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam bentuk komitmen Kabupaten Lembata;
untuk memberikanrasa | 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
aman, bebas dari elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
bahaya, dan resiko
keraguraguan
14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
Pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
/lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala

dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

B
BENEDIKTUS LEUOBI, $.Sos

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



5. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan PelayananPerizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy ljazah Bidan Leges Basah

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku

dan Leges Basah

Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Rekomendasi |katan Bidan Indonesia (IBl) Cabang Kab.Lembata

SK Terakhir (PNS, PTT, THL)

Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tempat Bidan akan berpraktik

9. Rekomendasi Dokter Penanggung Jawab

10. 10.Denah Lokasi Praktek

11.Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat

12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata

13. Pas photo warna ukuran 3 x4 ( 2 Lembar)

© N O~
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3 Sistem, mekanisme
. PEMOHON S— — Pendaftaran
dan prosedur; [ =3 (FO)
E Tidak lengkap

SELESALI -d-i}:;x-\;;li- "-_
Kuesioner 5 X
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis
untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan
survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan | Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

7 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas;

Ruang Tunggu dilengkapi AC;

Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

S oo =
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7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 Penanganan 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, | 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
dan Masukan 3.Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
yang memberikan prima;

Kepastian pelayanan  p - piwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan

dilaksanakan sesuai biaya:

dengan standar 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum).
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13

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan dalam
bentuk komitmen
untuk memberikan
rasa aman, bebas
dari bahaya, dan
resiko keragu-
raguan

. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

—

Survei Kepuasan Masyarakat;

+ Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam

Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA,
. _.;._ 33 E

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|

NIP. 19701222 200012 1002
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6.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Keperawatan;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Fotocopy KTP

2. Fotocopy ljazah Keperawatan (D3, Ns) Leges Basah

3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku

dan Leges Basah

Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI) Cabang

Kabupaten Lembata

SK Terakhir (PNS, PTT, THL)

Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek

Denah Lokasi

Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat

10 Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata

11. Pas photo warna ukuran 3 x4 (2 Lembar)

3 Sistem, mekanisme
. PEMOHON — — Pendaftaran
dan prosedur,; [ -___: (FO)
I Tidak lengkap

SELESAI Hiiicom E:n_ “_
Kuesioner g =
SKM Verifikasi
Kelengkapan

—_

2 Persyaratan

o~

© oo~

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)
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Keterangan :

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2) Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3) Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4) Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis
untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan
survey (jika diperlukan);

5) Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6) Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan | Surat Izin Praktik Perawat

7 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas;

Ruang Tunggu dilengkapi AC;
Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

NSO R S =
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19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan
Pengaduan, saran,

1)Kotak Pengaduan (Drop Box);
2
dan masukan 2

E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5)Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6)Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Pelaksana | Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

~— — ~— ~—

12 Jaminan pelayanan | 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip

yang memberikan pelayanan prima;
kepastian 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
pelayanan biaya;

w

, , Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

dilaksanakan sesuai Proses perizinan dapat ditelusuri;

dengan standar 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
pelayanan Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

b

13 Jaminan keamanan | 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
dan keselamatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pelayanan dalam Kabupaten Lembata;

2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan

bentuk komitmen elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

untuk memberikan
rasa aman, bebas
dari bahaya, dan
resiko keragu-

raguan
14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang
datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
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dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya

1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan

pemeriksaan.

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

A

Jr Ly bt

-

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 1002
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7.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI

No | Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016, Tentang izin dan Praktik Penata Anestesi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan  Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata;

—_

2 Persyaratan Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab.
Lembata ( asli bermatrai);
Foto copy ijazah Penata Anestesi;
Surat Tanda Registrasi (STR);
Foto copy KTP Pemohon;
Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun’;
Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS;
Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah memiliki SIP;
Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi Penata Anestesi
. Surat Rekoendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata;
. Bagi Pemohon perpanjangan Melampirkan Surat Izin Praktik
Penata Anestesi (SIPPA ) asli yang lama

TS9N LN
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3 Sistem, mekanisme dan

prosedur; [ PEMOHON ]‘: —

' Tidak lengkap
SELESAI I d ikemba
Kuesioner = :
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Pendaftaran
(FO)

Persyaratan

IZIN TERBIT

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan  kelengkapan
persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan
dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan  permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
oleh pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
S Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Perawat Anestesi
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2
3
4

saran, dan Masukan . E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang (1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip

memberikan kepastian pelayanan prima;

pelayanan dilaksanakan . Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, wakiu,
sesuai dengan standar dan biaya;

pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri ;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



13 | Jaminan keamanan dan | 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas

keselamatan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam bentuk komitmen Kabupaten Lembata;
untuk memberikanrasa | 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
aman, bebas dari elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
bahaya, dan resiko
keraguraguan
14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
Pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
/lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala

dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan ~ Reward

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila

terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah

dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

'_.' .E

sk

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|

NIP. 19701222 200012 1002
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8. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAFIS

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Fotocopy KTP

Fotocopy ljazah Fisioterafis yang dilegalisir

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir

Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Rekomendasi dari Organisasi Profesi lkatan Fisioterafis Indonesia
SK Terakhir (PNS, PTT, THL)

Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek

Rekomendasi Dokter Penanggung Jawab

Denah Lokasi Praktek

)Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata dan RSUD
setempat

11)Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar )

2 Persyaratan

= O 00 NO O WhN —
O o=

3 Sistem,
mekanisme dan
prosedur; [ PEMOHON ]

1
‘ SELESAI ' d ikembali—
Kuesioner - -
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persyaratan

IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
® bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1)  Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2) Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3) Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;
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4) Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5) Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6) Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterafis

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

SN OO RFRD =
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8 Kompetensi 1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3) Mampu mengoperasikan komputer;
4) Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, | 1)Kotak Pengaduan (Drop Box);
saran, dan masukan 2)E-mail : perizinan.lembata@gemail.com;
3)Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4)Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5) Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6)Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
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11

Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan 1) Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

yang memberikan prima;
Kepastian pelayanan 2) Biwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
. . iaya;
dilaksanakan sesual 3) Adznya jaminan bebas d_ari prak_tek KKN;
dengan standar 4) Proses perizinan dapat ditelusuri;
pelayanan 5) Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional,inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan (1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik
untuk memberikan rasa dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari
bahaya,dan resiko
keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya 2

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran

Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002




9. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1) Fotocopy KTP
2) Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
3) Fotokopi Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT);
4)Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5)Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara
mandiri;
6)Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan/pejabat yang ditunjuk/
Tim teknis;
7)Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
8) Denah Lokasi
9)Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar )
3 Sistem,
mekanisme dan [ PEMOHON ]":. —y/
prosedur; ;

SELESAI -d-il:e-n:gsli- “-_
Kuesioner = =
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
® bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2) Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3) Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;
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4) Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5) Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6) Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

Penyelesaian

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3) Mampu mengoperasikan komputer;

4) Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

SN o RFRDd=
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8 Kompetensi Pelaksana

10 Penanganan 1)Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2)E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
saran, dan 3)Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
masukan 4)Pengaduan dan Kuesioner online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5) Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6)Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
1" Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



12 Jaminan pelayanan yang | 1) Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip

memberikan Kepastian pelayanan prima;

pelayanan dilaksanakan 2) Biwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan

. iaya;

sesuai dengan standar 3) Adznya jaminan bebas dari praktek KKN;

pelayanan 4) Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;

5) Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan dan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM:;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.l
NIP. 19701222 200012 1002
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10. STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA/PRAKTIK TERAPI WICARA

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan,;

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4) Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5) Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8) Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1) Foto Copy KTP
2) Fotocopy ljazah yang dilegalisir;
3) Fotocopy STR-TW
4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5) Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang bersangkutan atau tempat praktik mandiri
6) Rekomendasi dari Organisasi Profesi
7) Rekomendasi Dinas Kesehatan
8) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 ( 2 lembar)
3 Sistem,
mekanisme dan [ PEMOHON ] S Pendaftaran
prosedur; St (FO)
Cmissasi | s ey
SELESAI dikembalikan _"nw
r Kuesioner J = :
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persvyaratan
[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi,
pemohonmelakukan pembayaran dan permohonan diproses
lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan Pengaduan, | 1) Kotak Pengaduan (Drop Box);
saran, dan masukan ) E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
) Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
) Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5) Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik
1" Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan pelayanan yang | 1) Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan prima;

B w N
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memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

2) Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3) Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

) Proses perizinan dapat ditelusuri;

5) Prinsip pelayanan prima dengan TAPIS (Transparan, Akuntabel,
Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan dan (1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan

o Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang
datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

o Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

o Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.l
NIP. 19701222 200012 1002
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11. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEKER

No | Komponen Uraian
1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan,;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan ~ Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan lzin
Kerja Tenaga Kefarmasian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1)Fotocopy KTP

2)Fotocopy ljazah Apoteker Leges Basah

) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan

Leges Basah

w

4)  Surat Keterangan Sehat dari Dokter

5) Rekomendasi dari Organisasi Profesi Cabang Kab. Lembata
6) SK Terakhir (PNS, PTT, THL)

7) Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek

8) Denah Lokasi

9) Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat
10)Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata
11) Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 (2 Lembar)

3 Sistem, mekanisme dan [ rrrOrOr ] _ S —
prosedur; ‘“-5 Tidalc lengica bt

3
SELESAI “dilkembalilcan |
J e S |
Kuesioner = n
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

= Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)
« bayar Pajak/ Retribusi
{ (ika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4, Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
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diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi,
pemohonmelakukan pembayaran dan permohonan diproses
lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Apoteker

7 Sarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

prasarana, Loket pelayanan Front Office:

dan/atau Loket pelayanan penyerahan izin;

fasilitas; Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, [1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik

11 | Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

SNSSoRFLOG =

N NN m a0
N - O © oo NO Ol WD -~ O -

—_

8 Kompetensi
pelaksana

N
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yang memberikan
Kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan

prima;
2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, Akuntabel,
Profesinal, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan |1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen . Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik
untuk memberikan rasa dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari
bahaya, dan resiko
keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

*+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya 2

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran

Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.l
NIP. 19701222 200012 1002
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12. STANDAR PELAYANAN IZIN ELEKTROMEDIS

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan

Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

1)Fotocopy KTP

2)Fotocopy ljazah yang dilegalisir
3)Fotocopy STR-E atau STR-E sementara
4)

5)

=

= O N

2 Persyaratan

Surat keterangan dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang bersangkutan
6)Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata
7)Rekomendasi dari Organisasi profesi
8) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (2 Lembar)

3 Sistem, mekanisme dan
[ PEMOHON ]‘: E— Pendaftaran
prosedur; : (FO)
E Tidak lengkap

Kuesioner
SKM Verifikasi l

Kelengkapan
Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

lokant Utk diperiiioan)
* bayar Pajak/ Retribusi

| Uika dipersyaratikan) J

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak / retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;
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6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk Surat Izin Elektromedis
pelayanan

7 Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas;

Ruang Tunggu dilengkapi AC;
Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3) Mampu mengoperasikan komputer;

4) Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan Pengaduan, [1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik

SOCNSSOoORGd =

NN m A a0
- O O©W O NO Ol WN -~ O -

8 Kompetensi pelaksana

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan pelayanan yang | 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
Memberikan kepastian pelayanan prima;
Pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan

biaya;

sesual dengan standar 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
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pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, prlofesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan dan (1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM:;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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13. STANDAR PELAYANAN IZIN PEREKAM MEDIS

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan PelayananPerizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

1)Fotocopy KTP

2)Fotocopy STR yang diterbitkan dan di Legalisir Basah (Asli)

3)Fotocopy ljazah yang dilgelisir

4)Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan
dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

5)Denah lokasi praktik

6)Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata/RSUD
setempat

7)SK.Terakhir (PNS, PTT, THL)

8)Rekomendasi dari Organisasi profesi (PORMIKI)

9)

1

2 Persyaratan

Surat keterangan sehat dari dokter
0)Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar)

3 Sistem, mekanisme
— m— P dafta
dan prosedur; [ PEMOHON ]‘-_-i en(;o)ran
E Tidak lengkap

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
I (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila
syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak
lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
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diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohonmelakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

Jangka waktu
penyelesaian

5 (lima) hari kerja

Biaya tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Produk pelayanan

Surat Izin Kerja Perekam Medis

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;

2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

Kompetensi
pelaksana

1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3) Mampu mengoperasikan komputer;

4) Sertifikasi Diklat PTSP.

Pengawasan
Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10

Penanganan
Pengaduan, saran,
dan masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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12

Jaminan pelayanan
yang memberikan
kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai
dengan standar
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, Akuntabel,
Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
dan keselamatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
pelayanan dalam 2. 1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik
bentuk komitmen untuk dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
memberikan rasa
aman, bebas dari
bahaya, dan resiko
keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

*+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran

Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.l
NIP. 19701222 200012 1002




14, STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang lzin
dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan PelayananPerizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1) Foto Copy KTP

2) Fotocopy ljazah yang dilegalisir;

3) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli  Teknologi
Laboratorium Medik

4) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Izin tempat
Praktek

5) Surat Pernyataan Meliki Tempat Kerja difasilitas Pelayanan

Kesehatan.

) Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PATELKI)

) Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat

8) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Lembata

) Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 (2 Lembar)

3 Sistem, mekanisme dan
- 3
: Tidak lengkap

1
'
P e e e e e e e
SELESAI dikembalikan _w

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
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teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon melakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
)

)

NSO =

NN m A A a0

8 Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan komputer;
Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, (1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

1
2
3
4
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11 | Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
memberikan kepastian pelayanan prima;
pelayanan dilaksanakan 2. bIZ.)iwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
iaya;

sesuai dengan standar

| 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
pelayanan 4

Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan (1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen  [2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

*+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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15.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan,;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy STR yang diterbitkan dan di Legalisir Basah (Asli)

3. Fotocopy ljazah yang dilegelisir

4. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang

bersangkutan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Lembata

5. SK.Terakhir (PNS, PTT, THL)

6. Rekomendasi dari Organisasi profesi

7. Surat keterangan sehat dari dokter

8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata

9. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
3 Sistem,

. PEMOHON S— — Pendaftaran
mekanisme dan [ £ (FO)
prosedur; § Tidak len

gkap
SELESAI dikexnbali_

Kuesioner = z
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT J

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2) Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3) Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4) Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5) Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6) Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Kerja Radiografer
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
)

)

8 Kompetensi pelaksana

Mampu mengoperasikan komputer;

Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan Pengaduan, [1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

1" Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

1
2
3
4
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12

Jaminan pelayanan yang
Memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

3.
4.
5.

Didukung oleh SDM yang berkompeten
pelayanan prima;

Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri;

Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

dengan prinsip

13 Jaminan keamanan dan (1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
dalam bentuk komitmen 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari
bahaya,dan resiko
keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang
datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;
Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan
pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.l
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16. STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan,;

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4) Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5) Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan ~ Pekerjaan  Refraksionis ~ Optisien  dan
Optometris;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8) Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan PelayananPerizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy ljazah yang dilegalisir

3. Fotocopy STR-RO

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan yang bersangkutan

6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

8. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 Lembar)

3 Sistem,
. [ PEMOHON ]‘T‘ E— Pendaftaran
mekanisme dan ] (FO)
i Tidak lengkap

prosedur; kembaian T
Lenglkap
Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persvaratan

[ IZIN TERBIT l
Dinas Teknis, Survey

e Surat Pengantar untuk
lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);
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5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohonmelakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan Pengaduan, [1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

1" Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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12

Jaminan pelayanan yang
Memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inlovatif, Senyum)

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keraguraguan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
2. 1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

+ Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM:;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002




17. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin

Kerja Tenaga Kefarmasian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP

Fotocopy ljazah Kefarmasian (D3) Leges Basah

Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan
Leges Basah

4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Cabang Kab. Lembata
6. SKTerakhir (PNS, PTT, THL)

7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek

8.

9.

1

Sl A

Denah Lokasi
Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat
0.Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata
11.Pas photo warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar )

3 Sistem, mekanisme dan
prosedur; i (FO)
i Tidak lengkap

SELESAI BTE;EE::T; —
Kuesioner = =
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan
[ IZIN TERBIT l

* Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)

* bayar Pajak/ Retribusi

l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan

apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila

tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan

perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);
5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/ retribusi, pemohon melakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;
6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);
7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.
4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;
Ruang Bermain Anak;
Tempat Sembayang;
Kursi Roda;
. Toilet (umum dan disabilitas);
. Help Desk (Informasi);
. Kotak Saran dan Pengaduan;
. Komputer dan Printer;
. Mesin Fotocopy;
. Lemari dokumen;
. Meja dan Kursi;
. Alat Tulis Kantor;
. Sistem dan informasi Antrian;
. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
. Website dan Email;
. Internet (Wifi);
. Kamera (CCTV);
Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan Pengaduan, (1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

SN OO RFRDd=
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8 Kompetensi pelaksana

>
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5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12

Jaminan pelayanan yang
memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,

Akuntabel, Profesilonal, Senyum)

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
2. 1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui  Survei  Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang
datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

o Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website

DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

e
BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002




18. STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No | Komponen Uraian
1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

8.Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP Pemohon

2. Fotocopy Sertifikat Tanah atau bukti lain Kepemilikan Tanah yang sah

3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4. Dokumen Lingkungan Hidup

5. Surat Keputusan terkait kategori Puskesmas

6. Profil Puskesmas

3 Sistem,
mekanisme dan PEMOHON e — Pendaftaran
o (FO)
prosedur; :

E Tidak lengkap
' SELESAI ' dikembali—

Kuesioner
( SKM J Verifikasi
Kelengkapan
Persvaratan
[ IZIN TERBIT j
e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohonmelakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh

pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

7 Sarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

prasarana, Loket pelayanan Front Office:

dan/atau Loket pelayanan penyerahan izin;

fasilitas; Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

Kotak Pengaduan (Drop Box);

E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Pengaduan dan Kuesioner online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

SN OO RFRDd=

10 | Penanganan Pengaduan,
saran, dan masukan
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11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang 1. Didukung oleh SDM vyang berkompeten dengan prinsip
memberikan kepastian pelayanan prima;
pelayanan dilaksanakan 2. bD.iwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan

. iaya;
sesual dengan standar 3. Ad;,nya jaminan bebas dari praktek KKN;
pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan (1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.
dalam bentuk komitmen  [2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari
bahaya, dan resiko
keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM:;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002




19. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1.Fotocopy KTP

2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi

3.Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT)
yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

4.Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

5.Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan
dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog
Klinis berpraktik

6.Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
setempat; dan

7.Rekomendasi dari Organisasi Profesi

8.Pas photo warna ukuran 4x6 (3 lembar

3 Sistem,
mekanisme dan [ PEMOHON J‘“‘E e
prOSGde, E Tidak lengkap

e —d—‘:—;;;;

Kuesioner
| SKM J Verifikasi
Kelengkapan

=

= O N

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohonmelakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, [1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
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6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12

Jaminan pelayanan yang
memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan

biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum )

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keraguraguan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
2. 1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

* Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :16 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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20. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 26 Tahun 2013, Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukkan kepada kepala Dinas DPMTPSP

Kabupaten Lembata (asli bermatrai);

Foto copy ijazah pendidikan ahli Gizi;

Foto copy KTP Pemohon;

Foto copy STR yang masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;

Pas Photo 4x6¢cm = 2 Ib;

Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja;

8. Rekomendasi dari Organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi
(PERSAGI) Cabang Kabupaten Lembata;

9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata;

3 Sistem, mekanisme dan
PEMOHON e — Pendaftaran
prosedur; [ ]““; (FO)
i Tidak lengkap

.
B e e S e e e i s
SELESAI dikembalikan —w
Kuesioner
SKM Verifikasi J

No ok own

Kelengkapan
Persvaratan

[ IZIN TERBIT }

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV).

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan Masukan 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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12 | Jaminan pelayanan yang [1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

memberikan kepastian prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
sesuai dengan standar biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

*+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan

pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :17 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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21. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

tentang

tentang

2 Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan ditujukkan kepada DPMTPSP Kab.
Lembata (asli bermatrai);

2. Foto copy ijazah pendidikan Tenaga Sanitarian;

3. Foto copy STR yang masih berlaku;

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang dikeluarkan oleh dokter
yang telah memiliki SIP;

5. Pas Photo 4x6cm =2 Ib, 3x4cm =1 lbr;

6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang
menyatakan tanggal mulai bekerja;

7. Rekomendasi dari Organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan
Lingkungan ( HAKLI ) Cabang Kabupaten Lembata;

8. Bagi Pemohon perpanjangan Melampirkan SIKTS asli yang lama

3 Sistem, mekanisme dan
prosedur;

[ esmomon

S— m— Pendaftaran
-
g (FO)
E Tidak lengkap

SELESAI

dikembalikan

| Kuesioner J

SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persvaratan

[ IZIN TERBIT j

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)

* bayar Pajak/ Retribusi

[ (Jika dipersyaratkan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

Penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.
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10 | Penanganan Pengaduan,
saran, dan Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



12

Jaminan pelayanan yang
Memberikan kepastian
pelayanandilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

=

Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri .;

Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2.lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan

* Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan

pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :17 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

Ry e e

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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22. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TRANSFUSI DARAH

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

Fotokopi KTP Pemohon;

Fotokopi ljasah Terakhir;

Fotokopi STR Tenaga Tranfusi Darah yang masih berlaku;
Surat Keterangan Sehat dari Dokter

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Surat Pernyataan dari tempat bekerja;

Surat Izin Atasan Langsung;

Fotokopi Pakta Integritas;

. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Lembata
0. Pas Foto terbaru Ukuran 3x4;

2 Persyaratan

SN RWND =

3 Sistem, mekanisme dan

prosedur; [ PEMOHON ey
- pemdei= |
.

[ seLesar | "d:;.;;;;,: _
Kuesioner 3 -
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvyaratan

| IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
® bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

Penyelesaian

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Transfusi Darah

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan Masukan 2.E-mail ; perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang |[1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
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Memberikan kepastian prima;

pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
sesuai dengan standar biaya;

Pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
dalam bentuk komitmen 2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM:;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan
pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :17 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



23. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR

No | Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/Menkes/SK/VI1/2003 tentang Penyelenggaraan
Pengobatan Tradisional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata.

w

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP
Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara
pendidikan;
3. Fotocopy STRAT yang masih berlaku dan dilegalisir asli;

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki tempat surat
izin praktek;

5. Surat pernyataan memiliki tempat praktek atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tempat Akupuntur Terapis berpraktek;

6. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3
(tiga) lembar;

7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lembata;

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

3 Sistem, mekanisme dan
prosedur; [ PEMOHON ]"__ — Pendaftaran
(FO)
1 Tidak lengkap

| B P S S 5N
SELESAI I dikembalikan _lw
Kuesioner
( SKM J Verifikasi
Kelengkapan

I
nwnd

Persvaratan

IZIN TERBIT

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan  kelengkapan
persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan  permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
oleh pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Akupuntur

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
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3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan Masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang [1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
memberikan kepastian pelayanan prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
sesuai dengan standar dan biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
keselamatan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam bentuk komitmen Kabupaten Lembata; . .
untuk memberikan rasa 2. lzin dicetak de_ngan Kop DPMPTSP dlbL_J_bum tanda

. tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin
aman, bebas dari keasliannya.
bahaya, dan resiko
keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
llembaran SKM;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala

dan periodik);
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3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbuki
melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal :17 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002
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24. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Standar Pelayanan Fisika Medik

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi ijazah;
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Fisikawan Medik;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
5. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas; Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan;
6. Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP;
7. Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm

sebanyak 3 lembar;
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9. Rekomendari dari Dinas Kesehatan;

3 Sistem, mekanisme dan
[ PEMOHON ]‘____. — Pendaftaran
prosedur; i S=E0
i Tidak lengkap

B e e e e s
SELESAI dikembalikan
l Lenglcap l

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

* Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)
Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Fiskawan Medik

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV).

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan Masukan 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
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6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12

Jaminan pelayanan yang
memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keraguraguan

1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:

2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

* Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

*+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002




25. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEK

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Daftar Isian Pemohon;

Fotokopi ljazah Apoteker Legesir Basah ;

Fotokopi Surat Sumpah Apoteker;

Fotokopi Surat Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);

Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);

Fotokopi Sertufikat Kompetnsi;

Daftar Asisten Apoteker (Nama, Alamat, Tahun Lulus dan Nomor

Surat Izin Kerja AA);

8. Fotokopi ljasah Asisten Apoteker;

9. Fotokopi Surat Izin Asisten Apoteker (STRTTK/SIA);

10. Fotokopi Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SKKA);

11. Fotokopi Pernyataan APA bahwa tidak bekerja menjadi APA pada
Farmasi/ Apotel Lain (Bermaterai);

12. Surat Pernyataan PSA  tidak terlibat pelanggaran peraturan
Perundang-undangan dibidang Farmasi (Bermaterai);

13. Surat pernyataan Kesediaan bekerja Asisten Apoteker pada Apotek;

14. Akte perjanjian kerjasama atara APA dan Pemilik Sarana Apoteker;

15. Fotokopi KTP PSA, Apoteker, AA;

16. Nomor Induk Berusaha;

17. Denah bangunan Apotek

18. Surat Menyatakan Status bangunan dalam bentuk Akta hak
Milik/sewa/kontrak;

19. Daftar Alat dan Perlengkapan Apotek;

20. Pas Foto Apotek Pengelolah Apoteker 4x6 cm, sebanyak 2 lembar.

2 Persyaratan

No ok wh
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3 Sistem, mekanisme dan
prosedur; [ PEMOHON

i
SELESAI dikeinbali_

Kuesioner
r SKM J Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
e bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan |zin Praktik Apotek
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dusa;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;
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15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

Kompetensi Pelaksana

1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

Pengawasan Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10

Penanganan Pengaduan,
saran, dan masukan

1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

2.E-mail : perizinan.lembata@gemail.com;

3.Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12

Jaminan pelayanan yang
Memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan

biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

B

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa
aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keraguraguan

1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:

2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;

* Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
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Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :17 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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26. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO OBAT

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK / X / 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 167 /
KAB / B.VIIl / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

Surat permohonan dari Asisten Apoteker bermaterai Rp. 10.000,-

Foto copy KTP Asisten Apoteker dan Pemilik Toko Obat.;

Foto copy Surat ljin A Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) ;

Denah bangunan Toko obat (dalam skala) ;

Surat yang menyatakan Status Bangunan dalam bentuk Akte Hak

Milik/ sewa/ Kontrak. ;

6. Asli dan Foto Copy Surat ljin Atasan bagi (bagi pemohon Pegawai
Negeri, Anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya);

7. Akte perjanjian Kerja sama antara Asisten Apoteker dengan pemilik
sarana toko obat;

8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata;

9. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000,- dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

3 Sistem, mekanisme dan
[ PEMOHON ]‘: m— Pendaftaran
prosedur; : Fo)
i Tidak lengkap

Kuesioner = . -
SKM Verifikasi
Kelengkapan

2 Persyaratan

aRwh -~

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

* Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)
Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;
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4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
Penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan |zin Toko Obat
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
. Atasan langsung secara berjenjang;
. Pejabat fungsional dan struktural;

. Tim Audit Internal.

1
2
3
10 | Penanganan Pengaduan, 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2
3
4

saran, dan Masukan E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

oo
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11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 | Jaminan pelayanan yang (1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

memberikan kepastian prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
sesuai dengan standar biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

dalam bentuk komitmen 2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM:;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :17 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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27. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN OPTIK

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1424 /MENKES/SK/XI/2002
tentang Pedoman penyelenggaraan Optikal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Surat Keterangan Memiliki ahli refraksionis opfisien yang berizajah

Departemen Kesehatan;

Surat Keterangan Memiliki ruang pemeriksaan;

Surat Keterangan Memiliki ruang tamu;

Surat Keterangan Memiliki ruang laboratorium;

Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB)

Foto copy STR (Surat Tanda)

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Refraksionis Opfisien sebagai

Penanggungjawab Teknis;

8. Foto copy akte pendirian;

9. Denah Bangunan

10. Daftar Sarana dan Prasarana

11. Foto copy KTP;

12. Surat keterangan sehat dari dokter;

13. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas
pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) .

Noabkowdd

3 Sistem, mekanisme dan

prosedur; [ PEMOHON ]:.T_: —

Pendaftaran
(FO)

1
E Tidak lengkap
SELESAI ' dikembalikan

Kuesioner
( SKM J Verifikasi
Kelengkapan

Persyaratan

IZIN TERBIT

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)
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Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan
persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
oleh pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Izin Pendirian Optik

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);
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8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
saran, dan Masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang [1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
memberikan kepastian pelayanan prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
sesuai dengan standar dan biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan | 1)Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
keselamatan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam bentuk komitmen Kabupaten Lembata; _ _
untuk memberikan rasa 2)lzin dlcetqk dengan Kop DPMPTSF: dlpubuhl .tanda tangan

. elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari

bahaya, dan resiko

keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
llembaran SKM;

o Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-
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kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala
dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etk pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :17 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002
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28. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI DAN MULUT

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang lzin
Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi
Dan Mulut

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Surat Permohonan;

Fotokopi ijazah;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi;

Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas; Pelayanan Kesehatan yang
bersangkutan;

Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP;

Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm
sebanyak 3 lembar;

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. Rekomendari dari Dinas Kesehatan.

3 Sistem, mekanisme dan
[ PEMOHON ]‘T —r Pendaftaran
prosedur; 3 (FOo)
i Tidak lengkap

2 Persyaratan

ISR

~No

SELESAI Tdikembalilkan R
Lenglcap
Kuesioner s =
SKM Verifikasi

Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)

e bayar Pajak/ Retribusi

l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
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teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian

5 Biaya Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut

7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor;
18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;
21. Internet (Wifi);
22. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan Masukan 2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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12 | Jaminan pelayananyang  [1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

memberikan kepastian prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
sesuai dengan standar biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
untuk memberikan rasa elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.
Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :21 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002
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29. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga
Promosi Kesehatan dan llmu Perilaku;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Surat Permohonan;

Fotokopi ijazah;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi;

Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas; Pelayanan Kesehatan yang

bersangkutan;

Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP;

Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm

sebanyak 3 lembar;

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. Rekomendari dari Dinas Kesehatan.

2 Persyaratan

IS

~No

3 Sistem, mekanisme dan
prosedur; [ PEMOHON —

e un any
.

E Tidak leng’
SELESAI diken’lbali_
Kuesioner 8 -
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
® bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja

penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;

dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:

Loket pelayanan penyerahan izin;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);

. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;

1. Atasan langsung secara berjenjang;

2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 | Penanganan Pengaduan, 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

saran, dan masukan 2.E-mail ; perizinan.lembata@gemail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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12 | Jaminan pelayanan yang [1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

Memberikan kepastian prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
sesuai dengan standar biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan 1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
keselamatan pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
dalam bentuk komitmen 2.lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan * Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

*+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website
DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002
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30. STANDAR PELAYANAN IZIN LABORATORIUM KESEHATAN

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

8. Surat Edaran SE HK.02.01/MENKES/2019/2023 tentang Perizinan
Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran
dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai (sesuai
dengan peraturan yang berlaku)

2. Indentitas Pemohon/Penanggung Jawab (WNI: Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi))

3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai (sesuai
dengan peraturan yang berlaku) dan KTP orang yang diberi kuasa

4. Jika Usaha Perorangan
* NPWP Perorangan (Fotokopi)

Jika Badan Hukum / Badan Usaha
+ Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang,
jika ada) (Fotokopi)
« SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang
dikeluarkan oleh :

§ Kemenkunham, jika PT danYayasan

§ Kementrian, jika Koperasi § Pengadilan Negeri, jika CV
« NPWP Badan Hukum (Fotokopi)

5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

6. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) dan KTP
tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)

7. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) Atau lzin
Lingkungan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

8. Surat Izin Praktik (SIP) yang sesuai dengan alamat LKS [Fotokopi]

. Surat Tanda Registrasi (STR) perawat [Fotokopi]

10. Bukti Kepemilikan Tanah
Jika Milik Pribadi
« Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila
bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung
Jika tanah atau bangunan disewa:

* Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan minimal selama 5
(lima) tahun
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« Surat pernyataan diatas kertas bermaterai (sesuai dengan
peraturan yang berlaku) dari pemilik tanah atau bangunan yang
menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan

« Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
(Fotokopi)

11. Surat penunjukan sebagai dokter penanggung jawab klinik utama
(dokter spesialis) dari pemilik Laboratorium Klinik Swasta (LKS)

12. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan
yang berlaku) yang menyatakan kesediaan sebagai penanggung
jawab LKS dan tidak bekerja sebagai penanggung jawab di LKS lain

13. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan
yang berlaku) dari pemrakarsa/pemilik yang menyatakan akan
tunduk kepada peraturan yang berlaku di bidang kesehatan dan
bersedia mengikuti Program Pemantapan Mutu

14. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan
yang berlaku) dari analis dan perawat yang menyatakan
kesanggupan sebagai analis dan perawat

15. Surat Kerjasama (MOU) rujukan dengan LKS yang lebih lengkap

16. ljazah dan SIP dokter penanggung jawab LKS (sesuai dengan
alamat LKS) [Fotokopi]

17. ljazah analis [Fotokopi]

18. lzin atasan (untuk tenaga PNS/POLRI/TNI) [Fotokopi]

19. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:

* Denah Lokasi LKS dan Denah Ruangan

+ Daftar personalia

+ Data kelengkapan bangunan laboratorium

+ Data kelengkapan peralatan laboratorium

+ Daftar alat medis dan non medis

« Daftar reagensia

+ Daftar kemampuan jenis pemeriksaan dan tarifnya

+ Pasfoto berwarna dokter penanggung jawab ukuran 4 x 6 cm
sebanyak 2 (dua) lembar Laboratorium klinik harus memenuhi
ketentuan ketenagaan:

a. laboratorium klinik umum pratama:

e penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang
dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen
laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan,
yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik
dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan
kementerian kesehatan; dan

e tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga
administrasi.

b. laboratorium klinik umum madya :

e penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang
dokter spesialis patologi klinik;

e tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 4
(empat) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat
serta 2 (dua) orang tenaga administrasi
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3 Sistem, mekanisme dan
[ PEMOHON J‘____. —r Pendaftaran
prosedur; : (FO)
i Tidak lengkap

SELESAI “dikembalilan e—
Loenglis:capy

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan

Persvaratan

[ IZIN TERBIT ]

= Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
l (Jika dipersyaratkan)

Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima,
apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan
teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut
sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja

Penyelesaian

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan |zin Laboraturium Kesehatan

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dusa;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

Kursi Roda;

. Toilet (umum dan disabilitas);

. Help Desk (Informasi);

. Kotak Saran dan Pengaduan;

. Komputer dan Printer;

. Mesin Fotocopy;

. Lemari dokumen;

. Meja dan Kursi;

. Alat Tulis Kantor;

. Sistem dan informasi Antrian;

. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
. Website dan Email;

. Internet (Wifi);

. Kamera (CCTV);
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Kompetensi Pelaksana

1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

Pengawasan Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
. Atasan langsung secara berjenjang;
. Pejabat fungsional dan struktural;
. Tim Audit Internal.

10

Penanganan Pengaduan,
saran, dan Masukan

E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

1
2
3
1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2
3
4

11

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12

Jaminan pelayanan yang
memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar
pelayanan

Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri .;

Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen
untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya,

dan resiko keraguraguan

1.Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2.1zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14

Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1.

Survei Kepuasan Masyarakat;

v' Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
flembaran SKM;

v Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

v Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal :21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,
OF

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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31. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

No | Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup
kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi;

2. Self assessment meluti jenis pelayanan, sumber daya manusia,
peralatan, dan bangunan serta prasarana Rumah Sakit dengan
mengacu pada PMK Nomor 3 tahun 2020

3. Surat Keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan
dan kalibrasi alat kesehatan; Sertifikat akreditasi

4. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin operasional);

5. Surat Pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat
tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan
kesepakatan/kerja sama internasional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

6. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan
berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu;
dan

7. dokumen administrasi dan manajemen. Dokumen administrasi dan
manajemen sebagaimana dimaksud meliputi:

badan hukum atau kepemilikan;

peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);

komite medik;

komite keperawatan;

satuan pemeriksaan internal;

surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;

standar prosedur operasional kredensial staf medis;

surat penugasan Klinis staf medis; dan

surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan
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3 Sistem, mekanisme dan
prosedur; [ PEMOHON ]_ —

Pendaftaran
(FO)

t Tidak lengkap
SELESAI ' dlkembah_

Kuesioner
SKM Verifikasi
Kelengkapan
Persvaratan

IZIN TERBIT
e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
* bayar Pajak/ Retribusi
[ (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan
persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
oleh pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 19 Hari kerja 14 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja

penyelesaian (DPMPTSP)

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)

6 Produk pelayanan Izin Operasional Rumah Sakit

7 Sarana, prasarana, Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

. Kursi Roda;

0. Toilet (umum dan disabilitas);
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11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan Pengaduan, | 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
saran, dan Masukan 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 | Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 | Jaminan pelayanan yang [1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
memberikan kepastian pelayanan prima;
pelayanan dilaksanakan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, wakiu,
sesuai dengan standar dan biaya;
pelayanan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri .;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan keamanan dan | 1)Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
keselamatan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam bentuk komitmen Kabupaten Lembata; . _
untuk memberikan rasa 2)lzin dlceta}k dengan Kop DEMPTSE dlpubuhl _tanda tangan

. elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
aman, bebas dari
bahaya, dan resiko
keraguraguan

14 | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
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yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
llembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala
dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etk pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.|
NIP. 19701222 200012 1002
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1. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti Undng-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020
tentang Bangunan Gedung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2
Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1
Tahun 2024 Terntang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun

2023 tentang Pendelegasian wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lembata;

Mempunyai akun SIMBG;

Nomor Induk Berusaha;

Data Pemohon (KTP, Nomor HP, Email);

Akte Pendirian dan/ atau perubahan dan
pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan
hukum;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

Data Bangunan (lokasi, jenis, fungsi, luas dan
jumlah lantai basement, perancang dokumen
teknis);

7. Fotoopi Surat Tanah / Serifikat;

2 Persyaratan

el S
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8. Data Tanah (Jenis, nomor, tanggal surat tanah,
lokasi, luas, atas nama, gambar batas tanah,
gambar dan informasi hasil penyelidikan tanah,
surat perjanjian pemanfaatan tanah);

9. Persetujuan Simpadan;

10. Rekomendasi Desa dan Camat;

11. Bukti Lunas PBB;

12. Kesesuaian Rencana kabupaten (KRP)

13. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
(badan usaha/perseorngan), Arsitek berlisensi,

14. Dokumen aritektur;

a. Gambar situasi, rencana tapak, denah,
potogan, tampak dan detail bangunan
gedung;

b. Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan
karakteristik material/bahan);

15. Dokumen struktur;

a. Perhitungan teknis sederhana dan
gambar rencana fondasi, bersemen kolom;
b. Gambar detail struktur;
c. Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan
karakteristik material/bahan);
16. Dokumen MEP (Mekanikal Elektrikal
Plambing)

a. Perhitungan teknissedrhana dan gambar
jaringan listrik (gambar sumber, jaringan
dan pencahayaan);

b. Perhitungan teknis dan gambar rencana
system sanitasi (pengelolaan air limbah,
air hujan, drainase dan persampahan);

17. Rekomendasi PBG dari Dinas / Tim teknis;
18. Bukti Setoran Retribusi;
19. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Tambahan (sesuai jenis usaha /kegiatan):

PKKPR;

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

Izin Lingkungan;

Sistem Pengamanan,;

Rekomendasi kesediaan bahan baku untuk

pabrik dari Dinas teknis terkait;

6. Fotokopi keikiutsertaan JKN dan BPJS
Ketenagakerjaan;

7. Rekomendasi Andalalin;

8. Surat perjanjian sewa-menyewa antara

ok~
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perusahaan dan pemilik tanah (Tower);

9. Surat persetujuan warga disekitar lokasi
tower sesuai dengan petunjuk Teknis Tower
dari Kementrian PU (Tower);

10. Surat pernyataan Dbersedia bertanggung
jawab penuh terhadap risiko bangunan
(Tower).

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;
A. PENYELENGGARAAN PGB

U Persetujuan dimohonkan karena Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sistm elektronik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

0 Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui SIMBG.

O Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB,
dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
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...............................

A

. LAK ‘ TIDAKLMK?

..........................................

KETERANGAN

PBG: Persetujuan Bangunan Gedung
SLF: Sertifikat Layak Fungsi

SLFn: Serfifikat Layak Fungsi [Peraniangan)
KI:Kajian Identifikasi

KT:Kzjian Teknis

B. PENERBITAN PBG

KONSULTASI

O Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah daerah atau
Pemerintah Pusat (dalam hal bangunan gedung fungsi khusus) untuk
memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.

O PBG diselenggarakan dengan proses:

a. Konsultasi perencanaan = Pemeriksaan dokumen rencana teknis
oleh Tim Penilai Teknis (untuk rumah tinggal) atau Tim Profesi Ahli
(Untuk Bangunan lainnya)

b. Penerbitan.

[0 Proses konsultasi perencanaan meliputi:
a. Pendaftaran »-Dilakukan oleh Pemilik atau Pemohon melalui SIMBG
b. Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis = Dilakukan paling
banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh
delapan) hari kerja.
c. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis
[0 Penjadwalan Konsultasi diberikan kepaada pemohon melalui SIMBG
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O Konsultasi perencanaan diselenggarakan tnpa dipungut biaya.

PEMERIKSAAN STANDAR
O Pemeriksan pemenuhan Standar Teknis dilakukan melalui tahap:
a. Pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
b. Pemeriksaan dokumen rencana struktur dan MEP
O Hasil pemeriksan dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi
kesimpulan Tim Profesi Ahli yang memuat;
a. Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar
Teknis; atau
b. Rekomendasi pndaftaran ulang PBG.
O Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis
Digunakan untuk memperoleh PBG dengan di lengkapi perhitungan
teknis untuk retribusi.

RETRIBUSI
0 Penetapan nilai retribusi dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan
perhitungan teknis untuk retribusi
O Nilai retribusi ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi BG, dan
harga satuan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
O Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Trayek dan
d. Retribusi Usaha Perikanan.
O Objek Retribusi PBG adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.
O Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
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1. Penyelenggaraan BG

hunian sederhana Qe iq o an fime dan
2. Penyelenggaraan BG oA IEese .G‘h ‘g" ld
hunian tidak sederhana (s qu‘ aa-wra (@ jb n

3. Penyelenggaraan BG
desain prototipe
4. Penyelenggaraan BG
penyesuaian desain prototipe
5. Penyelenggaraan BG
ketentuan pokok tahan gempa
6. Penyelenggaraan BG

kepentingan umum Blsms PROSES
7.

Penyelenggaraan BG
kepentingan umum dengan pertelaan

8. Penyelenggaraan BG MHGGM
kepentingan umum bertahap

9. Penyelenggaraan BG BANGUNAN GEWNG

Fungsi Khusus
10. Penyelenggaraan BG
Fungsi Khusus Bertahap SI“%
11. Penyelenggaraan BG Kolektif
12. Penyelenggaraan BG Prasarana
13. Penyelenggaraan BG Fungsi campuran
14. Penyelenggaraan BG Eksisting
15. Penyelenggaraan BG Eksisting (Perpanjng)
16. Penyelenggaraan BG Eksisting
(administratif)
17. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGFK) Q("jﬁ\[‘ “JL I _]\ dQUJ“]’]
18. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGCB)
19. Penyelenggaraan BG Eksisting ULLL mem,d
(mengubah, memperluas, menambah
Mengurangi) Vastins % A \
20. Penyelenggaraan Pembongkaran BG E'JE?U“” L’Td"mlﬁ '\“f‘“
21. Pendataan BG
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Tidak Sesual
—_—— -- Maksimal 2 Mari Kerja
Keterangan
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Pernohon Dinas Dinas
Teknis Perizinan
Penjelasan:
(*1) : Permohonan (tidak ada durasi waktu) melengkapi dokumen
Standar Teknis
(*2) 1. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan

pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam hal dokumen
tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon
2. TPT dan TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja) melakukan
pemeriksaan kebenaran dokumen secara arsitektur,
struktur, mekanikal elektrikal, dan perpipaan. Dalam hal
apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan
kepada pemohon
3. Sekrtariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan
perhitungan teknis untuk retribusi
4. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari kerja)
melakukan pengesahan surat pemenuhan standar teknis.
(*3) : 1. Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan penetapan
retribusi. Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan
retribusi kepada pemohon.

2. Permohonan melakukan pembayaran retribusi durasi
waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja
tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon

(*4) : Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan pengesahan PBG
(*5) : Proses ini dijelaskan pada Bagan Proses Pelaksanaan dan
pengawasan konstruksi serta Pemanfaatan
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PENELENGGARAAN PBG SECARA UMUM

PENYELENGGARAAN PBG SECARA UMUM

Peeribekuan
me ¢

Y

THVK ADA
INFORMASI DAR
PEMOHON
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(el —s Perlengiapan ' Pemeritsan | Penetapan Retribusl dan
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< MASSIMAL 1 HARS >< MAKSIMAL 27 HARI KERIA >< IMAKSIMAL 1 HARI KERM
' PERLENGAXAPAN DATA XONSULTAS| i
KETERANGAN:

. PEMOHON DINAS . CPMPTSP
TEKNIS

C. PENYELENGGARAAN SLF

SLF DAN SBKBG
Sertifikat laik Fungsi yang disingkat SLF
Surat Bukti Kepemilikan Banguanan Gedung disingkat SBKBG
Penerbitan SLF dan SBKBG dilakukan bersamaan melalui SIMBG
Proses penerbitan SLF dan SBKBG dilaksanakan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak surat pernyataan kelayajan fungsi diunggah melalui
SIMBG
Untuk Bangunan Gedung Baru, SLF diterbitkan berdasarkan inspeksi
pada saat konstruksi oleh pemilik Bangunan
00 Demi menjaga kelalaian fungsi sepanjang pemanfaatan BG, SLF harus
diperpanjang dalam jangka waktu:
a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret; dan
b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya.

oooao

a
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O Perpanjangan SLF didahuluai dengan pemeriksaan kelaikan fungsi SLF
Eksisting
O Untuk Bangunan Gedung Eksisting, SLF diterbitkan berdasarkan hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi oleh pengkaji teknis.
O Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada exsisting
terdiri atas:
a. Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada
(existing);
b. Permohonan Surat Pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan
c. Penerbitan SLF dan SBKBG
O Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada
(existing) dilakukan oleh:
a. Pemilik yang bersertifikat pengkajian teknis atau memiliki unit
atau tenaga internal yang bersertifikat pengkajian teknis; atau
b. Penyedia jasa Pengkaji Teknis yang bersertifikat pengkajian teknis.

D. PENERBITAN SLF

PENYELENGGARAN SLF (FASE KONSTRUKSI)

(*4)

Dor '
\J
.
w Tidat --5'. !
dengan P35 Spertak
Peniit

dpertah

'
Perryatann Lonitrida)
Dot Odargution
"4

\

Irepets " SELESN
Pendi o
1
'
Papes
 Pesibk
Mengikut Pelzksanaan Konstruksi > { MAKSIMAL 3 HARI KERIA
Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksl

e Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi
membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan
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laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan Thasil pengujian
(commissinong test)

e Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa
pengawasan konstruksi atau penilik berdasarkan dafar simak.

e Dinas Teknis menindaklanjuti surat pernyataan kelaikan fungsi dengan
pnerbitan SLF dan surat kepemilikan Bangunan Gedung

PENYELENGGARAAN SLF (BANGUN EKSISTING)

Bila Bangunan Perhiungan
Gedurg Betant ™~ ™ Toknis fetrbust. |
Memiit 736 |
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Qurde Ty |
ﬁ | ERADNG, | | |
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‘ Tt Sesua Derigaheismndan : |
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1%4. ;
! A
. - e

< MASSIMAL | HAR > MAKSIVAL 26 HAR) KERA : < MAAKSIMAAL  HARI RERIA 5

e untuk bangunan eksisting, pemeriksaan kelaikan fungsi untuk proses
penerbitan SLF dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen:
a. Identitas Pemilik,
b. Kondisi Bangunan Gedung;
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c. Kesesuaian dengan KRK;
d. Dokumen PBG; dan
e. Informasi pelaksanaa Pemeliharaan dan Perawatan
e Dalam hal tidak ada dokumen PBG, pemeriksaan dilakukan dokumen
rencana teknis atau as built drawing yang memuat aspek keselamatan
bangunan gedung

PENYELENGGARAAN SLF (PERPANJANGAN)

Tidak lengkap |

| —

Tidak Sesusl * berae Rtomend
LENGKAP

i | | amson
-— I——
; ' A¥is

< MAKSIMAL T HARI > MAKSIMAL 26 HARI KERIA § MAKSIMAL | HAR! KERIA

e Perpanjangan SLF didahului dengan pemeriksaan kelaiakan fungsi.
e Pmeriksaan Kelaikan fungsi untuk bangunan gedung eksisting
mempertimbngan kesesuaian kondisi lapangan, dan/atau gambar

terbangun (as-buit drawings) terhadap SLF terakhir serta Standar
Teknis.
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JENIS PENYELENGGARAAN BG

Penyelenggaraan BG hunian sederhana

Penyelenggaraan BG hunian tidak sederhana

Penyelenggaraan BG prototipe

Penyelenggaraan BG penyesuaian desain prototipe

Penyelenggaraan BG ketentuan pokok tahan gempa

Penyelenggaraan BG kepentingan umum

Penyelenggaraan BG kepentingan umum dengan pertelaan

Penyelenggaraan BG kepentingan umum bertahap

. Penyelenggaraan BG Fungsi Khusus

10. Penyelenggaraan BG Fungsi Khusus Bertahaap

11. Penyelenggaraan BG Kolektif

12. Penyelenggaraan BG Prasarana

13. Penyelenggaraan BG Funggsi campuran

14. Penyelenggaraan BG Eksisting

15. Penyelenggaraan BG Eksisting (Perpanjangan)

16. Penyelenggaraan BG Eksisting (administratif)

17. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGFK)

18. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGCB)

19. Penyelenggaraan BG  Eksisting (mengubah, memperluaas,
menambah, mengurangi)

20. Penyelenggaraan Pembongkaaran BG

21. Pendataan BG

RN AW
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ALUR KERJA APLIKASI SIMBG UNTUK PENERBITAN PBG

VERIFIKAS! PENGISIHAN VERIFIKASI BUKTI PERSETUIUAN
KELENGKAPAN RETRIBUSI PEMBAYARAN PENERBITAN PRG
DOXUMEN RETRIBUSI

Oleh Dinas Perizinan
Oleh Dinas Perizinan OA ®

Oleh Dinas Teknis Oteh Dinas Teknis
UPLOAD PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN PENYERAHAN
DOKUMEN SKRD SSRD PBG
Oleh Pemohon Oleh Dinas Perizinan Oleh Dinas Perizinan Oleh Dinas
Perizinan

KELENGKAPAN SYARAT DATA PENYELENGGARAAN BANGUNAN
1. PENYELENGGARAAN BANGUNAN SEDERHANA

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informasi KRK

O Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung

O Data penyedia jasa perencana konstruksi atau arsitek berlisensi

Data Teknis Tanah

00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun

0 Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah.

Data Teknis Arsitektur

O Gambar Rencana tapak dan Rancangan Bangunan

O Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana struktur

O Gambar detail struktur

O Spesifikasi teknis
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Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
O Perhitungan dan gambar jaringan listrik

O Perhitungan gambar rencana sistem sanitasi
O Spesifikasi teknis

2. PENYELENGGARAAN BANGUANAN GEDUNG HUNIAN TIDAK

SEDERHANA

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung

O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi

Data Teknis Tanah

L0 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

O Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Arsitektur

[0 Gambar dan rencana tapak dan rancangan bangunan

0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

L Perhitungan sederhana dan gambar rencana stuktur

0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Mekanikal Plumbing

U Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan

L Spesifikasi Teknis

3. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DISAIN PROTOTIPE

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung

O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

[ Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi

Data Teknis Tanah

00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

00 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teksis Arsitektur

[0 Gambar desain protipe
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4. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PENYESUAIAN DISAIN
PROTOTIPE
Data Umum
O Informasi KTP/KITAS
O Informai KRK
O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung
O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)
[0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun
0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah
Data Teksis Arsitktur
[0 Gambar rencana desain hasil penyesuaian desain prototipe rumah
tinggal
5. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN POKOK
TAHAN GEMPA DISAIN PROTOTIPE
Data Umum
U Informasi KTP/KITAS
O Informai KRK
O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung
O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)
0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun
0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah
Data Teksis Arsitktur
O Denah berdasarkan ketentuan pokok tanah gempah
O Perletakan titik lampu dan stop kontak
O Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun)
6. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM
Data Umum
O Informasi KTP/KITAS
O Informai KRK
O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung
O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)
O Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
O Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun
0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah
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Data Teknis Arsitektur

O Konsep rancangan Arsitektur

[0 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan
bangunan

O Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya

O Gambar Detail Struktur

O Spesifikasi teknis

Data Teknis Mekanikal Plumbing

O Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakasan, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan

L Spesifikasi Teknis

7. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM

DENGAN PERTELAAN

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

L0 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung

O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

[ Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi

0 Dokumen pertelaan

Data Teknis Tanah

[0 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Arsitektur

0 Konsep rancangan Arsitektur

00 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan
bangunan

0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya

O Gambar Detail Struktur

[0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Mekanikal Plumbing

O Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang
diprsyaratkan

L Spesifikasi Teknis
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8. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM

BERTAHAP
Data Umum Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Informasi KTP/KITAS v
Informasi KRK v
Surat Perjanjian pemanfaatan tanah v
Dokumen lingkungan sesuai v
peraturan perundangan (AMDAL,
UKL /UPL, SPPL)
Data Penyedia Jasa Perencanaan v
Konstruksi dari/atau Asritek
berlisensi
Komitmen yang menyatakan bahwa v
komponen bangunan tidak berubah
Dokumen Pertelaan (Jika ada)
Data Teknis Tanah Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Gambar batas tanah yang dikuasai v
Gambar dan Informasi tentang hasil v
penyelidikan tanah
Data Teknis Arsitektur Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Konsep Rancangan Arsitektur v
Gambar Pra rancangan tata ruang v
dan rancangan bangunan
Gabar detail tata ruang dalam , tata 4
ruang luar dan rancangan bangunan
Spesifikasi teknis v
Data Teknis Struktur Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Rencana Skematik Struktur v
Perhitungan Teknis dan Gambar 4
Rencana Struktur bawah
Perhitungan Teknis dan Gambar v
Rencana Struktur atas
Spesifikasi teknis v
Data Teknis Mekankal Elektrikal Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Plambing
Konsep MEP v
Laporan Analisa dan Rencana MEP 4
dibawah tanah
Laporan Analisa dan Rencana MEP v
diatas tanah
Gambar rencana kelistrikan, 4
pencahayaan, sanitasi, proteksi,
kebakaran, tata udara, dan elemen
MEP lainnya yang dipersyaratkan
sesuai kebutuhan
Spesifikasi teknis v
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9. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung

O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

[0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi

Data Teknis Tanah

00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Arsitektur

0 Konsep rancangan Arsitektur

[0 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan
bangunan

0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya

O Gambar Detail Struktur

0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan sederhana dan gambar rencana stuktur

0 Spesifikasi teknis

Data Teknis Mekanikal Plumbing

U Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan

L Spesifikasi Teknis

O Kriteria dan Dokumen standar perencanaan dan perancangan
khusus

10. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
BERTAHAP
Data Umum Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3

Informasi KTP/KITAS

Informasi KRK

Surat Perjanjian pemanfaatan tanah
Dokumen lingkungan sesuai
peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

Data Penyedia Jasa Perencanaan
Konstruksi dari/atau Asritek
berlisensi

Komitmen yang menyatakan bahwa v
komponen bangunan tidak berubah

ANENANEN
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Dokumen Pertelaan (Jika ada)

Data Teknis Tanah Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Gambar batas tanah yang dikuasai v
Gambar dan Informasi tentang hasil v
penyelidikan tanah
Data Teknis Arsitektur Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Konsep Rancangan Arsitektur v
Gambar Pra rancangan tata ruang v
dan rancangan bangunan
Gabar detail tata ruang dalam , tata 4
ruang luar dan rancangan bangunn
Spesifikasi teknis v
Data Teknis Struktur Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Rencana Skematik Struktur v
Perhitungan Teknis dan Gambar 4
Rencana Struktur bawah
Perhitungan Teknis dan Gambar v
Rencana Struktur atas
Spesifikasi teknis v
Data Teknis Mekankal Elektrikal Tahap 1 Tahap 2 | Tahap 3
Plambing
Konsep MEP v
Laporan Analisa dan Rencana MEP v
dibawah tanah
Laporan Analisa dan Rencana MEP v
diatas tanah
Gambar rencana kelistrikan, 4
pencahayaan, sanitasi, proteksi,
kebakaran, tata udara, dan elemen
MEP lainnya yang dipersyaratkan
sesuai kebutuhan
Spesifikasi teknis v
Data Teknis Khusus
Kriteria Perencanaan Khusus v
Dokumen standar perencanaan dan v

perancangan khusus

11. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KLEKTIF

Data Umum
Informasi KTP/KITAS
Informai KRK

pemilik bangunan gedung
Dokumen Lingkungan sesuai
UKL/UPL, SPPL)

o0 0O OoOOgd

Master plan

peraturan perundangan

Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan

(AMDAL,

Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi
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Data Teknis Tanah

O Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Arsitektur

O Konsep rancangan Arsitektur

O Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan
bangunan

O Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya

O Gambar Detail Struktur

O Spesifikasi teknis

Data Teknis Struktur

O Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya

L Gambar Detail Struktur

O Spesifikasi teknis

Data Teknis Mekanikal Plumbing

U Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan

[0 Spesifikasi Teknis

12. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PRASARANA

Data Umum

U Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung

0 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi

0 Master plan

Data Teknis Tanah

00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

O Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Prasarana
O Perhitungan teknis dan gambar rencana prasarana

13. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI CAMPURAN
Data Umum
0 Informasi KTP/KITAS
O Informai KRK
00 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung
00 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
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UKL/UPL, SPPL)
0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi
O Dokumen pertelaan (jika ada)
Data Teknis Tanah
O Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun
0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Arsitektur
O Konsep rancangan Arsitektur
O Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan
bangunan
0 Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
O Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya
O Gambar Detail Struktur
O Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
O Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya
L Gambar Detail Struktur
O Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Plumbing
O Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan
[0 Spesifikasi Teknis

14. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (BARU DAN
PERPANJANGAN)
Data Umum
U Informasi KTP/KITAS
O Informai KRK
O Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan
pemilik bangunan gedung
O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)
0 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi
O Dokumen pertelaan (jika ada)
Data Teknis Tanah
00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun
O Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah
Data Teknis Mekanikal Plumbing
Laporan pelaksanaan kelaikan fungsi
Lsporsn pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
As built (hanya untuk elemen bangunan yang tanpak)
Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, dan MEP (jika
masih ada)
Data pengkaji teknis

O OoOoOod

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



15. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
(ADMINISTRATIF)
Data Umum

Informasi KTP/KITAS

Data bangunan

Data pemilik

Data pemilik baru (jika ingin alih nama)

Akta jual beli atau akta waris, akta bukti lainnya (jika ingin alih

nama)

Dokumen PBG

Dokumen SLF

OO0 OOO0oo

16. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (BG FUNGSI

KHUSUS)

Data Umum

U Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

0 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

O PBG (jika sudah punya sbelumnya)

O SLF (jika sudah punya sebelumnya)

Data Teknis Tanah

00 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Teknis Bangunan Gedung Eksisting

Laporan Pemeriksaan kelaikan fungsi

Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)

As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
Perhitunga teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan
MEP (jika masih ada)

O Data Pengkaji Teknis

oooOoao

17. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (CAGAR

BUDAYA)

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

O PBG (jika sudah punya sbelumnya)

O SLF (jika sudah punya sebelumnya)

Data Teknis Tanah

O Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

[0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah
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Data Teknis Teknis Bangunan Gedung Eksisting

Laporan Pemeriksaan kelaikan fungsi

Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)

As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
Perhitunga teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan
MEP (jika masih ada)

Data Pengkaji Teknis

O OOoood

18. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

Data Umum

O Informasi KTP/KITAS

O Informai KRK

O Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)

[ SLF (jika sudah punya sebelumnya)

O Dokumen pertelaan (jika ada)

Data Teknis Tanah

[0 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan
gedung eksisting pada area /persil yang akan dibangun

0 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah

Data Teknis Arsitektur
O Konsep rancangan perubahan Arsitektur
[0 Gambar rencana perubahan tata ruang dalam, tata ruang luar dan
rancangan bangunan
0 Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
U Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana perubahan struktur dan
elemennya
0 Gambar Detail Perubahan Struktur
O Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
O Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya
O Gambar Detail Struktur
0 Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Plumbing
O Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi,
proteksi kebakaran, tata wudra, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan
L Spesifikasi Teknis
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4 Jangka waktu | Ditentukan oleh sistem sesuai jenis bangunan
Penyelesaian
5 Biaya tariff Sesuai tarif berdasarkan Peraturan Daerah

6 Produk e Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
pelayanan o Sertifikat laik Fungsi (SLF)
e Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
(SBKBG)
Ruang Tunggu dilengkapi AC;
Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;
Ruang Bermain Anak;
Tempat Sembayang;
Kursi Roda;
. Toilet (umum dan disabilitas);
. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor;
18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email,
21. Internet (Wifi);
22. Kamera (CCTV);
8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Atasan langsung secara berjenjang;
Pejabat fungsional dan struktural,
Tim Audit Internal.
Kotak Pengaduan (Drop Box);
E-malil : perizinan.lembata@gmail.com;
Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Pengaduan dan Kuesioner online

7 Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas;

WO N s W=

—
— O

Internal

10 Penanganan
Pengaduan,
saran, dan
Masukan

PO -
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https:/ /dpmptsp.lembatakab.go.id /pages/bidan
gpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-
8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.
11 Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5
pelaksana (lima) orang
12 Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
pelayanan dengan prinsip pelayanan prima;
yang 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian
memberikan persyaratan, waktu, dan biaya;
kepastian 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
pelayanandila K. Proses perizinan dapat ditelusuri;
ksanakan S. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
sesuai dengan | (Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif,
standar Senyum)
pelayanan
13 Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
keamanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata:
keselamatan 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi
pelayanan tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dalam bentuk dijamin keasliannya.
komitmen
untuk
memberikan
rasa aman,
bebas dari
bahaya, dan
resiko
keraguraguan
14 Evaluasi 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
kinerja e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei
Pelaksanaan Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;
* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
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Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan standar pelayanan yang
dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan
Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan
Punishment apabila terbukti melakukan
pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 1002
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2. STANDAR PELAYANAN KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)

No | Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 204 tentang Penatagunaan
Tanah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 5  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Perturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis
Pertanahan;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang;

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara Elektronik;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-
2042;

13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Mengajukan Permohonan di OSS;

NIK KTP Elektronik;

Memiliki Email Aktif;

Nomor Handpone Watshap Aktif;

NIB dari OSS;

NPWP;

Akte Perusahaan;

Data Jumlah Modal Usaha;

Data Jumlah Tenaga Kerja;

0. Peta / Sketsa yang membuat Koordinat batas letak lokasi yang

dimohonkan;

11. Data SHP Polygon lokasi dan fotokopi surat tanah;

12. Membayar PNBP;

13. Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Lembata);

2 Persyaratan

SO NoOaR LN =
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3 Sistem, Alur Penerbitan Pemrosesan PKKPR Darat pada OSS dan % OSS
mekanisme dan | Cistaru
prosedur;

SSO Gistaru-KKPR
melakukan
Persetujuan

PKKPR

Sistem OSS menerbitkan Persetujuan
PKKPR Darat oleh OPD dan DPMPTSP

Notifikasi SSO Sistem OSS menyampai
Gistaru-KKPR STLLISIEEED untuk melengk:

Keterangan:
1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui
Sistem OSS;
2. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan
PKKPR;
3. Notifikasi Permohonan verifikasi kepada OPD Tata Ruang, diikuti
Kelengkapan Persyaratan;
Pemrosesan Pemenuhan PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNBP ke akun Pelaku
Usaha;
SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNPB oleh Pelaku Usaha;
Proses PERTEK di KANTAH;
Pengaktifan SLA Proses Verifikasi PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
SSO Gistaru-KKPR melakukan persetujuan PKKPR;
0. Notifikasi SSO Gistaru-KKPR;
a. Ditolak, maka Sitem OSS menyampaikan penolakan;
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaiakan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
c. Disetujui, maka Sistem OSS menerbitkan Persetujuan PKKPR Darat
oleh OPD dan DPMPTSP;
11. Apabila telah disetujuhi oleh OPD dan DPMPTSP, maka pelaku usaha
dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.
4 Jangka waktu Perhitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP.

o~

SO~

penyelesaian Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah
pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbagan Teknis (Pertek)

pertanahan.
) Biaya tarif 1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) dan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNBP
hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

2. Ditentukan Sistem Gistaru-KKPR yaitu melalui sistem OSS mengirimkan
Suarat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
kepada akun pelaku usaha.

6 Produk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



7 Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan izin;
fasilitas; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor;
18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;
21. Internet (Wifi);
22. Kamera (CCTV).
8 Kompetensi 1. Sarjana Pertanian/Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2.E-mail: perizinan.lembata@gmail.com;
saran, dan 3.Website: dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
pelaksana
12 | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
pelayanan yang prima;
Memberikan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;
kepastian 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
dilaksanakan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
sesuai dengan Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
standar
pelayanan
13 | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
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keamanan dan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
keselamatan 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
pelayanan dalam elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

bentuk komitmen
untuk
memberikan
rasa aman,
bebas dari
bahaya, dan
resiko
keraguraguan

14 | Evaluasikinerja | 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;
e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.
2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);
3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran
Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal:11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 1 002
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3. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

No | Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 204 tentang Penatagunaan
Tanah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Perturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis
Pertanahan;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang;

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara Elektronik;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-
2042;

12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Mengajukan Permohonan di OSS;

NIK KTP Elektronik;

Memiliki Email Aktif;

Nomor Handpone Watshap Aktif;

NIB dari OSS;

NPWP;

Akte Perusahaan;

Data Jumlah Modal Usaha;

Data Jumlah Tenaga Kerja;

0. Peta / Sketsa yang membuat Koordinat batas letak lokasi yang

dimohonkan;

11. Data SHP Polygon lokasi dan fotokopi surat tanah;

12. Membayar PNBP;

13. Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Lembata);

2 Persyaratan

SN LN =
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3 Sistem, Alur Penerbitan Pemrosesan PKKPR Darat pada OSS dan % OSS
mekanisme dan | Cistaru
prosedur;

SSO Gistaru-KKPR
melakukan
Persetujuan

PKKPR

Sistem OSS menerbitkan Persetujuan
PKKPR Darat oleh OPD dan DPMPTSP

Notifikasi SSO Sistem OSS menyampai
Gistaru-KKPR STLLISIEEED untuk melengk:

Keterangan:
1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui
Sistem OSS;
2. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan
PKKPR;
3. Notifikasi Permohonan verifikasi kepada OPD Tata Ruang, diikuti
Kelengkapan Persyaratan;
Pemrosesan Pemenuhan PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNBP ke akun Pelaku
Usaha;
SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNPB oleh Pelaku Usaha;
Proses PERTEK di KANTAH;
Pengaktifan SLA Proses Verifikasi PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
SSO Gistaru-KKPR melakukan persetujuan PKKPR;
0. Notifikasi SSO Gistaru-KKPR;
a. Ditolak, maka Sitem OSS menyampaikan penolakan;
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaiakan permintaan
untuk melengkapi kekurangan;
c. Disetujui, maka Sistem OSS menerbitkan Persetujuan PKKPR Darat
oleh OPD dan DPMPTSP;
11. Apabila telah disetujuhi oleh OPD dan DPMPTSP, maka pelaku usaha
dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.
4 Jangka waktu Perhitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP.

o~

SO~

penyelesaian Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah
pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbagan Teknis (Pertek)

pertanahan.
) Biaya tarif 1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) dan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNBP
hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

2. Ditentukan Sistem Gistaru-KKPR yaitu melalui sistem OSS mengirimkan
Suarat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
kepada akun pelaku usaha.

6 Produk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

pelayanan
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7 Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan izin;
fasilitas; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet (umum dan disabilitas);
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor;
18. Sistem dan informasi Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;
21. Internet (Wifi);
22. Kamera (CCTV).
8 Kompetensi 1. Sarjana Pertanian/Kesehatan/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
Internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10 | Penanganan 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2.E-mail: perizinan.lembata@gmail.com;
saran, dan 3.Website: dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11 | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
pelaksana
12 | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;
pelayananyang | 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;
Memberikan 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
kepastian 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
pelayanan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
dilaksanakan Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
sesuai dengan
standar
pelayanan
13 | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
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keamanan dan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
keselamatan 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
pelayanan dalam elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

bentuk komitmen
untuk
memberikan
rasa aman,
bebas dari
bahaya, dan
resiko
keraguraguan

14 | Evaluasikinerja | 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;
e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.
2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);
3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran
Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal:11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 1970122220001201002
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1. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan

Pengumpulan Sumbangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang;

8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan PelayananPerizinan dan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Bermaterai;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. Foto copy KTP Penggung Jawab orsos/organisasi/yayasan

4. AKTA Notaris yang pengesahan nya pada

Menteri Kehakiman dan Hak Asasii Manusia

5. Foto Copy NPWP orsos/organisasi/ yayasan

6. Susunan Pengurus yang menimal terdiri dari Ketua, Sekteratis ,

Bendahara dan Pengawas

7. Proposal kegiatan dan rincian biaya

8. Laporan kegiatan terdahulu untuk perpanjangan

0. Surat Keterangan domisili yayasan dari kelurahan atau Desa/
Kecamatan

10. Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Lembata

11. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

N (= C =5
mekanisme dan e o =

e e e e —— s — —
prosedur;
Kuesionen
|' = FCVE J WVerifikasi
Kelenglkapan I

Perswvaratan

[ IZIN TERBIT }
- Surat Pengantar untul(J

Dinas Teknis, Survey

lokasi (Jika diperlukan)
- bayar Pajak,/ Retribusi
ika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan
apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila
tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada
pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;
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4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohonmelakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

Jangka waktu
penyelesaian

5 (lima) hari kerja

Biaya tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Produk pelayanan

Surat Izin Pengumpulan Sumbangan

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas;

. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
Loket pelayanan Front Office:
Loket pelayanan penyerahan izin;
Tempat Parkir Roda empat dan Roda duaj;
Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV).

TSRS =

Kompetensi
pelaksana

1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;

2.Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

Pengawasan
internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10

Penanganan
Pengaduan, saran,
dan masukan

1.Kotak Pengaduan (Drop Box);

2.E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12

Jaminan pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




yang memberikan prima;
Kepastian pelayanan . Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;
dilaksanakan sesuai 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

dengan standar 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
pelayanan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, Akuntabel,
Profesional, Inlovatif , Senyum)

13 Jaminan keamanan [1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
dan keselamatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
pelayanan dalam 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
bentuk komitmen elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

untuk memberikan

rasa aman, bebas

dari bahaya, dan
resiko keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

pelaksanaan ¢ Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

* Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurangkurangnya

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran

Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di: Lewoleba

Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. |
NIP.19701222 200012 1 002
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2. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang lembaga
kesejateraan sosial;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5) Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pengasuhan Anak;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar;

10) Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Surat Permohonan Bermaterai;

Nomor Induk Berusaha (NIB) ;

Foto copy KTP, NPWP organisasi dan Susunan Pengurus

AKTA Notaris yang pengesahan nya pada Mentri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia

5. Program kerja 5 tahun yang ditanda tangani oleh Ketua,Sekretrais
dan Bendahara

6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan

7. Surat Keterangan domisili yayasan dari kelurahan atau Desa/
Kecamatan

8. Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Lembata

9. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 SIStem.’ [ PEMOHON ]__:_ — Pendaftaran
mekanisme dan (FO)

Fi o e R
prosedur; i e —

Kuesioner
SHM Verifilkasi
Kelengkapan

FPersyaratan

2 Persyaratan

el

[ IZIN TERBIT }

(ika dipersyaratian])
Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila
syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak
lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;
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4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis,
maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika
diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon melakukan
pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

4 Jangka waktu 5 (lima) hari kerja
penyelesaian
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Operasional Panti Asuhan
7 Sarana, prasarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
dan/atau fasilitas; 2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;

10. Toilet (umum dan disabilitas);

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;

13. Komputer dan Printer;

14. Mesin Fotocopy;

15. Lemari dokumen;

16. Meja dan Kursi;

17. Alat Tulis Kantor;

18. Sistem dan informasi Antrian;

19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20. Website dan Email;

21. Internet (Wifi);

22. Kamera (CCTV);

8 Kompetensi 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;

3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan 1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, saran, 2.E-mail ; perizinan.lembata@gmail.com;
dan masukan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4.Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

1" Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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pelaksana

12 Jaminan pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
yang memberikan prima;

Kepastian pelayanan 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;

dilaksanakan sesuai 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

dengan standar 4. Proses perizinan dapat ditelusuri;

pelayanan 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, Akuntabel,
Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
dan keselamatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata
pelayanan dalam 2. |zin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik
bentuk komitmen dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
untuk memberikan
rasa aman, bebas dari
bahaya, dan resiko
keraguraguan

14 Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
pelaksanaan + Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

+ Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

+ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran

Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.
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1. STANDAR PELAYANAN PERYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PKPLH)

No Komponen Uraian

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

7. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak
Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup.

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata.

10. Keputusan Bupati Lembata Nomor 925 Tahun 3023

tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

Surat Permohonan Bermaterai;

Mengajukan Permohonan di OSS;

NIK KTP elektronik;

Memiliki Email aktif;

Nomor Handphone WhatsApp

NIB dari OSS

2 Persyaratan
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7. NPWP

8. Akte Perusahaan;

9. Data Jumlah Modal Usaha

10. Data Jumlah tenaga Kerja

11. Fotokopi Persetujuan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
untuk perumahan dan Perkebunan;

12. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup;

13. Surat Sanksi Administaratif dari Dinas Lingkungan Hidup
( Khusus DPLH);

14. Dokumen UKL-UPL / DPLH

3 Sistem, Alur P han Perizinan Lingk leh OPD Lingk ¥ OSS
. ur Pemenuhnan Perizinan Lin ungan ole 1n ungan 9 MOn
Mekanisme dan gKung gkung
Prosed u r Pelaku usaha Notifikasi

Pengisian Data Usaha ST pemenuhan

Pelaku Usaha dan Permohonan ——— ) Perizinan
Lingkungan ke

R ED ersyaratan Perizinan
Lingkungan P ya OPD
Lingkungan q
Lingkungan

belum terlewati
Verifikasi Pemenuhan

Izin Lingkungan oleh
OPD Lingkungan

DISETUIUI sistem OSS menerbitkan Persetujuan Lingkungan

Notifikasi OPD Sistem 0SS menyampaikan permintaan untuk

KURANG LENGKAP

Lingkungan melengkapi kekurangan

DITOLAK Sistem 055 menyampaikan penolakan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Keterangan :

1. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan
lingkngan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh
pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter
lingkungan.

2. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem
0sSs.

3. Pelaku usaha mengisi data usaha dan permohonan
Persetujuan Izin Lingkungan

4. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan
persyaratan

5. Pelaku uasaha melakukan pemenuhan persyaratan
perizinan Lingkungan

6. Notifikasi permohonan Perizinan Lingkungan ke OPD

7. Pengaktifan Service Level Agreement (SLA) proses
verifikasi

8. SLA terlewati, maka system Otomatis menerbitkan Izin
Lingkungan terverifikasi (Fiktif Positif

9. SLA belum terlewati, maka Verifikasi pemenuhan ijin
Lingkungan oleh OPD Lingkungan
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10. Notifikasi OPD Lingkungan :
a. Ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi kekurangan.
c. Disetujui, maka system OSS menerbitkan Persetujuan
Lingkungan oleh OPD dan DPMPTSP
11. Apabila telah disetujui oleh OPD dan DPMPTSP, maka
pelaku usaha dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha
tersebut.
4 Jangka Waktu Ditentukan oleh system OSS
Penyelesaian
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Layanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PKPLH)

7 Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang Tunggu dilengkapi AC;

Loket pelayanan Front Office;

Loket pelayanan penyerahan;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

O N A WN -

Tempat Sembayang;

0

Kursi Roda;

10. Toilet;

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Lemari dokumen;

15. Alat Tulis Kantor;

16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / Manual;
18. Website dan Email;

19. Internet (Wifi);

20. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi 1. Sarjana Pertahian /Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

9 Pengawasan 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada
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Internal setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan

3. Tim Audit Internal

10 | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
Saran, dan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
Masukan 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/

5. Pengaduan dan Kuesioner manual / online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.

11 | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima)
Pelaksana Orang
12 | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
Pelayanan pelayanan prima;
2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Keamanan dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Keselamatan Kabupaten Lembata.

Pelayanan 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda
tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin
keasliannya.

14 Evaluasi Kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat :

Pelaksana ¢ Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey

kepuasan Masyarakat (SKM), dengan
mekanisme setiap pemohon yang datang yang
telah mengurus izin dan produk hasil layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi kuisioner
survey kepuasan Masyarakat (SKM) melalui
lembar SKM

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan IndekKepuasan
Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP

¢ Analisa data Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dalam pembuatan laporan survey
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kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan 14 komponen standar
pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali
setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan reward
sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishment
apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik
pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lembata
Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. |
NIP.19701222 200012 1 002
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2. STANDAR PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH)

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup.

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan teknis dan
Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran
Lingkungan.

10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

11. Keputusan Bupati Lembata Nomor 925 Tahun 3023 tentang Standar
Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lembata.

Surat permohonan bermeterai
Mengajukan Permohonan di OSS;
NIK KTP elektronik;

Memiliki Email aktif;

Nomor Handphone WhatsApp
NIB dari OSS

NPWP

Akte Perusahaan;

Data Jumlah Modal Usaha

. Data Jumlah tenaga Kerja

. Fotokopi Persetujuan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) untuk perumahan

2 Persyaratan
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dan Perkebunan;

12. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup

13. Surat sanksi administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup (khusus
DELH)

14. Dokumen Amdal/DELH

3 SIStem’, Alur Pemenuhan Perizinan Lingkungan oleh OPD Lingkungan % ®SS
Mekanisme dan
Prosedur Pelal usaha e

Keterangan :

1. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkngan
hidup dan dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha
berdasarkan kegiatan usaha atau klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan.

2. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS.

3. Pelaku usaha mengisi data usaha dan permohonan Persetujuan Izin
Lingkungan

4. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan

5. Pelaku uasaha melakukan pemenuhan persyaratan perizinan
Lingkungan

6. Notifikasi permohonan Perizinan Lingkungan ke OPD

7. Pengaktifan Service Level Agreement (SLA) proses verifikasi

8. SLA terlewati, maka system Otomatis menerbitkan Izin Lingkungan
terverifikasi (Fiktif Positif);

9. SLA belum terlewati, maka Verifikasi pemenuhan ijin Lingkungan
oleh OPD Lingkungan

10. Notifikasi OPD Lingkungan :

a. Ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan

b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan.

c. Disetujui, maka system OSS menerbitkan Persetujuan
Lingkungan oleh OPD dan DPMPTSP

11. Apabila telah disetujui oleh OPD dan DPMPTSP, maka pelaku usaha

dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.
4 Jangka Waktu Ditentukan oleh system OSS
Penyelesaian
5 Biaya/Tarif Rp. O (Nol Rupiah)
6 Produk Layanan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
7 Sarana dan 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
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Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Loket pelayanan Front Office;

Loket pelayanan penyerahan;

Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
Ruang Menyusui;

Ruang Bermain Anak;

O NV A~ WN

Tempat Sembayang;

9. Kursi Roda;

10. Toilet;

11. Help Desk (Informasi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;

14. Lemari dokumen;

15. Alat Tulis Kantor;

16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / Manual;
18. Website dan Email;

19. Internet (Wifi);

20. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi 1. Sarjana Pertanian /Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

9 Pengawasan 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap

Internal jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

3. Tim Audit Internal

10 Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

Pengaduan, 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

Saran, dan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

Masukan 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/

5. Pengaduan dan Kuesioner manual / online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima)

Pelaksana Orang

12 Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan

Pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
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Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Keamanan dan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.
Keselamatan 2. lzin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
Pelayanan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi Kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat :

Pelaksana e  Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan mekanisme setiap pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan produk hasil
layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi kuisioner
survey kepuasan Masyarakat (SKM) melalui lembar SKM

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan IndekKepuasan Masyarakat (IKM) pada
DPMPTSP

e Analisa data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
pembuatan laporan survey kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan
Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan
pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lembata
Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. |
NIP.19701222 200012 1 002
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lll. PELAYANAN-NON
PERIZINAN



PTSP



1. PELAYANAN PENGADUAN
a. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan  Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Mencantumkan ldentitas diri
2. Mengisi Formulir Pengaduan
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha.
4. Mencantumkan No Hp atau Email

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
% DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I Trans Lembata - Lewolkeba Lembata, email: pericinan. lembata@gmail com

MEKANISME PENGADUAN

OPE RATOR [ NG | [Ma CUAN |
PERCHOMN — P > | TIDAKLANGSUNG | >| TIM PENGADUAN |

o y 1l e

Bl Laron 1. Menerima Pengaduan dan Catak
SPAN LAPOR : a Administras|
- . Klasifikasi Secara Tertulis
LANGSUNG | 2 | ttseiwww aporgoi KOTAK SARAN . Investasi Lapangan
Peryampaian Mata
. Mediasi
Koardinas! dengan Instansi
lerkait
Tindak Lanjut
@l‘ dpmitspkabupatenlembata 8. Informasi Kepada Pemohaon
3. Berila Acafa Parrjeleiaian
Masalah

MEDMA SO51AL

oW W

B «62821-9383-8156

" Dpmptsp Lermbata

Proses Pengaduan

Waktu : 14 Hari Kerja

KETERANGAN:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan kepada Operator Pengaduan secara langsung dan
tidak langsung.

2. Tim Pengaduan menerima berkas dan Investigasi atau Klarifikasi Tertulis, Koordinasi
dengan Instansi Terkait.

3. Tim Pengaduan menindaklanjuti pengaduan.

4. Tim Pengaduan Menjawab Penyelesaian pengaduan dan disampaikan kepada pemohon.

5. Tim Pengaduan membuat Berita Acara Penyelesaian.
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Jangka Waktu
Penyelesaian

14 Hari Kerja

Biaya/Tarif

Gratis

»

Produk Layanan

Hasil Tindak Lanjut Pengaduan

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;

2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang

9. Kursi Roda;

10.Toilet (umum dan disabilitas);
11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;
13.Komputer dan Printer;

14 .Mesin Fotocopy;

15.Lemari dokumen;

16.Meja dan Kursi;

17.Alat Tulis Kantor

18.Sistem dan informasi Antrian;
19.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.Website dan Email;

21.Internet (Wifi);

22.Kamera (CCTV);

Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

Pengawasan
Internal

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap
jenjangl/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/

5. Pengaduan dan Kuesioner manual / online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

"

Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima)
orang

12

Jaminan
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
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5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan,
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 Jaminan Keamanan | 1. Surat Perintah Tugas
dan Keselamatan 2. Berita Acara Pengaduan
Pelayanan 3. Laporan Perjalanan Dinas
14 Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan
Pelaksana 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan
periodik);

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal :18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos

Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002
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B. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

4. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata.

5. Peraturan Bupati Lembata Nomor14 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 Persyaratan 1. Mencantumkan |dentitas diri
2. Mengisi Formulir Pengaduan
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha.
4. Mencantumkan No Hp atau Email

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
@ DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N Trans Lembata - Lewoleba Lembata, emall: perizinan. lembata @grnall.com

MEKANISME PENGADUAN

[ | SRR | TIDAK LANGEUNG | [ TIM PENGADUAN |
PENICHON PENGADLIAN :b ) h > i i,
Q r 1 r : ’
Al _._4
e 1. Menerima Pengaduan dan Cetak
SPAN LAFCR B mernslran
. Klacifilas: Secara Tortulis

2
LARGSUNG {: :} hittps:'www lpargoid KOTAK SARAN 1. Invaestasi Lapangan
4. Penyampaian Data
]
k.

MEDIA SO518L
. Meday

. Kpondinasi dengan Instansi
Terkait

B -52a21-9383-8156

Proses Pengaduan {’ Dyt Lol 7. Tindak Lanjut

Tl ; dpmaspkabupatanismbata 8. lInformasi kepada Pemohon

R @I 5. Berita Acara Penyelesaian
Wasalah
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KETERANGAN:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan kepada Operator Pengaduan secara langsung dan tidak

langsung.

2. Tim Pengaduan menerima berkas dan Investigasi atau Klarifikasi Tertulis, Koordinasi dengan

Instansi Terkait.

3. Tim Pengaduan menindaklanjuti pengaduan.
4. Tim Pengaduan Menjawab Penyelesaian pengaduan dan disampaikan kepada pemohon.
5. Tim Pengaduan membuat Berita Acara Penyelesaian

Jangka Waktu Penyelesaian

14 Hari Kerja

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Layanan

Hasil Tindak Lanjut Pengaduan

~N®O o~

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;

2. Loket pelayanan Front Office:

3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang

9. Kursi Roda;

10.Toilet (umum dan disabilitas);
11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;
13.Komputer dan Printer;

14.Mesin Fotocopy;

15.Lemari dokumen;

16.Meja dan Kursi;

17.Alat Tulis Kantor

18.Sistem dan informasi Antrian;
19.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.Website dan Email;

21.Internet (Wifi);

22.Kamera (CCTV).

Kompetensi Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

Pengawasan Internal

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada
setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan

10

Penanganan Pengaduan, Saran,
dan
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;

4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/

5. Pengaduan dan Kuesioner manual / online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan

6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156

7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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manual/elektronik.

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan Keamanan dan 1. Surat Perintah Tugas
Keselamatan 2. Berita Acara Pengaduan
Pelayanan 3. Laporan Perjalanan Dinas
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan
Secara berkala dan periodik);

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal :18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

L AL

Pembina Tk.!
NIP. 19701222 200012 1002
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2. STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Publik

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengwasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Profil Perusahaan

2. Surat Kunjungan

3. Surat Perintah Tugas

4. Turun ke Lapangan

5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

MEKANISME PENGAWASAN

Masuk ke Menu Pen jadwalan—s input Data Usulan Proyek dan
: f -
& | LOGIN ——— o Pengawasan Rutin—sUsulan Proyek ladwal Pengawasan

v

Masuk kemenu usulan OSS R ST
" REA Kirimy Data Usulan
Memilih Data Usulan Proyek

ih D ¥ hd - OPD/kementrian—susulan -

yang diusulkan pengawas =N Proyek yang telah memiliki
PIOYER Proagivmsm jacdwal kepada Koordinator

dak
v
Melakukan pamernksaan Ve OS5 RBA irim Data Usulan

data usulan proyok yang T — > Proyek Kepada Pengawas

dicsulican pengawas

d
Memilih Proyek yang

Memilih Proyek yan
€] * | Assingn Pelaksana - *  telah disetujui

tedah disetupuhi

v
salesal | Melakukan Pengawasan
) o = input BAP Proyek ke Lapangan

Masuk pada

Halaman Rumah
Sanksi
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Keterangan:

1. Tim Teknis OPD login pada akun OSS RBA;

2. Masuk ke Menu Penjdwalan>Pengawasan Rutin>Usulan proyek;

3. Tim Teknis OPD Menginput Data Usulan Proyek dan Jadwal Pengawasan;

4. Tim Teknis OPD Mengirim Data Usulan Proyek yang telah memiliki Jadwal Kepada

Koordinator;

Koordinator Masuk Kepada Usulan / Proyek Pengawasan yang Dibuat Oleh OPD;

Kordinator memilih Data Usulan Proyek yang Diusulkan Oleh Pengawas;

7. Koordinator Melakukan Pemeriksaan Proyek yang Diusulkan Pengawas, Jika
Disetujui atau Tidak maka Langsung dikirim Melalui Sistem Kepada Pengawas;

8. Tim Teknis Memilih Proyek yang Telah Disetujui, kemudian Menetapkan
Pelaksanaan, dan membuat undangan, dan Terbitlah Surat Tugas yang
disampaikan kepada Tim Teknis untuk Melakukan Pengawasan proyek ke
Lapangan;

9. Input dari Hasil pengawasan di Lapangan berupa BAP yang ditandatangani oleh
Tim Teknis dan Pelaku Usaha, Jika ada permasalahan yang ditemui di Lapangan
maka Tim Teknis akan melakukan Identifikasi dari Hasil Pengawasan, Jika ada
permasalahan atau tidak akan diselesaikan pada kegiatan Penyelesaian
permasalahan (Sanksi / Tidak).

o w

4 Jangka Waktu 55s/d 10 hari
Penyelesaian

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Layanan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

7 Sarana dan 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
Prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office:
dan/atau Fasilitas 3. Loket pelayanan penyerahan izin;

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

6. Ruang Menyusui;

7. Ruang Bermain Anak;

8. Tempat Sembayang

9. Kursi Roda;

10.Toilet (umum dan disabilitas);

11.Help Desk (Informasi);

12.Kotak Saran dan Pengaduan;
13.Komputer dan Printer;

14.Mesin Fotocopy;

15.Lemari dokumen;

16.Meja dan Kursi;

17.Alat Tulis Kantor

18.Sistem dan informasi Antrian;

19.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.Website dan Email;

21.Internet (Wifi);

22.Kamera (CCTV).

8 Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;

4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data
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9 Pengawasan 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada
Internal setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan
10 Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, Saran, 2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
dan Masukan 3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual / online
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
manual/elektronik.
11 | Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 3 (Tiga)
Orang
12 | Jaminan Pelayanan | 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan prima;
2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS
(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 Jaminan 1. Surat Perintah Tugas
Keamanan dan 2. Berita Acara Pengawasan (BAP)
Keselamatan 3. Laporan Perjalanan Dinas
Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Pelaksana Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan
Secara berkala dan periodik);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di: Lewoleba
Pada Tanggal:25 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.l
NIP. 19701222 200012 1 002
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